
1 

 

 

 

  

2025 



2 

 

Kata Pengantar 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sekaligus wujud komitmen dalam 

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan, dimana pada awal tahun 

pelaksanaan kinerja masih mengacu pada Renstra DPUPR 2021–2025, dan 

selanjutnya dilakukan penyesuaian seiring ditetapkannya Renstra DPUPR 2025–2029 

melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Kondisi tersebut disajikan secara 

transparan dalam LKjIP agar pengukuran kinerja tetap berkesinambungan dan 

akuntabel. 

LKjIP ini disusun dengan pendekatan kinerja berbasis hasil, yang mengaitkan capaian 

indikator kinerja dengan realisasi anggaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 

pelaksanaan program dan kegiatan DPUPR Tahun 2025 telah mengarah pada 

penerapan prinsip value for money, dengan capaian kinerja yang umumnya baik serta 

tingkat efisiensi anggaran yang terjaga. 

Diharapkan LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada 

tahun-tahun berikutnya, sekaligus mendukung peningkatan kualitas tata kelola 

pemerintahan dan nilai SAKIP secara berkelanjutan. 

 

  
Mojokerto, 02 Februari 2026 

 
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO 

 
 
 
 

YUNI LAILI FAIZAH, S.T., M.E. 
NIP 197706072001122005 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Kabupaten Mojokerto Tahun 

2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian 

Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja 

Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 10 sasaran strategis dengan total 10 indikator 

kinerja dan 10 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan 

Tahun 2025 memiliki 10 sasaran strategis dan dengan 11 indikator kinerja dan 11 target 

kinerja yang harus dicapai. 

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode 

perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 5 indikator; 

2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator; 

3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator; 

4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator 

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-

2029, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 6 indikator; 

2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 indikator; 

3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator; 

4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator. 

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-

masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-

tabel berikut ini 
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1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025) 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 Pemerataan, dan perluasan 

infrastruktur jalan, 

jembatan,irigasi, sanitasi air 

minum dan bangunan 

gedung 

Persentase Infrastruktur 

Kondisi Baik 

81% 80,93% 99,91% 

2 Meningkatkan pengelolaan 

infrastruktur sumber daya 

air 

Rasio luas daerah irigasi 

kewenangan kabupaten 

yang dilayani oleh jaringan 

irigasi 

100% 100% 100,00% 

3 Meningkatnya akses 

terhadap air minum melalui 

SPAM jaringan perpipaan 

dan bukan jaringan 

perpipaan terlindungi 

Persentase jumlah rumah 

tangga yang mendapatkan 

akses terhadap air minum 

melalui SPAM jaringan 

perpipaan dan bukan 

jaringan perpipaan 

terlindungi terhadap rumah 

tangga di seluruh kabupaten 

95,50% 96,32% 100,86% 

4 Meningkatnya ketersediaan 

sarana dan prasarana 

pengelolaan sampah 

Persentase desa di wilayah 

kabupaten tersedia 

TPS/TPST/TPS3R 

10% 10,90% 109,00% 

5 Meningkatnya akses 

layanan pengolahan air 

limbah domestik 

Persentase jumlah rumah 

tangga yang memperoleh 

layanan pengolahan air 

limbah domestik 

100% 99,91% 99,91% 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

6 Meningkatnya Pengelolaan 

dan Pengembangan Sistem 

Drainase 

Persentase perkotaan dan 

lingkungan yang dilengkapi 

sistem drainase 

21% 21,05% 100,24% 

7 Meningkatnya kualitas 

penataan bangunan gedung 

Rasio kepatuhan PBG dan 

SLF 

48% 48% 100,00% 

8 Meningkatnya kemantapan 

jalan 

Tingkat Kemantapan Jalan 

Kabupaten 

84% 85% 101,06% 

9 Meningkatnya kapasitas 

penyelenggaran jasa 

konstruksi 

Rasio tenaga operator 

/teknisi /analis yang memiliki 

sertifikat kompetensi 

52% 61% 116,73% 

10 Mempertahankan 

kesesuaian 

pembangunan/peningkatan 

kualitas infrastruktur 

dengan rencana tata ruang 

Persentase kesesuaian 

pembangunan/peningkatan 

kualitas infrastruktur dengan 

rencana tata ruang 

100% 100% 100,00% 

 Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja 

tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu: 

NO KINERJA LAINNYA INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 

Meningkatnya 
Tatakelola Birokrasi 
Pemerintahan yang 
Efektif, Efisien dan 
Akuntabel 

01.01 
Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

82,50 (A) 83,54 (A) 101,26% 

01.02 

Persentase 
Realisasi 
Anggaran 
Perangkat Daerah 

88,50% 87,77% 99,18% 
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NO KINERJA LAINNYA INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

01.03 
Indeks 
Profesionalitas 
ASN 

83,5 
(Tinggi) 

84,15 (Tinggi) 100,78% 

2 

Optimalisasi Kualitas 
Pelayanan melalui 
Pembangunan 
Inovasi yang 
Mempunyai Nilai 
Tambah 

Jumlah Inovasi yang 
terinternalisasi dan 
tersosialisasi serta 
berkelanjutan 

2 Inovasi 2 Inovasi 100,00% 

 

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 

2025-2029) 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 

Meningkatnya 
pengelolaan 
infrastruktur sumber 
daya air 

Rasio luas daerah irigasi 
kewenangan kabupaten 
yang dilayani oleh 
jaringan irigasi 

100,00% 100,00% 100,00% 

2 
Meningkatnya akses 
terhadap air minum 
(SPAM) 

Persentase jumlah 
rumah tangga yang 
mendapatkan akses 
terhadap air minum 
(SPAM) 

95,50% 96,32% 100,86% 

3 

Meningkatnya 
penyediaan sarana 
pengelolaan sampah 
yang sesuai ketentuan 

Persentase desa di 
wilayah kabupaten 
tersedia 
TPS/TPST/TPS3R 

10,00% 10,90% 109,00% 

4 
Meningkatnya akses 
layanan pengolahan air 
limbah domestik 

Persentase jumlah 
rumah tangga yang 
memperoleh layanan 
pengolahan air limbah 
domestik 

100,00% 99,91% 99,91% 

5 

Meningkatnya kualitas 
pengelolaan banjir di 
perkotaan dan 
lingkungan 

Persentase perkotaan 
dan lingkungan yang 
dilengkapi sistem 
drainase dengan kondisi 
baik 

21,00% 21,05% 100,24% 

6 
Meningkatnya kualitas 
penataan bangunan 
gedung 

Rasio Bangunan Gedung 
kondisi baik dan laik 
fungsi 

11,00% 11,00% 100,00% 

7 
Meningkatnya 
kemantapan jalan 

Tingkat Kemantapan 
Jalan Kabupaten 

84,00% 84,89% 101,06% 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

8 

Meningkatnya 
kapasitas 
penyelenggaraan jasa 
konstruksi 

Rasio tenaga operator 
/teknisi /analis yang 
memiliki sertifikat 
kompetensi 

52,00% 60,70% 116,73% 

9 

Meningkatnya 
kesesuaian 
pembangunan 
infrastruktur dengan 
rencana tata ruang 

Persentase 
pembangunan daerah 
yang selaras dengan 
RTRW 

100,00% 100,00% 100,00% 

  
  

Persentase wilayah 
kecamatan yang telah 
dilengkapi dengan RDTR 

5,56% 5,56% 100,00% 

10 

Meningkatnya Kualitas 
Tata Kelola Penunjang 
Pencapaian Kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

82,5 83,54 101,26% 

Kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, 

tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar RpRp. 221.980.403.363,36 atau 87,77% dari 

total pagu anggaran sebesar Rp. 252.902.576.872,00. 

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto 

diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama 

untuk dapat mewujudan harapan tersebut. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel 

merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance). Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan 

laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan 

kegiatan yang didanai oleh anggaran negara maupun daerah. 

Kewajiban penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara normatif 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah 

harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. 

Selanjutnya, ketentuan teknis penyusunan LKjIP diatur melalui Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi pedoman bagi instansi 

pemerintah dalam menyusun laporan kinerja secara sistematis, terukur, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang memuat ikhtisar 

capaian kinerja suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang disusun 

berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. LKjIP tidak hanya menyajikan 

informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja, tetapi 

juga menggambarkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan 

yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang dilakukan. Dengan demikian, LKjIP 

berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja sekaligus sarana komunikasi kinerja 

kepada pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat. 

Proses penyusunan LKjIP dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi, dimulai dari 

penetapan perencanaan kinerja tahunan melalui Perjanjian Kinerja, pengumpulan dan 

pengolahan data capaian kinerja dari seluruh unit kerja, pengukuran dan analisis 

tingkat pencapaian indikator kinerja, hingga penyusunan laporan kinerja yang direviu 
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oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Proses ini menuntut konsistensi antara 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja agar informasi yang disajikan 

mencerminkan kondisi kinerja yang sesungguhnya. 

LKjIP memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah, baik jangka menengah maupun tahunan. Indikator kinerja dan sasaran yang 

dilaporkan dalam LKjIP bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), 

serta dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan 

Perjanjian Kinerja. Oleh karena itu, LKjIP menjadi alat untuk menilai tingkat konsistensi 

dan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan di lapangan. 

Lebih lanjut, LKjIP berperan penting sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan 

perencanaan kinerja pada periode berikutnya. Hasil evaluasi kinerja yang disajikan 

dalam LKjIP digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan faktor-faktor 

yang memengaruhi pencapaian kinerja, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah 

perbaikan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, LKjIP tidak hanya berfungsi 

sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam 

mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas 

layanan publik, serta penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

I.2 Gambaran Umum 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto merupakan 

perangkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan 

daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Secara administratif, Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto berkedudukan di 

wilayah Kabupaten Mojokerto dan melaksanakan tugas serta fungsinya dalam 

mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, 

berdaya guna, dan sesuai dengan rencana tata ruang. 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Mojokerto didukung oleh sumber daya organisasi yang mencakup 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta aset pendukung lainnya. Sumber 

daya manusia yang dimiliki terdiri dari aparatur sipil negara dengan latar belakang 

pendidikan dan kompetensi yang beragam, baik teknis maupun administratif, yang 
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tersebar pada sekretariat, bidang teknis, dan unit pelaksana teknis daerah. 

Ketersediaan sumber daya manusia tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin 

kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur. Selain itu, 

perangkat daerah ini juga didukung oleh aset berupa gedung perkantoran, peralatan 

kerja, kendaraan operasional, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang 

digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan kepada 

masyarakat, tanpa dirinci per komponen dalam laporan ini. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang kedudukan, 

susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, perangkat daerah ini mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan di 

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pembinaan dan pengawasan, serta 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Mojokerto terdiri atas Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretariat dan beberapa 

bidang teknis sesuai dengan ruang lingkup urusan yang ditangani, serta Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional 

di wilayah kerja tertentu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, umum, dan pelaporan kinerja, 

sedangkan bidang-bidang teknis melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing. 
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Gambar 1 Struktur Organisasi 

Dengan dukungan organisasi, sumber daya, dan struktur kelembagaan tersebut, 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto berkomitmen 

untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan 

penataan ruang yang terintegrasi, berwawasan lingkungan, serta berorientasi pada 

peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.  

I.3 Isu-isu Strategis 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2025 menghadapi berbagai isu strategis yang 

berpengaruh terhadap capaian kinerja perangkat daerah serta keberhasilan 

pencapaian tujuan pembangunan daerah. Identifikasi isu strategis ini disusun dengan 

memperhatikan tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan yang 

dihadapi, serta dinamika kebijakan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana 

dirumuskan dalam dokumen perencanaan, khususnya RENJA Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. 

Dari sisi tingkat kinerja pelayanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah 

berupaya memberikan pelayanan publik yang berkaitan dengan penyediaan dan 

pengelolaan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air, air minum, sanitasi, 
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drainase, bangunan gedung, serta penataan ruang. Secara umum, capaian indikator 

kinerja menunjukkan tren positif, terutama pada indikator yang berkaitan dengan 

kemantapan jalan, layanan irigasi, dan akses air minum. Namun demikian, masih 

terdapat beberapa hal kritis dalam pelayanan perangkat daerah, antara lain 

keterbatasan cakupan layanan infrastruktur pada wilayah tertentu, kesenjangan 

kualitas infrastruktur antarwilayah, serta belum optimalnya pemenuhan standar 

pelayanan minimal pada beberapa subsektor, khususnya pengelolaan persampahan, 

sanitasi, dan drainase lingkungan. 

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang menghadapi sejumlah permasalahan dan hambatan. Hambatan tersebut 

antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang berdampak pada prioritisasi 

program dan kegiatan, keterbatasan sumber daya manusia teknis yang memiliki 

sertifikasi kompetensi sesuai standar jasa konstruksi, serta kompleksitas 

permasalahan teknis di lapangan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, perubahan 

iklim, dan dinamika pemanfaatan ruang. Selain itu, proses perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga menghadapi tantangan berupa 

kebutuhan penyesuaian kebijakan akibat perubahan dokumen perencanaan jangka 

menengah, termasuk transisi menuju Renstra Perangkat Daerah periode 2025–2029. 

Permasalahan dan hambatan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap 

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya misi yang berorientasi pada 

peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta peningkatan 

kualitas lingkungan permukiman. Keterbatasan cakupan layanan infrastruktur dasar 

dapat mempengaruhi percepatan pembangunan wilayah, peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, serta daya saing daerah. Di tingkat yang lebih luas, kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga berkontribusi terhadap pencapaian target 

program nasional dan global, seperti pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, dan 

Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), 

terutama tujuan yang berkaitan dengan infrastruktur, air bersih dan sanitasi, 

permukiman berkelanjutan, serta ketahanan terhadap risiko bencana dan perubahan 

iklim. 

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat pula peluang strategis yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah. Peluang 
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tersebut antara lain dukungan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam 

pengembangan infrastruktur strategis, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi 

dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, penguatan kolaborasi dengan 

perangkat daerah lain dan pemangku kepentingan, serta meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. 

Selain itu, penetapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 membuka ruang untuk penyelarasan kembali 

sasaran, indikator, dan program pembangunan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan 

daerah dan dinamika pembangunan ke depan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian dan 

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan antara lain: perlunya 

penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan prioritas wilayah; 

peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya tenaga 

teknis dan fungsional; optimalisasi pemenuhan standar pelayanan minimal dan NSPK 

pada seluruh subsektor pekerjaan umum dan penataan ruang; serta penguatan tata 

kelola pembangunan infrastruktur yang selaras dengan rencana tata ruang dan prinsip 

pembangunan berkelanjutan. Isu-isu strategis ini menjadi rekomendasi dan catatan 

penting bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto 

dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja, serta sebagai dasar 

perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun-tahun 

selanjutnya. 

I.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi 

gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta 

sistematika penulisan LKj. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan 

perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja. 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target 

yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud 

dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi 

tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini. 

BAB IV PENUTUP 

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan 

upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan 

kinerja. 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

II.1 Penjenjangan Strategis 

Periode perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026 merupakan fase penting dalam penguatan 

fondasi pembangunan infrastruktur daerah. Selama periode tersebut, arah kebijakan 

difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, penguatan 

layanan sumber daya air, peningkatan cakupan air minum dan sanitasi, pengendalian 

pemanfaatan ruang, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi dan 

kinerja perangkat daerah. 

Visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 

2021-2026, yaitu ” Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan 

Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya 

Manusia ” dan Misi Kabupaten Mojokerto yaitu : 

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi 

nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. 

2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan. 

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, 

transparan. 

4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. 

Misi yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Mojokerto adalah Misi 4 yaitu ” Pemerataan dan perluasan pembangunan 

infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, 

budaya dan pelestarian lingkungan”. Adapun Tujuan yang ditetapkan dalam 

RPJMD 2021-2026 yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta Urusan 

Pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Mojokerto adalah “Mewujudkan Pemerataan dan Perluasan Pembangunan 

Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, 

Budaya dan Pelestarian Lingkungan”. 

Dalam menentukan perencanaan kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Mojokerto mengacu rencana strategis dan berdasar pada tujuan 
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yang merupakan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yaitu 

“Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum 

dan bangunan gedung” dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan.  

Penjenjangan strategis (cascading) Renstra 2021–2026 disusun dengan prinsip 

keterkaitan yang jelas antara tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, program, 

kegiatan, hingga subkegiatan dan indikator individu. Struktur tersebut memastikan 

bahwa setiap intervensi program memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian 

sasaran strategis dan mendukung indikator kinerja utama perangkat daerah. 

Memasuki Tahun 2025, terjadi fase transisi perencanaan yang unik, karena tahun 

tersebut menjadi titik temu antara akhir periode Renstra 2021–2026 dan awal 

implementasi Renstra baru 2025–2029. Oleh karena itu, penjabaran penjenjangan 

strategis Renstra 2021–2026 perlu dipahami bukan sebagai struktur yang terpisah, 

melainkan sebagai baseline dan fondasi logis bagi penyusunan serta implementasi 

Renstra 2025–2029. 

Secara substantif, terdapat kesinambungan arah kebijakan antara kedua dokumen 

perencanaan tersebut. Sasaran yang berkaitan dengan kemantapan jalan, 

pengelolaan sumber daya air, peningkatan akses SPAM, pengolahan air limbah 

domestik, pengendalian banjir, penataan bangunan gedung, penguatan jasa 

konstruksi, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta tata kelola kinerja perangkat daerah 

tetap dipertahankan sebagai isu strategis utama. Perbedaannya terletak pada 

penajaman fokus, penyesuaian target, dan penguatan pendekatan berbasis risiko 

serta efisiensi pada periode Renstra 2025–2029. 

Penjenjangan strategis Renstra 2021–2026 juga menjadi dasar evaluatif untuk: 

1. Mengidentifikasi indikator yang telah mencapai atau mendekati target akhir 

sebagai baseline periode baru; 

2. Menentukan indikator yang masih memiliki gap terhadap target jangka 

menengah sehingga memerlukan akselerasi pada Renstra 2025–2029; 

3. Menilai efektivitas struktur program dan kegiatan sebagai referensi 

penyempurnaan desain intervensi pada periode berikutnya; 

4. Memastikan kesinambungan antara dokumen perencanaan jangka menengah 

daerah (RPJMD) dengan Renstra perangkat daerah secara konsisten dan 

terukur. 
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Dengan demikian, penjabaran penjenjangan strategis Renstra 2021–2026 dalam 

dokumen ini dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan linier antara perencanaan 

lama dan perencanaan baru, sekaligus menjadi bukti bahwa proses transisi dilakukan 

secara sistematis, terukur, dan tidak menimbulkan diskontinuitas kebijakan. 

Selanjutnya, uraian mengenai struktur penjenjangan strategis Renstra 2021–2026 

disajikan untuk memperlihatkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator, program, 

kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi fondasi logis penyusunan Renstra 2025–

2029. Berikut merupakan penjenjangan strategis renstra 2021-2026 : 

Tabel II.1 Matriks Penjenjangan Strategis 2021-2026 

Tujuan Sasaran 
Program/ Kegiatan / 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 5  

          

Pemerataan, 
dan 
perluasan 
infrastruktur 
jalan, 
jembatan, 
irigasi, 
sanitasi air 
minum dan 
bangunan 
gedung     

Persentase 
infrastruktur kondisi 
baik 

73,88% 

  Meningkatnya 
tatakelola 
birokrasi 
pemerintahan 
yang efektif, 
efisien dan 
akuntabel 

  Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

A 

      Persentase realisasi 
anggaran perangkat 
daerah  

87% 

      Indeks profesionalitas 
ASN 

80 

  Optimalnya 
kualitas 
pelayanan 
melalui 
pembangunan 
inovasi yang 
mempunyai nilai 
tambah 

  Jumlah inovasi yang 
terinternalisasi dan 
tersosialisasi serta 
berkelanjutan 

1 

    Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase target 
Kinerja OPD yang 
terpenuhi 

100% 
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Tujuan Sasaran 
Program/ Kegiatan / 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 5  

    Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase 
dokumen 
perencanaan, 
pengganggaran dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 
tersusun 

100% 

    Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan yang 
tersusun 

6 Dokumen 

    Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah kegiatan yang 
terkoordinasi dan 
dapat dikendalikan 
pelaksanaannya 

21 Kegiatan 

    Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Pelaporan Kinerja 
yang tersusun 

6 Dokumen 

    Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase ASN 
terbayar gaji dan 
tunjangannya 

100% 

    Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah ASN terbayar 
gaji dan tunjangannya 

244 ASN 

    Administrasi 
Barang Milik 
Daerah pada 
Perangkat Daerah 

Persentase aset 
OPD yang tercatat 
dan terlaporkan 

100% 

    Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Jumlah dokumen 
pendataan aset OPD 

1 dokumen 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
terlaksana 

100% 

    Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jenis Komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor yang 
disediakan 

5 Jenis 

    Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah peralatan dan 
perlengkapan kantor 
yang disediakan 

10 unit 

    Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah makanan dan 
minuman rapat dan 
tamu yang disediakan 

5000 dos 

    Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jenis barang cetakan 
dan penggandaan 
yang disediakan 

14 Jenis 

    Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Pemenuhan 
kebutuhan bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang-undangan 
per bulan 

12 bulan 

    Penyediaan 
Bahan/Material 

jenis alat tulis kantor 
yang disediakan 

44 Jenis 
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Tujuan Sasaran 
Program/ Kegiatan / 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 5  

    Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah rapat-rapat 
koordinasi ke luar dan 
dalam daerah yang 
terbiayai  

600 oh 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
ketersediaan jasa 
penunjang urusan 
pemerintahan 
daerah 

100% 

    Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Rekening telpon, 
internet, listrik 
terbayar per bulan 

1 Tahun 

    Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

72 Tenaga Kerja yang 
terbayar gajinya per 
bulan 

1 Tahun 

    Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase barang 
milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintahan 
daerah terpelihara 

87% 

    Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah kendaraan 
dinas/operasional 
yang dipelihara 

20 Unit 

    Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Perizinan Alat Besar 

Jumlah alat berat 
yang dipelihara 

50 unit 

    Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeleur 
yang dipelihara 

70 buah 

    Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah gedung yang 
dipelihara 

3 gedung 

  

 

Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah pemeliharaan 
rutin/berkala peralatan 
gedung kantor 

230 kali 

  Meningkatkan 
pengelolaan 
infrastruktur 
sumber daya air 

  Rasio luas daerah 
irigasi kewenangan 
kabupaten yang 
dilayani oleh 
jaringan irigasi 

100% 

    Program 
Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
(SDA) 

Persentase panjang 
jaringan irigasi 
(Primer, Sekunder, 
Tersier) dalam 
kondisi baik  

80% 

    Pengelolaan SDA 
dan Bangunan 
Pengaman Pantai 

Persentase SDA 
terkelola 

84% 
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Tujuan Sasaran 
Program/ Kegiatan / 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 5  
pada Wilayah 
Sungai (WS) dalam 
1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

    Penyusunan 
Rencana Teknis dan 
Dokumen 
Lingkungan Hidup 
untuk Konstruksi 
Pengendali Banjir, 
Lahar, Drainase 
Utama Perkotaan 
dan Pengaman 
Pantai 

Jumlah dokumen 
disusun 

1 Dokumen 

    Operasi dan 
Pemeliharaan 
Embung dan 
Penampung Air 
Lainnya 

Jumlah titik yang 
terpelihara 

3 Titik 

    Evaluasi dan 
Rekomendasi Teknis 
(Rekomtek) 
Pemanfaatan SDA 
WS Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen 
pemanfaatan aset 
sumber daya air yang 
tersusun 

2 Dokumen 

    Pengembangan dan 
Pengelolaan Sistem 
Irigasi Primer dan 
Sekunder pada 
Daerah Irigasi yang 
Luasnya dibawah 
1000 Ha dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase jaringan 
irigasi yang dikelola 
(dipelihara/direhabili
tasi) dari total 
jaringan irigasi 
kewenangan 

75% 

    Rehabilitasi Jaringan 
Irigasi Permukaan 

Volume JI yang 
direhabilitasi 

25 JI 

  

 

Operasi dan 
Pemeliharaan 
Jaringan Irigasi 
Permukaan 

Jumlah jaringan irigasi 
terpelihara 

5 UPTD 

  Meningkatnya 
akses terhadap 
air minum 
melalui SPAM 
jaringan 
perpipaan dan 
bukan jaringan 
perpipaan 
terlindungi 

  Persentase jumlah 
rumah tangga yang 
mendapatkan akses 
terhadap air minum 
melalui SPAM 
jaringan perpipaan 
dan bukan jaringan 
perpipaan 
terlindungi terhadap 
rumah tangga di 
seluruh kabupaten 

89,15% 

    Program 
Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Penyediaan 
Air Minum 

Jumlah kumulatif 
masyarakat yang 
rumah tangga yang 
mendapatkan akses 
terhadap air minum 

346012 KK 
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Tujuan Sasaran 
Program/ Kegiatan / 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 5  
melalui SPAM 
jaringan perpipaan 
dan bukan jaringan 
perpipaan 
terlindungi di dalam 
sebuah kabupaten 

    Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) 
di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Rumah 
Tangga yang 
mendapatkan akses 
terhadap air minum 
melalui kegiatan 
penyediaan SPAM 

1930 KK 

    Penyusunan 
Rencana, Kebijakan, 
Strategi dan Teknis 
SPAM 

Jumlah dokumen 
disusun 

5 Dokumen 

    Peningkatan SPAM 
Jaringan Perpipaan 
di Kawasan 
Perdesaan  

Jumlah rumah tangga 
terlayani SPAM (SR) 

548 SR 

    Pembinaan dan 
Pengawasan 
Terhadap 
Penyelenggaraan 
SPAM oleh 
Pemerintah Desa 
dan Kelompok 
Masyarakat 

Jumlah kegiatan 
pembinaan dan 
pengawasan yang 
dilakukab 

10 Kali 

  

 

Perluasan SPAM 
Jaringan Perpipaan 
di Kawasan 
Perdesaan 

Jumlah rumah tangga 
terlayani SPAM (SR) 

1930 SR 

  Meningkatnya 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 
pengelolaan 
sampah 

  Persentase desa di 
wilayah kabupaten 
tersedia 
TPS/TPST/TPS3R 

28% 

    Program 
Pengembangan 
Sistem dan 
Pengelolaan 
Persampahan 
Regional 

Persentase desa di 
wilayah kabupaten 
tersedia 
TPS/TPST/TPS3R 

18% 

    Pengembangan 
Sistem dan 
Pengelolaan 
Persampahan di 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah desa yang 
disediakan 
TPS/TPST/TPS3R 

14 Desa 

  

 

Pembangunan 
TPA/TPST/SPA/TPS
-3R/TPS 

Jumlah TPS dibangun 14 TPS 

  Meningkatnya 
akses layanan 

  Persentase jumlah 
rumah tangga yang 
memperoleh layanan 

89,34% 
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Tujuan Sasaran 
Program/ Kegiatan / 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 5  

pengolahan air 
limbah domestik 

pengolahan air 
limbah domestik 

    Program 
Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Air Limbah 

Jumlah rumah 
dengan akses unit 
pengolahan 
setempat dan data 
jumlah rumah 
dengan akses 
sambungan rumah 
untuk kegiatan 
pemenuhan 
pelayanan dasar 
menggunakan 
SPALD-S dan 
SPALD-T 

283955 

    Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Air Limbah 
Domestik dalam 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kinerja penyediaan 
pelayanan SPALD S 
akses dasar  

32% 

    Pembangunan/Peny
ediaan Sub Sistem 
Pengolahan 
Setempat 

Jumlah sub sistem 
pengolahan setempat 
dibangun 

300 unit 

  

 

Sosialisasi dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat terkait 
Penyediaan Sistem 
Pengelolaan Air 
Limbah Domestik 

Jumlah sosialisasi 
dilaksanakan 

10 Kali 

  Meningkatnya 
Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Drainase 

  Persentase 
perkotaan dan 
lingkungan yang 
dilengkapi sistem 
drainase 

21% 

    Program 
Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Drainase 

Persentase Drainase 
yang Terhubung 
Langsung dengan 
Sungai  

18% 

    Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Drainase 
yang Terhubung 
Langsung dengan 
Sungai dalam 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Panjang Drainase 
yang Terhubung 
Langsung dengan 
Sungai  

5650 m 

    Pembangunan 
Sistem Drainase 
Perkotaan 

Panjang saluran 
drainase dibangun 

2175 m 

    Peningkatan Saluran 
Drainase Perkotaan 

Panjang saluran 
drainase ditingkatkan 

1375 m 

    Operasi dan 
Pemeliharaan Sistem 
Drainase 

Panjang sistem 
drainase yang 
dilakukan OP 

300 m 
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Tujuan Sasaran 
Program/ Kegiatan / 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 5  

    Pembangunan 
Sistem Drainase 
Lingkungan 

Panjang saluran 
drainase dibangun 

1450 m 

  

 

Peningkatan Saluran 
Drainase Lingkungan 

Panjang saluran 
drainase ditingkatkan 

700 m 

  Meningkatnya 
kualitas 
penataan 
bangunan 
gedung 

  Rasio kepatuhan 
PBG dan SLF 

13% 

    Program Penataan 
Bangunan Gedung 

Rasio bangunan 
gedung instansi 
pemerintah yang laik 
fungsi 

- 

    Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung 
di Wilayah Daerah 
Kabupaten/Kota, 
Pemberian Izin 
Mendirikan 
Bangunan (IMB) 
dan Sertifikat Laik 
Fungsi Bangunan 
Gedung 

Persentase 
bangunan gedung 
instansi pemerintah 
kondisi baik 

96% 

    Penyelenggaraan 
Penerbitan Izin 
Mendirikan 
Bangunan (IMB), 
Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF), Peran Tenaga 
Ahli Bangunan 
Gedung (TABG), 
Pendataan 
Bangunan Gedung, 
serta Implementasi 
SIMBG 

Jumlah Tim Terbentuk 
dan tercukupi 
operasionalnya 

1 Tim 

    Perencanaan, 
Pembangunan, 
Pengawasan, dan 
Pemanfaatan 
Bangunan Gedung 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Gedung 
terbangun 

11 Gedung 

    Program Penataan 
Bangunan dan 
Lingkungannya 

Persentase 
bangunan gedung 
sesuai RTBL 

10% 

    Penyelenggaraan 
Penataan 
Bangunan dan 
Lingkungannya di 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah pengajuan 
dan survey lokasi 
sempadan jalan 

35 
Pengajuan 

  

 

Monitoring 
Penataan/Pemelihar
aan Bangunan dan 
Lingkungan 

jumlah bulan 
operasional tim survey 
lokasi sempadan jalan 

12 bulan 
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Tujuan Sasaran 
Program/ Kegiatan / 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 5  
/ pengajuan yang 
dibiayai 

  Meningkatnya 
kemantapan 
jalan 

  Tingkat Kemantapan 
Jalan Kabupaten 

84,20% 

    Program 
Penyelenggaraan 
Jalan 

Persentase Jalan 
Kabupaten Kondisi 
Baik 

61% 

    Penyelenggaraan 
Jalan 
Kabupaten/Kota 

Panjang Jalan 
Kabupaten Kondisi 
Baik 

635 km 

    Pelebaran Jalan 
Menuju Standar 

Jumlah ruas jalan 
yang dilebarkan 

16 Ruas 
Jalan 

    Rekonstruksi Jalan Jumlah ruas jalan 
yang direkonstruksi 

6 Ruas Jalan 

    Rehabilitasi Jalan Jumlah ruas jalan 
yang direhabilitasi 

2 Ruas Jalan 

    Pemeliharaan 
Berkala Jalan 

Jumlah ruas jalan 
yang dipelihara 
berkala 

2 Ruas Jalan 

    Pemeliharaan Rutin 
Jalan 

Jumlah panjang / 
Luas ruas jalan 
kondisi rusak ringan 
yang terpelihara 

27.000 m2 

    Pembangunan 
Jembatan 

Jumlah jembatan 
yang dibangun 

5 Jembatan 

    Pelebaran Jembatan Jumlah Jembatan 
yang dilebarkan 

8 Jembatan 

    Rehabilitasi 
Jembatan 

Jumlah Jembatan 
yang direhabilitasi 

2 Jembatan 

  

 

Pemeliharaan Rutin 
Jembatan 

Jumlah jembatan 
kondisi rusak ringan 
yang terpelihara 

10 Jembatan 

  Meningkatnya 
kapasitas 
penyelenggaran 
jasa konstruksi 

  Rasio tenaga 
operator/teknisi/anal
is yang memiliki 
sertifikat kompetensi 

36,26% 

    Program 
Pengembangan 
Jasa Konstruksi 

Persentase Badan 
Usaha yang memiliki 
tenaga kerja 
kontruksi 
bersertifikat terampil 

8% 

    Penyelenggaraan 
Pelatihan Tenaga 
Terampil 
Konstruksi 

Jumlah Pelatihan 
Tenaga 
operator/teknisi/anal
is 

5 kali 

    Fasilitasi Sertifikasi 
Tenaga Terampil 
Konstruksi 

Jumlah tenaga 
terampil bersertifikat 

 50 Org /  
Ketrampilan 

    Penyelenggaraan 
Sistem Informasi 
Jasa Konstruksi 
Cakupan Daerah 
Kabupaten / Kota 

Jumlah Informasi 
jasa kontruksi 

10 Informasi 

    Penyelenggaraan 
Pelatihan untuk 

Jumlah Pelatihan 
dilakukan 

6 kali 
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Tujuan Sasaran 
Program/ Kegiatan / 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 5  
Peningkatan 
Kapasitas 
Administrator 
SIPJAKI 

  

 

Penyusunan Data 
dan Informasi 
Tenaga Kerja dan 
Badan Usaha 

Jumlah dokumen data 
dan informasi tenaga 
kerja dan Badan 
Usaha yang disusun 

1 dokumen 

  Mempertahanka
n kesesuaian 
pembangunan/p
eningkatan 
kualitas 
infrastruktur 
dengan rencana 
tata ruang 

  Persentase 
kesesuaian 
pembangunan/penin
gkatan kualitas 
infrastruktur dengan 
rencana tata ruang 

100% 

    Program 
Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

Persentase 
kesesuaian 
pembangunan/penin
gkatan kualitas 
infrastruktur dengan 
rencana tata ruang 

100% 

    Penetapan Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) dan 
Rencana Rinci Tata 
Ruang (RRTR) 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
dokumen tata ruang 
yang tersusun 

100% 

    Pelaksanaan 
Persetujuan 
Substansi, Evaluasi, 
Konsultasi Evaluasi 
dan Penetapan 
RRTR 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen 
materi teknis disusun 

5 Dokumen 

    Penetapan Kebijakan 
dalam rangka 
Pelaksanaan 
Penataan Ruang 

Jumlah kebijakan 
dalam pelaksanaan 
penataan ruang yang 
ditetapkan 

10 Kebijakan 

    Sosialisasi Kebijakan 
dan Peraturan 
Perundang-
Undangan Bidang 
Penataan Ruang 

Jumlah kebijakan 
dalam pelaksanaan 
penataan ruang yang 
disosialisasikan 

10 kebijakan 

    Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pemanfaatan 
Ruang Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
pemanfaatan ruang 
sesuai dengan 
dokumen tata ruang 

100% 

    Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pemanfaatan Ruang 
untuk Investasi dan 
Pembangunan 
Daerah 

Jumlah rekomendasi 
pemanfaatan ruang 
yang sesuai 
peruntukkannya 

50 
Rekomendas

i 
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Tujuan Sasaran 
Program/ Kegiatan / 

Sub Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 5  

    Sistem Informasi 
Penataan Ruang 

Jumlah informasi tata 
ruang yang tersedia 

5 Informasi 

    Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengendalian 
Pemanfaatan 
Ruang Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
permintaan 
informasi tata ruang 
yang tertangani 

100% 

    Koordinasi 
Pelaksanaan 
Penataan Ruang 

Jumlah Bulan yang 
tercukupi fasilitasi dan 
koordinasi penataan 
ruang 

12 bulan 

Lalu, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 

Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2025-2029 memiliki 1 

visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah 

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur” 

 

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi 

yang perlu dilaksanakan, yaitu: 

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter 

melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga 

ketentraman masyarakat. 

3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM 

(Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan 

keluarga yang sejahtera. 

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses 

sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. 

Visi Kabupaten Mojokerto sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan 

pembangunan daerah menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah, termasuk pembangunan di bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum 
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dan Penataan Ruang mengampu misi ke 4 kepala daerah yang berkaitan dengan 

penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur serta penataan ruang yang tertib 

dan berkelanjutan. 

Selanjutnya, misi kepala daerah tersebut dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan 

kabupaten yang menjadi arah kebijakan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan 

penataan ruang. Tujuan kabupaten tersebut kemudian diturunkan menjadi sasaran 

kabupaten yang sekaligus menjadi tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang sebagai perangkat daerah pengampu urusan. 

Dalam rangka mencapai tujuan perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang menetapkan sasaran perangkat daerah yang bersifat operasional 

dan terukur. Sasaran perangkat daerah tersebut menjadi dasar dalam penyusunan 

program perangkat daerah yang selaras dengan tugas dan fungsi serta kewenangan 

yang dimiliki. 

Program perangkat daerah selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub 

kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana 

Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. 

Kegiatan dan sub kegiatan tersebut dirancang untuk menghasilkan output yang secara 

langsung mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah dan tujuan 

pembangunan kabupaten. Dengan demikian, seluruh rangkaian perencanaan kinerja 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah disusun secara berjenjang dan 

terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berikut kami sajikan tabel penjenjangan strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang : 

Tabel II.2 Matriks Penjenjangan Strategis 2025-2029 

Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 

Meningkat
nya 
infrastrukt
ur dalam 
kondisi 
baik 

    Persentase 
Infrastruktur 
Kondisi Baik 

% 71,03 
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Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 

  Meningkatny
a 
pengelolaan 
infrastruktur 
sumber daya 
air 

Meningkatnya 
ketersediaan dan 
kontinuitas suplai air irigasi 

Rasio luas 
daerah irigasi 
kewenangan 
kabupaten yang 
dilayani oleh 
jaringan irigasi 

% 100 

    PROGRAM 
PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA AIR 
(SDA) 

Persentase 
jaringan irigasi 
dalam kondisi 
baik dan 
berfungsi 

% 68 

    Terbangunnya 
infrastruktur irigasi yang 
fungsional 

      

    Pengelolaan SDA dan 
Bangunan Pengaman 
Pantai pada Wilayah 
Sungai (WS) dalam 1 
(Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan 
pengelolaan SDA 
yang terlaksana 

kegiatan 3 

    Rehabilitasi Pintu 
Air/Bendung Pengendali 
Banjir  

Jumlah Pintu 
Air/Bendung 
Pengendali Banjir 
yang 
Direhabilitasi 

Unit 2 

    Evaluasi dan 
Rekomendasi Teknis 
(Rekomtek) Pemanfaatan 
Sumber Daya Air Wilayah 
Sungai Kewenangan 
Kabupaten/Kota  

Jumlah Dokumen 
Evaluasi dan 
Rekomendasi 
Teknis 
(Rekomtek) 
Pemanfaatan 
SDA WS 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Dokumen 1 

    Operasi dan 
Pemeliharaan Embung 
dan Penampung Air 
Lainnya  

Jumlah Embung 
dan Penampung 
Air Lainnya yang 
Dioperasikan dan 
Dipelihara 

Unit 3 

    Penyusunan 
Rencana Teknis dan 
Dokumen Lingkungan 
Hidup untuk Konstruksi 
Bendungan, Embung, dan 
Bangunan Penampung Air 
Lainnya  

Jumlah Dokumen 
Rencana Teknis 
dan Dokumen 
Lingkungan 
Hidup untuk 
Konstruksi 
Bendungan, 
Danau dan 
Bangunan 
Penampung Air 
Lainnya yang 
Disusun 

Dokumen 1 

    Terbangunnya dan 
berfungsinya jaringan 
irigasi permukaan dan 
tanah 
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Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 

    Pengembangan dan 
Pengelolaan Sistem Irigasi 
Primer dan Sekunder pada 
Daerah Irigasi yang 
Luasnya di Bawah 1000 
Ha dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan 
pengelolaan 
irigasi yang 
terlaksana 

kegiatan 11 

    Pembangunan 
Sumur Jaringan Irigasi Air 
Tanah  

Jumlah Sumur 
Jaringan Irigasi 
Air Tanah yang 
Dibangun 

titik 0 

    Peningkatan 
Jaringan Irigasi 
Permukaan  

Panjang Jaringan 
Irigasi 
Permukaan yang 
Ditingkatkan 

KM 0,3 

    Peningkatan 
Bendung Irigasi  

Jumlah Bendung 
Irigasi yang 
Ditingkatkan 

unit 2 

    Rehabilitasi 
Jaringan Irigasi 
Permukaan  

Panjang Jaringan 
Irigasi 
Permukaan yang 
Direhabilitasi 

KM 2 

    Rehabilitasi 
Bendung Irigasi  

Jumlah Bendung 
Irigasi yang 
Direhabilitasi 

unit 1 

    Operasi dan 
Pemeliharaan Jaringan 
Irigasi Permukaan  

Panjang Jaringan 
Irigasi 
Permukaan yang 
Dioperasikan dan 
Dipelihara 

KM 1,8 

    Penyusunan 
Rencana Teknis dan 
Dokumen Lingkungan 
Hidup untuk Konstruksi 
Irigasi dan Rawa  

Jumlah   
Dokumen   
Rencana   Teknis 
dan Dokumen 
Lingkungan 
Hidup untuk 
Konstruksi Irigasi 
dan Rawa yang 
Disusun 

dokumen 3 

  Meningkatny
a akses 
terhadap air 
minum 
(SPAM) 

Terpenuhinya kebutuhan 
dasar air minum 
masyarakat 

Persentase 
jumlah rumah 
tangga yang 
mendapatkan 
akses terhadap 
air minum 
(SPAM) 

% 95,5 

    PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM PENYEDIAAN 
AIR MINUM 

Persentase 
rumah tangga 
memperoleh 
akses air minum 
aman 

% 95,5 

    Tersedianya infrastruktur 
SPAM yang fungsional 
dan merata 
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Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 

    Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM) di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah sistem 
SPAM yang 
dikembangkan 

sistem 2 

    Pembinaan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM)  

Jumlah 
Masyarakat yang 
dibina dan 
diberdayakan 
dalam 
Pengelolaan dan 
Pengembangan    
Sistem   
Penyediaan 
Air Minum 
(SPAM) 

orang 0 

    Penyusunan 
Rencana, Kebijakan, 
Strategi dan Teknis Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM)  

Jumlah Dokumen 
Rencana, 
Kebijakan, 
Strategi dan 
Teknis Sistem 
Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 
yang disusun 

Dokumen 5 

    Peningkatan 
Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Jaringan 
Perpipaan  

Kapasitas Sistem 
Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 
Jaringan 
Perpipaan yang 
ditingkatkan 

Liter/Detik 0 

    Perluasan Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Jaringan 
Perpipaan  

Jumlah 
Sambungan 
Rumah yang 
terlayani oleh 
perluasan Sistem 
Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 
Jaringan 
Perpipaan 

SR 10 

  Meningkatny
a 
penyediaan 
sarana 
pengelolaan 
sampah 
yang sesuai 
ketentuan 

Lingkungan bersih dan 
berkelanjutan 

Persentase desa 
di wilayah 
kabupaten 
tersedia 
TPS/TPST/TPS3
R 

% 10 

    PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SISTEM DAN 
PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 
REGIONAL 

Persentase desa 
yang memiliki 
sarana 
pengelolaan 
sampah sesuai 
standar 

% 10 

    Terbangunnya sarana 
TPS3R dan TPST 
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Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 

    Pengembangan 
Sistem dan Pengelolaan 
Persampahan di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah fasilitas 
pengelolaan 
sampah yang 
dibangun dan 
dikelola 

unit 2 

    Pengembangan 
Kapasitas Kelembagaan 
Sistem Pengelolaan 
Infrastruktur Persampahan  

Jumlah 
pelaksana 
penyelenggaraan  
Sistem 
Pengelolaan 
Persampahan 
yang ditingkatkan 
kapasitasnya 

orang 0 

    Pembangunan 
TPA/TPST/SPA/TPS-
3R/TPS  

Kapasitas           
TPA/TPST/SPA/T
PS- 
3R/TPS yang 
dibangun 

Ton/hari 0,5 

  Meningkatny
a akses 
layanan 
pengolahan 
air limbah 
domestik 

Terjaganya kualitas 
lingkungan dan kesehatan 
masyarakat 

Persentase 
jumlah rumah 
tangga yang 
memperoleh 
layanan 
pengolahan air 
limbah domestik 

% 100 

    PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM AIR LIMBAH 

Persentase 
rumah tangga 
yang memperoleh 
layanan SPAL 
yang layak 

% 100 

    Tersedianya layanan 
SPAL 

      

    Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem Air 
Limbah Domestik dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah unit 
layanan 
pengolahan air 
limbah domestik 
yang dibangun 
dan beroperasi 

unit 20 

    Pembangunan 
Sistem Pengelolaan Air 
Limbah Domestik (SPALD) 
Terpusat Skala 
Permukiman  

Kapasitas Sistem 
Pengelolaan Air 
Limbah Domestik 
(SPALD) 
Terpusat Skala 
Permukiman 
yang dibangun 

M³/Hari 40 

    Pembinaan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Pengembangan Sistem 
Pengelolaan Air Limbah 
Domestik (SPALD)  

Jumlah 
Masyarakat yang 
dibina dan 
diberdayakan 
dalam 
Pengembangan 
Sistem 
Pengelolaan Air 
Limbah Domestik 
(SPALD) 

Orang 50 
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Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 

    Penyediaan Unit 
pengolahan setempat 

Jumlah Rumah 
Tangga yang 
memiliki fasilitas 
buang air besar 
individual dengan 
kloset leher 
angsa dan unit 
pengolahan 
setempat 
anaerob (yang 
dapat berupa 
tangki septik 
dengan 
pengolahan 
lanjutan/sesuai 
SNI 2398) atau 
unit pengolahan 
setempat aerob. 

rumah 
tangga 

0 

  Meningkatny
a kualitas 
pengelolaan 
banjir di 
perkotaan 
dan 
lingkungan 

Berkurangnya genangan 
dan banjir di kawasan 
permukiman 

Persentase 
perkotaan dan 
lingkungan yang 
dilengkapi sistem 
drainase dengan 
kondisi baik 

% 21 

    PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM DRAINASE 

Persentase 
kawasan dengan 
sistem drainase 
yang berfungsi 
baik 

% 21 

    Terbangunnya dan 
terpeliharanya sistem 
drainase kawasan 

      

    Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Drainase yang Terhubung 
Langsung dengan Sungai 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Panjang saluran 
drainase yang 
dibangun dan 
dipelihara 

meter 3000 

    Pembangunan 
Sistem Drainase 
Lingkungan  

Panjang Saluran 
Drainase 
Lingkungan yang 
Dibangun 

Meter 700 

    Operasi dan 
Pemeliharaan Sistem 
Drainase Lingkungan  

Panjang Sistem 
Drainase 
Lingkungan yang 
Beroperasi dan 
Terpelihara 

Meter 300 

    Peningkatan 
Sistem Drainase 
Lingkungan  

Jumlah Sistem 
Drainase 
Lingkungan yang 
Ditingkatkan 

Sistem 
Drainase 
Lingkunga
n 

2 

    Penyusunan 
Rencana, Kebijakan, 
Strategi dan Teknis Sistem 
Drainase Lingkungan  

Jumlah Dokumen 
Rencana, 
Kebijakan, 
Strategi dan 
Teknis Sistem 

Dokumen 6 
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Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 
Drainase 
Lingkungan yang 
disusun 

    Peningkatan 
Sistem Drainase 
Perkotaan  

Jumlah Sistem 
Drainase 
Perkotaan yang 
Ditingkatkan 

Sistem 
Drainase 
Perkotaan 

1 

    Rehabilitasi 
Sistem Drainase 
Perkotaan  

Jumlah  Sistem  
Drainase  
Perkotaan yang 
Direhabilitasi 

Sistem 
Drainase 
Perkotaan 

0 

    Pembangunan 
Sistem Drainase 
Perkotaan  

Jumlah Sistem 
Drainase 
Perkotaan yang 
Dibangun 

Sistem 
Drainase 
Perkotaan 

1 

  Meningkatny
a kualitas 
penataan 
bangunan 
gedung 

Terwujudnya bangunan 
aman dan berfungsi 
sesuai peruntukannya 

Rasio Bangunan 
Gedung kondisi 
baik dan laik 
fungsi 

% 11 

    PROGRAM PENATAAN 
BANGUNAN GEDUNG 

Persentase 
bangunan 
gedung yang 
memiliki PBG dan 
SLF 

% 11 

    Terselenggaranya 
pembangunan gedung dan 
Terpenuhinya PBG dan 
SLF bangunan 

      

    Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung di 
Wilayah Daerah 
Kabupaten/Kota, 
Pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) dan 
Sertifikat Laik Fungsi 
Bangunan Gedung 

Jumlah bangunan 
yang memperoleh 
IMB dan SLF 

unit 200 

    Bantuan Teknis 
Pembangunan Bangunan 
Gedung Negara untuk 
Kepentingan Strategis 
Kabupaten/Kota  

Jumlah Bantuan 
Teknis 
Pembangunan 
Bangunan 
Gedung Negara 
untuk 
Kepentingan 
Strategis 
Kabupaten/Kota 

Bantuan 
Teknis 

3 
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Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 

    Pembangunan, 
Pemanfaatan, 
Pelestariaan dan 
Pembongkaran Bangunan 
Gedung untuk 
Kepentingan Strategis 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Pembangunan, 
Pemanfaatan,  
Pelestariaan dan 
Pembongkaran 
Bangunan 
Gedung untuk 
Kepentingan 
Strategis Daerah 
Kabupaten/Kota 

Dokumen 5 

    Pembinaan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung  

Jumlah Peserta 
yang 
mendapatkan 
Pembinaan dan 
pengawasan 
dalam 
Penyelenggaraan
nya 

Orang 90 

    Penyelenggaraan 
Penerbitan Persetujuan 
Bangunan Gedung (PBG), 
Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF), Surat Bukti 
Kepemilikan Bangunan 
Gedung (SBKBG), 
Rencana Teknis 
Pembongkaran Bangunan 
Gedung (RTB), Tim 
Profesi Ahli (TPA), Tim 
Penilai Teknis (TPT), 
Penilik, dan Pendataan 
Bangunan Gedung melalui 
SIMBG  

Jumlah 
Penerbitan 
Persetujuan 
Bangunan 
Gedung (PBG), 
Sertifikat Laik 
Fungsi (SLF), 
Surat Bukti 
Kepemilikan 
Bangunan 
Gedung 
(SBKBG),  
Rencana Teknis 
Pembongkaran 
Bangunan 
Gedung (RTB), 
Tim Profesi Ahli 
(TPA), Tim 
Penilai Teknis 
(TPT), Penilik, 
dan Pendataan 
Bangunan 
Gedung melalui 
SIMBG 

Dokumen 200 

    Terwujudnya bangunan 
aman dan berfungsi 
sesuai peruntukannya 

      

    PROGRAM PENATAAN 
BANGUNAN DAN 
LINGKUNGANNYA 

Penataan 
bangunan dan 
lingkungan yang 
sesuai dengan 
ketentuan 

% 100 

    Penataan bangunan 
gedung di wilayah Daerah 
Kabupaten/Kota 
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Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 

    Penyelenggaraan 
Penataan Bangunan dan 
Lingkungannya di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
penyelenggara 
bangunan 
gedung yang 
mendapatkan 
pembinaan dan 
pengawasan 

penyeleng
gara 
bangunan 
gedung 

50 

    Pengawasan 
Penataan Bangunan dan 
Lingkungan  

Jumlah      
Dokumen      
Pengawasan 
Penataan 
Bangunan dan 
Lingkungan 

Dokumen 50 

  Meningkatny
a 
kemantapan 
jalan 

Meningkatnya persentase 
jalan kabupaten dalam 
kondisi mantap 

Tingkat 
Kemantapan 
Jalan Kabupaten 

% 84 

    PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
JALAN 

Persentase 
peningkatan jalan 
mantap terhadap 
total jalan 
kabupaten 

% 84 

    Jalan kabupaten dalam 
kondisi mantap meningkat 

      

    Penyelenggaraan 
Jalan Kabupaten/Kota 

Panjang 
jalan/jembatan 
yang ditangani 
sesuai standar 

km 56,61 

    Pengelolaan 
Leger Jalan  

Jumlah Dokumen 
Leger Jalan yang 
Dikelola 

Dokumen 2 

    Penyusunan 
Rencana, Kebijakan, 
Strategi dan Teknis 
Pengembangan Jaringan 
Jalan serta Perencanaan 
Teknis Penyelenggaraan 
Jalan dan Jembatan  

Jumlah Dokumen 
Rencana, 
Kebijakan, 
Strategi dan 
Teknis 
Pengembangan 
Jaringan Jalan 
serta 
Perencanaan 
Teknis 
Penyelenggaraan 
Jalan dan 
Jembatan yang 
Disusun 

Dokumen 17 

     
Rekonstruksi 

Jalan  

Panjang Jalan 
yang 
Direkonstruksi 

km 5,09 

    Pemeliharaan 
Berkala Jalan  

Panjang Jalan 
yang Dipelihara 
Secara Berkala 

km 21,88 
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Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 

    Pelebaran Jalan 
Menuju Standar  

Panjang Jalan 
yang Dilebarkan 
Menuju Standar 

km 8,89 

    Pemeliharaan 
Rutin Jembatan  

Jumlah Jembatan 
yang Dipelihara 
Secara Rutin 

jembatan 7 

    Rehabilitasi 
Jembatan  

Panjang  
Jembatan yang 
Direhabilitasi 

meter 2 

    Pembangunan 
Jembatan  

Panjang  
jembatan yang 
dibangun 

meter 4 

    Survey Kondisi 
Jalan/Jembatan  

Panjang 
Jalan/Jembatan 
yang Disurvey 
Kondisinya 

KM 1.166,
39 

    Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan 
yang 
Direhabilitasi 

km 0,75 

    Pemeliharaan 
Rutin Jalan  

Panjang Jalan 
yang Dipelihara 
Secara Rutin 

km 20 

    Pelebaran 
Jembatan  

Panjang  
jembatan yang 
dilebarkan 

meter 0 

  Meningkatny
a kapasitas 
penyelengga
raan jasa 
konstruksi 

Meningkatnya 
profesionalitas SDM jasa 
konstruksi 

Rasio tenaga 
operator /teknisi 
/analis yang 
memiliki sertifikat 
kompetensi 

% 52 

    PROGRAM 
PENGEMBANGAN JASA 
KONSTRUKSI 

Persentase 
peningkatan SDM 
jasa konstruksi 
bersertifikat 

% 52 

    Terlaksananya pelatihan 
dan sertifikasi tenaga kerja 
konstruksi 

      

    Penyelenggaraan 
Pelatihan Tenaga 
Terampil Konstruksi 

Jumlah pelatihan 
tenaga terampil 
konstruksi yang 
dilaksanakan 

kali 2 

    Fasilitasi 
Sertifikasi Tenaga Kerja 
Konstruksi Kualifikasi 
Jabatan Operator dan 
Teknisi atau Analis  

Jumlah Tenaga 
Kerja Konstruksi 
Kualifikasi 
Jabatan Operator 
dan Teknisi atau 
Analis yang 

Orang 50 
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Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 
Difasilitasi 
Sertifikasi 

    Pembinaan dan 
Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan Jasa 
Konstruksi  

Jumlah Lembaga 
Jasa Konstruksi 
yang Dibina dan 
Ditingkatkan 
Kapasitasnya 

Lembaga 5 

    Pelatihan Tenaga 
Kerja Konstruksi 
Kualifikasi Jabatan 
Operator, Teknisi atau 
Analis  

Jumlah Tenaga 
Kerja Konstruksi 
Kualifikasi 
Jabatan 
Operator, Teknisi 
atau Analis yang 
Dilatih 

Orang 50 

    Terlaksananya 
pengelolaan dan 
pengembangan sistem 
informasi jasa konstruksi 

      

    Penyelenggaraan 
Sistem Informasi Jasa 
Konstruksi Cakupan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah sistem 
informasi jasa 
konstruksi yang 
diselenggarakan 

sistem 
informasi 

1 

    Penyediaan Data 
dan Informasi Jasa 
Konstruksi Cakupan 
Kabupaten/Kota  

Jumlah Dokumen 
Data dan 
Informasi Jasa 
Konstruksi 
Cakupan 
Kabupaten/Kota 
yang Disediakan 

Dokumen 1 

    Operasionalisasi 
Layanan Informasi Jasa 
Konstruksi  

Jumlah Layanan 
Informasi Jasa 
Konstruksi yang 
Dioperasikan 

Layanan 
Informasi 

2 

    Terselenggaranya 
pengawasan dan 
pembinaan jasa konstruksi 

      

    Pengawasan Tertib 
Usaha, Tertib 
Penyelenggaraan dan 
Tertib Pemanfaatan Jasa 
Konstruksi 

Jumlah kegiatan 
pengawasan dan 
evaluasi jasa 
konstruksi yang 
dilaksanakan 

kegiatan 2 

    Pengawasan dan 
Evaluasi Tertib 
Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi 
Kabupaten/Kota  

Jumlah Paket 
Pekerjaan Jasa 
Konstruksi 
Kabupaten/Kota 
yang Diawasi dan 
Dievaluasi Tertib 
Penyelenggaraan 

Paket 
Pekerjaan 

80 

    Pembinaan Tertib 
Usaha, Tertib 
Penyelenggaraan, dan 
Tertib Pemanfaatan 
Produk Jasa Konstruksi  

Jumlah Lembaga 
Jasa Konstruksi 
yang Dibina 
Tertib Usaha, 
Tertib 
Penyelenggaraan
, dan Tertib 

Lembaga 50 
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Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 
Pemanfaatan 
Produk 

  Meningkatny
a kesesuaian 
pembanguna
n 
infrastruktur 
dengan 
rencana tata 
ruang 

  Persentase 
pembangunan 
daerah yang 
selaras dengan 
RTRW 

% 100 

    Meningkatnya kepatuhan 
pembangunan terhadap 
tata ruang 

Persentase 
wilayah 
kecamatan yang 
telah dilengkapi 
dengan RDTR 

% 2 

    PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

Persentase 
kegiatan 
pembangunan 
yang sesuai 
dengan RTRW 
dan RDTR 

% 100 

    Terbitnya dokumen RDTR 
di wilayah prioritas 

      

    Penetapan Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) dan Rencana 
Rinci Tata Ruang (RRTR) 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen 
RTRW/RDTR 
yang ditetapkan 
atau difasilitasi 

dokumen 2 

    Penetapan 
Kebijakan dalam rangka 
Pelaksanaan Penataan 
Ruang  

Jumlah Dokumen 
Kebijakan 
Perda/Perkada 
selain RTRW 
Kabupaten/Kota 

dokumen 1 

    Pelaksanaan 
Persetujuan Substansi 
RDTR Kabupaten/Kota  

Jumlah dokumen 
administrasi 
persetujuan 
substansi RDTR 
Kabupaten/Kota 

dokumen 2 

    Pelaksanaan 
Fasilitasi RDTR 
Kabupaten/Kota  

dokumen 
persyaratan untuk 
mendapatkan 
Surat Gubernur 
hasil fasilitasi 

dokumen 1 

    Penetapan RDTR 
Kabupaten/Kota  

Jumlah Perkada 
RDTR 
Kabupaten/Kota 

dokumen 2 

    Sosialisasi 
Kebijakan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 
Bidang Penataan Ruang  

Jumlah laporan 
sosialisasi 
kebijakan dan 
peraturan 
perundang-

Laporan 18 
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Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 
undangan bidang 
penataan ruang. 

    Terlaksananya Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Perencanaan Tata Ruang 
Daerah 

      

    Koordinasi dan 
Sinkronisasi Perencanaan 
Tata Ruang Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
koordinasi 
perencanaan tata 
ruang yang 
dilaksanakan 

Kali 1 

    Penyusunan Peta 
Dasar  

Jumlah data SHP 
Peta Dasar 

Peta 2 

    Penyusunan 
RDTR Kabupaten/Kota  

Jumlah materi 
teknis dan 
ranperkada 
RDTR 
Kabupaten/Kota 

dokumen 2 

    Terselenggaranya 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pemanfaatan 
Ruang Daerah 

      

    Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pemanfaatan 
Ruang Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
KKPR yang 
diberikan sesuai 
ketentuan waktu 

% 100 

    Pelaksanaan 
Persetujuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang  

Jumlah layanan 
Persetujuan 
KKPR sesuai 
dengan ketentuan 
waktu yang 
berlaku 

Layanan 50 

    Terselenggaranya 
pengendalian dan 
pemanfaatan ruang 
daerah 

      

    Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan 
koordinasi dan 
sinkronisasi yang 
dilaksanakan 

kegiatan 15 

    Koordinasi 
Pelaksanaan Penataan 
Ruang  

Jumlah Dokumen 
Koordinasi 
Pelaksanaan 
Penataan Ruang 

dokumen 50 

    Penilaian 
Pelaksanaan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang dan/atau 
pernyataan mandiri pelaku 
UMK  

Dokumen tekstual 
dan spasial hasil 
Penilaian 
Pelaksanaan 
Kesesuaian 
Kegiatan 
Pemanfaatan 
Ruang 

dokumen 30 
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Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 

    Operasionalisasi 
Tugas dan Fungsi Forum 
Penataan Ruang  

Jumlah Laporan  
Pelaksanaan 
Tugas dan Fungsi 
Forum Penataan 
Ruang 

Laporan 0 

  Meningkatny
a Kualitas 
Tata Kelola 
Penunjang 
Pencapaian 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

  Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

Angka 82,5 

    PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase target 
kinerja perangkat 
daerah tercapai 

% 100 

    Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan, 
laporan kinerja, 
dan evaluasi 
kinerja yang 
disusun 

dokumen 9 

    Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah  

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah  

Dokumen 4 

    Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD  

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

laporan 1 

    Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah  

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

laporan 4 

    Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Jumlah laporan 
monitoring dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
anggaran serta 
laporan realisasi 

laporan 12 

    Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan ASN  

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Orang/bula
n 

202 
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Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 

    Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 
pengamanan 
barang milik 
daerah SKPD 

dokumen 12 

    Pengamanan 
Barang Milik Daerah 
SKPD  

Jumlah Dokumen 
Pengamanan 
Barang Milik 
Daerah SKPD 

dokumen 12 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah paket 
penyediaan 
barang 
administrasi dan 
dokumen 
pendukung kantor 

paket 6 

    Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor  

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneranga
n Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 

Paket 1 

    Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor  

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

Paket 1 

    Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor  

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

Paket 1 

    Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan  

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 
yang Disediakan 

Paket 1 

    Penyediaan 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
undangan  

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 

Dokumen 1 

    Penyediaan 
Bahan/Material  

Jumlah Paket 
Bahan/Material 
yang Disediakan 

Paket 1 

    Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD  

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

laporan 180 

    Pengadaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah unit 
kendaraan dan 
alat penunjang 
operasional yang 
disediakan 

unit 7 
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Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 

    Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan  

Jumlah Unit 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan 

unit 1 

    Pengadaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya  

Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang Disediakan 

unit 6 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 
komunikasi dan 
pelayanan umum 
kantor 

laporan 24 

    Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik  

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik yang 
Disediakan 

laporan 12 

    Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor  

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

laporan 12 

    Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah unit 
kendaraan, alat, 
peralatan, dan 
bangunan yang 
dipelihara dan 
dibayarkan 
perizinannya 

unit 36 

    Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan  

Jumlah 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

Unit 6 

    Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Perizinan Alat Besar  

Jumlah Alat 
Besar yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Perizinannya 

Unit 17 

    Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya  

Jumlah Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya yang 
Dipelihara  

Unit 10 

    Pemeliharaan/Re
habilitasi Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya  

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direha
bilitasi 

Unit 2 
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Tujuan Sasaran 
PROGRAM/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN 
Indikator Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 

    Pemeliharaan/Re
habilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya  

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direha
bilitasi 

Unit 1 

 

II.2 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Mojokerto merupakan tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam 

mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU disusun dan 

ditetapkan sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan 

menjadi dasar dalam pengukuran serta evaluasi kinerja perangkat daerah. 

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah. Indikator kinerja utama 

dirumuskan pada level tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan 

mempertimbangkan relevansi indikator terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah 

serta keterkaitannya dengan indikator kinerja daerah. 

Indikator kinerja utama tersebut mencerminkan kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan 

ruang, antara lain terkait dengan kondisi dan kemantapan infrastruktur, pengelolaan 

sumber daya air, penyediaan layanan air minum dan sanitasi, sistem drainase, 

penataan bangunan gedung, penyelenggaraan jasa konstruksi, serta kesesuaian 

pembangunan dengan rencana tata ruang. 

Untuk menjamin keseragaman pemahaman dan konsistensi pengukuran, setiap 

indikator kinerja utama dilengkapi dengan formulasi perhitungan, definisi atau 

penjelasan indikator, serta sumber data yang digunakan. Rincian Indikator Kinerja 

Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto disajikan 

dalam Tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan digunakan sebagai acuan 

dalam penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja, serta penyusunan 
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut kami sajikan tabel Indikator Kinerja 

Utama Periode 2021-2026 dan 2025-2029 : 

Tabel II.3 Indikator Kinerja Utama Periode 2021-2026 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Utama 

Penjelasan/Formulasi Sumber Data 

1 Pemerataan, dan 

perluasan infrastruktur 

jalan, jembatan,irigasi, 

sanitasi, air minum dan 

bangunan gedung 

Persentase 

Infrastruktur Kondisi 

Baik 

Persentase Jalan, 

Jembatan, Irigasi, Sanitasi, 

Air Minum, Bangunan 

Gedung Kondisi Baik / 6 x 

100 

Data Dinas 

PUPR 

2 Meningkatnya tata 

kelola birokrasi 

pemerintah yang 

efektif, efisien, dan 

akuntabel 

Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP perangkat 

daerah 

Laporan 

Sekretariat 

    Persentase 

realisasi anggaran 

perangkat daerah 

(Jumlah anggaran yang 

terrealisasi / Jumlah 

anggaran keseluruhan) x 

100% 

Laporan 

Sekretariat 

    Indeks 

profesionalitas ASN 

Nilai indeks profesionalitas 

ASN 

Laporan 

Sekretariat 

(BKPSDM) 

3 Optimasi kualitas 

pelayanan melalui 

pembangunan inovasi 

yang mempunyai nilai 

tambah 

Jumlah inovasi yang 

terrealisasi dan 

tersosialisasi serta 

berkelanjutan 

  Laporan 

Sekretariat 

4 Meningkatkan 

pengelolaan 

Rasio luas daerah 

irigasi kewenangan 

kabupaten/kota 

(Luas jaringan irigasi yang 

dibangun, direhabilitasi, 

dipelihara / Luas daerah 

Laporan 

Bidang SDA 

(Data Irigasi) 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Utama 

Penjelasan/Formulasi Sumber Data 

infrastruktur sumber 

daya air 

yang dilayani 

jaringan irigasi 

irigasi kewenangan 

kab/kota) x 100% 

5 Meningkatnya akses 

terhadap air minum 

melalui SPAM 

Persentase jumlah 

rumah tangga yang 

mendapatkan akses 

air minum 

(Jumlah masyarakat yang 

memiliki akses melalui 

SPAM / Total rumah tangga 

di kabupaten/kota) x 100% 

Laporan 

Bidang PLPP 

(Data SPAM) 

6 Meningkatnya 

ketersediaan sarana 

persampahan 

Persentase desa 

yang memiliki 

TPS/TPS3R 

(Jumlah TPS/TPS3R yang 

tersedia / Jumlah desa di 

kabupaten) x 100% 

Laporan 

Bidang PLPP 

(Data TPS3R) 

7 Meningkatnya akses 

layanan pengolahan air 

limbah domestik 

Persentase rumah 

tangga yang 

memiliki akses 

layanan 

(Jumlah rumah yang 

memiliki akses ke IPAL / 

Total rumah tangga) x 100% 

Laporan 

Bidang PLPP 

(Data SPAL) 

8 Meningkatnya 

pengelolaan sistem 

drainase 

Persentase 

perkotaan yang 

memiliki sistem 

drainase 

(Panjang drainase tersedia / 

Total kebutuhan drainase di 

kabupaten/kota) x 100% 

Laporan 

Bidang PLPP 

(Data 

Drainase) 

9 Meningkatnya 

penataan bangunan 

dan lingkungan 

Rasio kepatuhan 

pemanfaatan IMB 

(Jumlah IMB yang sesuai 

peruntukannya / Jumlah 

IMB) x 100% 

Laporan 

Bidang PBG 

(Data 

Bangunan 

Gedung) 

10 Meningkatnya 

kemantapan jalan 

Tingkat 

kemantapan jalan di 

kabupaten 

(Panjang jalan yang mantap 

/ Total panjang jalan 

kabupaten) x 100% 

Laporan 

Bidang BM 

(Data Jalan) 

11 Meningkatnya 

kapasitas jasa 

konstruksi 

Rasio tenaga kerja 

konstruksi dengan 

sertifikasi 

(Jumlah tenaga kerja 

bersertifikasi / Total 

Laporan 

Bidang 

BIKON (Data 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Utama 

Penjelasan/Formulasi Sumber Data 

kebutuhan tenaga kerja 

konstruksi) x 100% 

TKK Jasa 

Konstruksi) 

12 Mempertahankan 

kesesuaian 

pembangunan dengan 

tata ruang 

Persentase 

kesesuaian 

pembangunan 

terhadap rencana 

tata ruang 

(Jumlah kegiatan sesuai 

rencana / Total jumlah 

kegiatan) x 100% 

Laporan 

Bidang 

Penataan 

Ruang  

 

Tabel II.4 Indikator Kinerja Utama Periode 2025-2029 

No
.  

Kinerja Indikator   
Definisi Operasional/Formulasi 

Perhitungan/ Referensi Sumber Data 
Sumber 

Data 

1 Meningkatnya 
infrastruktur 
dalam kondisi 
baik 

Persentase 
Infrastruktur 
Kondisi Baik 

Definisi : proporsi infrastruktur daerah 
yang berada dalam kondisi baik 
dengan mempertimbangkan tingkat 
kepentingan dan kontribusi relatif dari 
tiap jenis infrastruktur.  
Formulasi : Persentase Infrastruktur 
Kondisi Baik (Ik) = (G1 × W1) + (G2 × 
W2) + ... + (Gn × Wn) 
Keterangan : 
• Gi : besaran infrastruktur kondisi 
baik/layak (sesuai standar tiap 
komponen). 
• Wi : bobot komponen i (desimal), 
Jumlah Wi=1 
• N : jumlah jenis infrastruktur yang 
dinilai 
 

Survei teknis 
kondisi 
infrastruktur 

2 Meningkatnya 
pengelolaan 
infrastruktur 
sumber daya 
air 

Rasio luas 
daerah irigasi 
kewenangan 
kabupaten yang 
dilayani oleh 
jaringan irigasi 

Definisi: Luas area irigasi yang 
berfungsi dibandingkan total luas 
daerah irigasi kewenangan kabupaten. 
Formula: (Luas irigasi berfungsi ÷ total 
luas irigasi) × 100% 
 

Dinas PUPR 
(Data Irigasi) 

3 Meningkatnya 
akses terhadap 
air minum 
(SPAM) 

Persentase 
jumlah rumah 
tangga yang 
mendapatkan 
akses terhadap 
air minum 
(SPAM) 

Definisi: Rumah tangga yang 
menikmati layanan SPAM standar 
layak. 
Formula: (Jumlah rumah tangga 
dengan akses SPAM ÷ total rumah 
tangga) × 100% 
 

Dinas PUPR 
(Data SPAM) 
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No
.  

Kinerja Indikator   
Definisi Operasional/Formulasi 

Perhitungan/ Referensi Sumber Data 
Sumber 

Data 

4 Meningkatnya 
penyediaan 
sarana 
pengelolaan 
sampah yang 
sesuai 
ketentuan 

Persentase desa 
di wilayah 
kabupaten 
tersedia 
TPS/TPST/TPS3
R 

Definisi: Desa yang memiliki minimal 
satu fasilitas TPS/TPST/TPS3R aktif. 
Formula: (Jumlah desa dengan 
TPS/TPST/TPS3R ÷ total desa) × 
100% 
 

Dinas PUPR 
(Data 
Pembangun
an sarana 
pengelolaan 
sampah) 

5 Meningkatnya 
akses layanan 
pengolahan air 
limbah 
domestik 

Persentase 
jumlah rumah 
tangga yang 
memperoleh 
layanan 
pengolahan air 
limbah domestik 

Definisi: Rumah tangga yang terhubung 
ke sistem pengolahan limbah domestik 
(IPLT/SPALD). 
Formula: (Jumlah rumah tangga 
terlayani pengolahan limbah ÷ total 
rumah tangga) × 100% 
 

Dinas PUPR 
(Data Air 
Limbah) 

6 Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
banjir di 
perkotaan dan 
lingkungan 

Persentase 
perkotaan dan 
lingkungan yang 
dilengkapi 
sistem drainase 
dengan kondisi 
baik 

Definisi: Lingkungan perkotaan dengan 
sistem drainase berfungsi optimal. 
Formula: (Jumlah lingkungan dengan 
drainase baik ÷ total lingkungan 
perkotaan) × 100% 
 

Dinas PUPR 
(Survey 
Drainase) 

7 Meningkatnya 
kualitas 
penataan 
bangunan 
gedung 

Rasio Bangunan 
Gedung kondisi 
baik dan laik 
fungsi 

Definisi: Bangunan gedung pemerintah 
dengan status laik fungsi aktif. 
Formula: (Jumlah bangunan laik fungsi 
÷ total bangunan pemerintah) × 100% 
 

Dinas PUPR 
(Data Teknis 
Bangunan 
Gedung) 

8 Meningkatnya 
kemantapan 
jalan 

Tingkat 
Kemantapan 
Jalan Kabupaten 

Definisi: Jalan kabupaten dengan 
kondisi mantap (baik & sedang). 
Formula: (Panjang jalan kondisi mantap 
÷ total panjang jalan kabupaten) × 
100% 
 

Dinas PUPR 
(Survey 
Kondisi 
Jalan) 

9 Meningkatnya 
kapasitas 
penyelenggara
an jasa 
konstruksi 

Rasio tenaga 
operator /teknisi 
/analis yang 
memiliki sertifikat 
kompetensi 

Definisi: Tenaga kerja jasa konstruksi 
bersertifikat kompetensi. 
Formula: (Jumlah tenaga kerja 
bersertifikat ÷ total tenaga kerja 
terdaftar) × 100% 
 

LPJK, Dinas 
PUPR 
(Bidang Jasa 
Konstruksi) 

10 Meningkatnya 
kesesuaian 
pembangunan 
infrastruktur 
dengan 
rencana tata 
ruang 

Persentase 
pembangunan 
daerah yang 
selaras dengan 
RTRW 

Definisi: Kegiatan pembangunan yang 
sesuai RTRW. 
Formula: (Jumlah kegiatan 
pembangunan sesuai RTRW ÷ total 
kegiatan pembangunan) × 100% 
 

Dinas PUPR 
(Pengendalia
n Tata 
Ruang) 

    Persentase 
wilayah 
kecamatan yang 
telah dilengkapi 
dengan RDTR 

Definisi: Kecamatan yang memiliki 
dokumen RDTR dibandingkan total 
kecamatan. 
Formula: (Jumlah kecamatan dengan 
RDTR ÷ total kecamatan) × 100% 
 

Dinas PUPR 
(Pengendalia
n Tata 
Ruang) 

11 Meningkatnya 
Kualitas Tata 
Kelola 
Penunjang 
Pencapaian 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

Nilai hasil evaluasi SAKIP perangkat 
daerah oleh Inspektorat.  

Laporan 
Sekretariat 
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II.3 Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto 

Tahun 2025 merupakan dokumen kesepakatan kinerja antara Kepala Perangkat 

Daerah dengan Kepala Daerah yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, 

target kinerja, serta dukungan anggaran yang harus dicapai dalam satu tahun 

anggaran. Perjanjian kinerja ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan, 

pengendalian, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. 

Pada Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

disusun dalam dua kerangka perencanaan, yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang 

mengacu pada periode perencanaan 2021–2025 (APBD 2025), serta Perjanjian 

Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan periode perencanaan 

2025–2029 (P-APBD 2025) seiring dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah 

yang baru. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan arah 

kebijakan dan keselarasan antara perencanaan jangka menengah dengan 

pelaksanaan kinerja tahunan. 

Perjanjian kinerja memuat indikator-indikator kinerja utama dan strategis yang 

mencerminkan prioritas pembangunan infrastruktur dan penataan ruang, antara lain 

peningkatan kondisi infrastruktur, kemantapan jalan, pengelolaan sumber daya air, 

akses air minum dan sanitasi, sistem drainase, penataan bangunan gedung, jasa 

konstruksi, kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang, serta penguatan 

tata kelola perangkat daerah. Seluruh indikator tersebut disertai dengan target kinerja 

dan alokasi anggaran sebagai bentuk komitmen kinerja yang harus dicapai. Berikut 

kami sajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 : 

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Periode Perencanaan 2021-2025) 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Pemerataan, dan perluasan 
infrastruktur jalan, 
jembatan,irigasi, sanitasi air 
minum dan bangunan gedung 

Persentase Infrastruktur Kondisi Baik 81% 

2 Meningkatkan pengelolaan 
infrastruktur sumber daya air 

Rasio luas daerah irigasi 
kewenangan kabupaten yang 
dilayani oleh jaringan irigasi 

100% 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

3 Meningkatnya akses terhadap 
air minum melalui SPAM 
jaringan perpipaan dan bukan 
jaringan perpipaan terlindungi 

Persentase jumlah rumah tangga 
yang mendapatkan akses terhadap 
air minum melalui SPAM jaringan 
perpipaan dan bukan jaringan 
perpipaan terlindungi terhadap 
rumah tangga di seluruh kabupaten 

95,50% 

4 Meningkatnya ketersediaan 
sarana dan prasarana 
pengelolaan sampah 

Persentase desa di wilayah 
kabupaten tersedia 
TPS/TPST/TPS3R 

10% 

5 Meningkatnya akses layanan 
pengolahan air limbah domestik 

Persentase jumlah rumah tangga 
yang memperoleh layanan 
pengolahan air limbah domestik 

100% 

6 Meningkatnya Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Drainase 

Persentase perkotaan dan 
lingkungan yang dilengkapi sistem 
drainase 

21% 

7 Meningkatnya kualitas penataan 
bangunan gedung 

Rasio kepatuhan PBG dan SLF 48% 

8 Meningkatnya kemantapan jalan Tingkat Kemantapan Jalan 
Kabupaten 

84% 

9 Meningkatnya kapasitas 
penyelenggaran jasa konstruksi 

Rasio tenaga operator /teknisi /analis 
yang memiliki sertifikat kompetensi 

52% 

10 Mempertahankan kesesuaian 
pembangunan/peningkatan 
kualitas infrastruktur dengan 
rencana tata ruang 

Persentase kesesuaian 
pembangunan/peningkatan kualitas 
infrastruktur dengan rencana tata 
ruang 

100% 

  

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja 

tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu: 

NO KINERJA LAINNYA INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 
Meningkatnya Tatakelola 
Birokrasi Pemerintahan yang 
Efektif, Efisien dan Akuntabel 

01.01 
Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

82,50 (A) 

01.02 
Persentase Realisasi 
Anggaran Perangkat 
Daerah 

88,50% 

01.03 
Indeks Profesionalitas 
ASN 

83,5 
(Tinggi) 
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NO KINERJA LAINNYA INDIKATOR KINERJA TARGET 

2 
Optimalisasi Kualitas Pelayanan 
melalui Pembangunan Inovasi 
yang Mempunyai Nilai Tambah 

Jumlah Inovasi yang 
terinternalisasi dan tersosialisasi 
serta berkelanjutan 

2 Inovasi 

 

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam 

setahun akan mengalami perubahan, jika: 

a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat; 

b. Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian 

tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran); 

c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses 

pencapaian tujuan dan sasaran. 

Tabel Perjanjian Kinerja dan Anggaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Mojokerto disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bab 

ini dan menjadi dasar pengukuran realisasi kinerja serta penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Melalui perjanjian kinerja ini, diharapkan 

pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan 

akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan 

pembangunan Kabupaten Mojokerto. 

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Periode Perencanaan 2025-

2029) 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 
Meningkatnya pengelolaan 
infrastruktur sumber daya air 

Rasio luas daerah irigasi 
kewenangan kabupaten yang 
dilayani oleh jaringan irigasi 

100,00% 

2 
Meningkatnya akses terhadap air 
minum (SPAM) 

Persentase jumlah rumah tangga 
yang mendapatkan akses terhadap 
air minum (SPAM) 

95,50% 

3 
Meningkatnya penyediaan 
sarana pengelolaan sampah 
yang sesuai ketentuan 

Persentase desa di wilayah 
kabupaten tersedia 
TPS/TPST/TPS3R 

10,00% 

4 
Meningkatnya akses layanan 
pengolahan air limbah domestik 

Persentase jumlah rumah tangga 
yang memperoleh layanan 
pengolahan air limbah domestik 

100,00% 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

5 
Meningkatnya kualitas 
pengelolaan banjir di perkotaan 
dan lingkungan 

Persentase perkotaan dan 
lingkungan yang dilengkapi sistem 
drainase dengan kondisi baik 

21,00% 

6 
Meningkatnya kualitas penataan 
bangunan gedung 

Rasio Bangunan Gedung kondisi 
baik dan laik fungsi 

11,00% 

7 Meningkatnya kemantapan jalan 
Tingkat Kemantapan Jalan 
Kabupaten 

84,00% 

8 
Meningkatnya kapasitas 
penyelenggaraan jasa konstruksi 

Rasio tenaga operator /teknisi 
/analis yang memiliki sertifikat 
kompetensi 

52,00% 

9 
Meningkatnya kesesuaian 
pembangunan infrastruktur 
dengan rencana tata ruang 

Persentase pembangunan daerah 
yang selaras dengan RTRW 

100,00% 

  
  

Persentase wilayah kecamatan 
yang telah dilengkapi dengan RDTR 

5,56% 

10 
Meningkatnya Kualitas Tata 
Kelola Penunjang Pencapaian 
Kinerja Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 82,5 

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi 

anggaran, sebagai berikut: 

Tabel II.7 Anggaran Per Program 

NO PROGRAM 
ANGGARAN 

(Rp) 

1 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

26.287.246.960 

2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 18.480.870.350 

3 
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan 
Air Minum 

1.122.142.593 

4 
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan 
Persampahan Regional 

2.198.515.000 

5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 2.320.652.525 

6 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 24.646.922.000 

7 Program Penataan Bangunan Gedung 20.680.772.600 

8 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 240.804.000 

9 Program Penyelenggaraan Jalan 140.986.632.094 
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NO PROGRAM 
ANGGARAN 

(Rp) 

10 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 1.210.434.100 

11 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2.627.549.000 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

III.1 Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2025 dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran dan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja 

ini merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) dan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP). 

Pada Tahun 2025, pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan dua dokumen 

perjanjian kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan 

periode perencanaan 2021–2025, serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 

yang disusun setelah ditetapkannya periode perencanaan baru Tahun 2025–2029. 

Penyesuaian tersebut dilakukan seiring dengan penetapan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah yang baru, sehingga pengukuran kinerja pada Tahun 2025 

mencerminkan transisi perencanaan jangka menengah. 

Realisasi kinerja diukur secara berkala dan disajikan minimal dalam periode triwulanan 

untuk menggambarkan perkembangan capaian kinerja sepanjang tahun berjalan. 

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah 

ditetapkan dengan realisasi yang dicapai pada masing-masing indikator kinerja. Data 

realisasi kinerja diperoleh dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung 

oleh data teknis serta laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing unit kerja. 

Apabila terdapat indikator kinerja yang realisasinya belum dapat diukur atau belum 

tersedia pada periode pelaporan tertentu, maka disertakan penjelasan mengenai 

faktor penyebab tidak dapat dilakukannya pengukuran, antara lain karena karakteristik 

indikator yang bersifat tahunan, keterbatasan ketersediaan data, atau masih 

berlangsungnya proses pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, pengukuran kinerja 

Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan akuntabel 

mengenai capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Mojokerto. 
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Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode 

perencanaan 2021-2025 sbb : 

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 9 indikator; 

2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 indikator; 

3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 3 indikator; 

Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan 

Periode 2021-2025) 

N
O 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 
TARGE

T 
REALISA

SI 
CAPAIA

N 

1 

Pemerataan, dan 
perluasan infrastruktur 
jalan, jembatan,irigasi, 
sanitasi air minum dan 
bangunan gedung 

Persentase 
Infrastruktur Kondisi 
Baik 

81% 81,81% 101,00% 

2 

Meningkatkan 
pengelolaan 
infrastruktur sumber 
daya air 

Rasio luas daerah 
irigasi kewenangan 
kabupaten yang 
dilayani oleh jaringan 
irigasi 

100% 100% 100,00% 

3 

Meningkatnya akses 
terhadap air minum 
melalui SPAM jaringan 
perpipaan dan bukan 
jaringan perpipaan 
terlindungi 

Persentase jumlah 
rumah tangga yang 
mendapatkan akses 
terhadap air minum 
melalui SPAM jaringan 
perpipaan dan bukan 
jaringan perpipaan 
terlindungi terhadap 
rumah tangga di 
seluruh kabupaten 

95,50% 96,32% 100,86% 

4 

Meningkatnya 
ketersediaan sarana 
dan prasarana 
pengelolaan sampah 

Persentase desa di 
wilayah kabupaten 
tersedia 
TPS/TPST/TPS3R 

10% 10,90% 109,00% 

5 
Meningkatnya akses 
layanan pengolahan air 
limbah domestik 

Persentase jumlah 
rumah tangga yang 
memperoleh layanan 
pengolahan air limbah 
domestik 

100% 99,91% 99,91% 

6 

Meningkatnya 
Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Drainase 

Persentase perkotaan 
dan lingkungan yang 
dilengkapi sistem 
drainase 

21% 21,05% 100,24% 

7 
Meningkatnya kualitas 
penataan bangunan 
gedung 

Rasio kepatuhan PBG 
dan SLF 

48% 48% 100,00% 

8 
Meningkatnya 
kemantapan jalan 

Tingkat Kemantapan 
Jalan Kabupaten 

84% 85% 101,06% 



56 

 

N
O 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 
TARGE

T 
REALISA

SI 
CAPAIA

N 

9 

Meningkatnya 
kapasitas 
penyelenggaran jasa 
konstruksi 

Rasio tenaga operator 
/teknisi /analis yang 
memiliki sertifikat 
kompetensi 

52% 61% 116,73% 

10 

Mempertahankan 
kesesuaian 
pembangunan/peningk
atan kualitas 
infrastruktur dengan 
rencana tata ruang 

Persentase kesesuaian 
pembangunan/peningk
atan kualitas 
infrastruktur dengan 
rencana tata ruang 

100% 100% 100,00% 

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja 

tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu: 

NO 
KINERJA 
LAINNYA 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 

Meningkatnya 
Tatakelola 
Birokrasi 
Pemerintahan 
yang Efektif, 
Efisien dan 
Akuntabel 

01.01 
Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

82,50 (A) 83,54 (A) 101,26% 

01.02 

Persentase 
Realisasi 
Anggaran 
Perangkat 
Daerah 

88,50% 87,77% 99,18% 

01.03 
Indeks 
Profesionalitas 
ASN 

83,5 
(Tinggi) 

84,15 (Tinggi) 100,78% 

2 

Optimalisasi 
Kualitas 
Pelayanan 
melalui 
Pembangunan 
Inovasi yang 
Mempunyai Nilai 
Tambah 

Jumlah Inovasi yang 
terinternalisasi dan 
tersosialisasi serta 
berkelanjutan 

2 Inovasi 2 Inovasi 100,00% 
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Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 

2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 6 indikator; 

2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 indikator; 

3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator; 

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025  

(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029) 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 

Meningkatnya 
pengelolaan 
infrastruktur 
sumber daya air 

Rasio luas daerah 
irigasi kewenangan 
kabupaten yang 
dilayani oleh 
jaringan irigasi 

100,00% 100,00% 100,00% 

2 
Meningkatnya 
akses terhadap air 
minum (SPAM) 

Persentase jumlah 
rumah tangga yang 
mendapatkan akses 
terhadap air minum 
(SPAM) 

95,50% 96,32% 100,86% 

3 

Meningkatnya 
penyediaan sarana 
pengelolaan 
sampah yang 
sesuai ketentuan 

Persentase desa di 
wilayah kabupaten 
tersedia 
TPS/TPST/TPS3R 

10,00% 10,90% 109,00% 

4 

Meningkatnya 
akses layanan 
pengolahan air 
limbah domestik 

Persentase jumlah 
rumah tangga yang 
memperoleh layanan 
pengolahan air 
limbah domestik 

100,00% 99,91% 99,91% 

5 

Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan banjir 
di perkotaan dan 
lingkungan 

Persentase 
perkotaan dan 
lingkungan yang 
dilengkapi sistem 
drainase dengan 
kondisi baik 

21,00% 21,05% 100,24% 

6 
Meningkatnya 
kualitas penataan 
bangunan gedung 

Rasio Bangunan 
Gedung kondisi baik 
dan laik fungsi 

11,00% 11,00% 100,00% 

7 
Meningkatnya 
kemantapan jalan 

Tingkat Kemantapan 
Jalan Kabupaten 

84,00% 84,89% 101,06% 

8 

Meningkatnya 
kapasitas 
penyelenggaraan 
jasa konstruksi 

Rasio tenaga 
operator /teknisi 
/analis yang memiliki 
sertifikat kompetensi 

52,00% 60,70% 116,73% 

9 

Meningkatnya 
kesesuaian 
pembangunan 
infrastruktur 

Persentase 
pembangunan 
daerah yang selaras 
dengan RTRW 

100,00% 100,00% 100,00% 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

dengan rencana 
tata ruang 

  

  

Persentase wilayah 
kecamatan yang 
telah dilengkapi 
dengan RDTR 

5,56% 5,56% 100,00% 

10 

Meningkatnya 
Kualitas Tata 
Kelola Penunjang 
Pencapaian Kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

82,5 83,54 101,26% 

 

III.2 Analisis Kinerja 

Analisis kinerja disusun untuk memberikan penjelasan secara rinci terhadap setiap 

indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Analisis ini mencakup gambaran 

indikator berupa definisi operasional, formulasi pengukuran, serta konteks capaian 

kinerja berdasarkan target dan realisasi yang telah ditetapkan. 

Sehubungan dengan adanya penyesuaian periode perencanaan, analisis kinerja per 

indikator pada Tahun 2025 disajikan berdasarkan dua dokumen perjanjian kinerja, 

yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai periode perencanaan 2021–

2025 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun setelah 

ditetapkannya periode perencanaan baru Tahun 2025–2029. Penyajian ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh atas kinerja perangkat daerah 

pada masa transisi perencanaan jangka menengah. 

III.2.1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025 

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Periode Perencanaan 2021–2025) 

1. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik 

Indikator Persentase Infrastruktur Kondisi Baik merupakan indikator yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kelayakan dan kualitas infrastruktur yang 

menjadi kewenangan pemerintah daerah, meliputi jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, 

air minum, dan bangunan gedung. Definisi operasional indikator ini adalah 

persentase infrastruktur yang berada dalam kondisi baik terhadap total infrastruktur 

yang dikelola oleh pemerintah daerah. 
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Formulasi pengukuran indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah 

infrastruktur dalam kondisi baik dengan total infrastruktur yang ada, kemudian 

dikalikan 100 persen. Indikator ini bersifat komposit karena mencerminkan hasil 

akumulasi dari berbagai sub sektor infrastruktur yang berada di bawah kewenangan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

Perhitungan 

Komponen 2025 
Jalan 71,06 

Jembatan 61,85 

Irigasi 65,70 

Air Minum 96,32 

Air Limbah Domestik 99,91 

Gedung Pemda 96,00 

% Infrastruktur Kondisi Baik 81,81 

Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 81% dan 

terealisasi sebesar 81,81%, sehingga capaian kinerja mencapai 101,00%. Capaian 

tersebut menunjukkan bahwa secara umum kondisi infrastruktur di Kabupaten 

Mojokerto telah berada pada kategori baik dan mendekati target yang ditetapkan 

dalam perencanaan. 

2. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan 

Irigasi 

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan jaringan irigasi terhadap 

seluruh daerah irigasi kewenangan kabupaten. Definisi operasional indikator ini 

adalah perbandingan antara luas daerah irigasi yang telah terlayani jaringan irigasi 

dengan total luas daerah irigasi kewenangan kabupaten. 

Formulasi indikator dihitung dengan membagi luas daerah irigasi yang terlayani 

jaringan irigasi dengan total luas daerah irigasi kewenangan kabupaten, kemudian 

dikalikan 100 persen. Indikator ini menggambarkan ketersediaan dan fungsi 

jaringan irigasi dalam mendukung sektor pertanian. 

Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target 100% dan terealisasi 

sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan 

bahwa seluruh daerah irigasi kewenangan kabupaten telah terlayani jaringan irigasi. 
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Dari 365 Daerah irigasi Kewenangan Kabupaten dengan total luas baku sawah 

sebesar 17.757 Ha, keseluruhan telah terlayanani jaringan irigasi. 

3. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum melalui SPAM 

Indikator ini menggambarkan tingkat akses rumah tangga terhadap layanan air 

minum yang layak melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik jaringan 

perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi. Definisi operasional 

indikator ini adalah persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh akses air 

minum layak terhadap total rumah tangga di Kabupaten Mojokerto. 

Formulasi pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah rumah tangga 

yang memperoleh akses air minum melalui SPAM dengan total jumlah rumah 

tangga, kemudian dikalikan 100 persen. 

Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 95,50% dan 

terealisasi sebesar 96,32%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,86%. Capaian 

ini menunjukkan bahwa akses air minum layak telah melampaui target yang 

direncanakan. Dari 351.860 Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Mojokerto 

sebanyak 338.928 Rumah Tangga sudah memperoleh akses air minum layak. 

4. Persentase Desa yang Tersedia TPS/TPST/TPS3R 

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan sarana pengelolaan 

sampah di tingkat desa. Definisi operasional indikator ini adalah persentase desa di 

wilayah Kabupaten Mojokerto yang telah memiliki fasilitas Tempat Penampungan 

Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), atau TPS3R. 

Formulasi indikator dihitung dengan membandingkan jumlah desa yang memiliki 

TPS/TPST/TPS3R dengan total jumlah desa, kemudian dikalikan 100 persen. 

Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 10% dan 

terealisasi sebesar 10,90%, sehingga capaian kinerja mencapai 109,00%. Dari 304 

Desa dan Kelurahan di kabupaten mojokerto, 33 Desa telah memiliki TPS3R. 

5. Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah 

Domestik 

Indikator ini menggambarkan tingkat pelayanan pengolahan air limbah domestik 

kepada masyarakat. Definisi operasional indikator ini adalah persentase rumah 

tangga yang telah memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik terhadap 

total rumah tangga. 
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Formulasi pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah rumah tangga 

yang memperoleh layanan pengolahan air limbah dengan total jumlah rumah 

tangga, kemudian dikalikan 100 persen. 

Target indikator ini pada Tahun 2025 sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 

99,91%, sehingga capaian kinerja mencapai 99,91%. 

Dari 351.860 Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Mojokerto sebanyak 351.543 

Rumah Tangga sudah memperoleh akses air limbah layak. 

6. Persentase Perkotaan dan Lingkungan yang Dilengkapi Sistem Drainase 

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan fungsi sistem 

drainase dalam mendukung pengendalian genangan dan banjir di kawasan 

perkotaan dan lingkungan permukiman. Definisi operasional indikator ini adalah 

persentase wilayah perkotaan dan lingkungan yang telah dilengkapi sistem 

drainase terhadap total wilayah perkotaan dan lingkungan. 

Formulasi indikator dihitung dengan membandingkan jumlah wilayah perkotaan 

dan lingkungan yang telah memiliki sistem drainase dengan total wilayah perkotaan 

dan lingkungan, kemudian dikalikan 100 persen. 

Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 21% dan 

terealisasi sebesar 21,05%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,24%. Capaian 

tersebut menunjukkan bahwa penyediaan sistem drainase telah memenuhi bahkan 

sedikit melampaui target yang direncanakan. 

Berdasarkan hasil inventarisasi prasarana drainase di Kabupaten Mojokerto, 

kebutuhan saluran drainase ideal wilayah yang mencakup kawasan perkotaan dan 

lingkungan permukiman diperkirakan mencapai 3.030,82 km. Kebutuhan ini 

merupakan kebutuhan perencanaan makro yang digunakan sebagai acuan 

pemenuhan layanan drainase secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

Dari total kebutuhan tersebut, panjang saluran drainase yang telah terbangun dan 

berada dalam kondisi baik tercatat sepanjang 607,68 km. Dengan demikian, 

persentase kawasan perkotaan dan lingkungan yang telah dilengkapi sistem 

drainase dalam kondisi baik mencapai sebesar 20,05 %. 

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih memerlukan 

penanganan lanjutan melalui rehabilitasi saluran eksisting maupun pembangunan 
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saluran drainase baru, yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan 

kemampuan fiskal daerah dan prioritas wilayah rawan genangan. 

Tabel Perhitungan Capaian Drainase Kabupaten Mojokerto (km) 

Uraian  Panjang (km) 

Drainase eksisting  1.035,05 

• Perdesaan (29 wilayah) 176,68 

• Perkotaan (214 wilayah)  858,38 

Kebutuhan ideal wilayah  3.030,82 

• Perdesaan (44 wilayah)  517,34 

• Perkotaan (260 wilayah)  2.513,48 

Tambahan kebutuhan baru  1.995,77 

Drainase kondisi baik  607,68 

Capaian kondisi baik terhadap ideal  20,05% 

Panjang belum ideal (rehabilitasi + 
pembangunan)  

2.423,14 

7. Rasio Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi 

(SLF) 

Indikator Rasio Kepatuhan PBG dan SLF digunakan untuk mengukur tingkat 

kepatuhan penyelenggaraan bangunan gedung terhadap ketentuan teknis dan 

administrasi yang berlaku. Definisi operasional indikator ini adalah perbandingan 

antara jumlah bangunan gedung yang memenuhi ketentuan PBG dan SLF dengan 

total bangunan gedung yang menjadi objek pengawasan. 

Formulasi indikator dihitung dengan membagi jumlah bangunan gedung yang 

patuh terhadap ketentuan PBG dan SLF dengan total bangunan gedung yang 

dinilai, kemudian dikalikan 100 persen. 

Target indikator ini pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 48% dan realisasi 

mencapai 48%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat kepatuhan bangunan gedung telah sesuai dengan target yang 

ditetapkan dalam perencanaan. 

8. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten 

Indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten digunakan untuk menggambarkan 

kondisi jaringan jalan kabupaten yang berada dalam kategori mantap. Definisi 

operasional indikator ini adalah persentase panjang jalan kabupaten dengan kondisi 

mantap terhadap total panjang jalan kabupaten. 

Formulasi indikator dihitung dengan membandingkan panjang jalan dalam kondisi 

mantap dengan total panjang jalan kabupaten, kemudian dikalikan 100 persen. 
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Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 84% dan 

terealisasi sebesar 84,89%, sehingga capaian kinerja mencapai 101,06%. Capaian 

ini menunjukkan bahwa kondisi kemantapan jalan kabupaten telah melampaui 

target yang direncanakan. 

JENIS JALAN  PANJANG             Persentase   

 BETON                           485,286  KM              41,61  % 

 ASPAL                           621,780  KM              53,31  % 

 TELFORD                             59,123  KM                5,07  % 

 TANAH                               0,200  KM                0,02  %  
                     1.166,389  KM           100,00  % 

     

KONDISI  
    

 BAIK                           828,797  KM              71,06  % 

 SEDANG                           161,310  KM              13,83  % 

 RUSAK 

RINGAN  
                         105,290  KM                9,03  % 

 RUSAK 

BERAT  

                           70,992  KM                6,09  % 

 TOTAL                       1.166,389  KM           100,00  % 

Kondisi jalan kabupaten pada Tahun 2025 menggambarkan tingkat pelayanan 

infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 

Berdasarkan hasil survei kondisi jalan, total panjang jalan kabupaten tercatat 

sebesar 1.166,389 km yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori kondisi, 

yaitu baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. 

Dari total panjang jalan tersebut, jalan dengan kondisi baik mencapai 828,797 km 

atau 71,06 persen, sedangkan jalan dengan kondisi sedang sepanjang 161,310 km 

atau 13,83 persen. Adapun jalan dengan kondisi rusak ringan tercatat sepanjang 

105,290 km atau 9,03 persen, dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 

70,992 km atau 6,09 persen. 

Berdasarkan pengelompokan tingkat kemantapan jalan, jalan dengan kondisi 

mantap, yaitu gabungan kondisi baik dan sedang, mencapai panjang 990,107 km 

atau 84,89 persen dari total panjang jalan kabupaten. Sementara itu, jalan dengan 

kondisi tidak mantap, yang terdiri dari kondisi rusak ringan dan rusak berat, masih 

terdapat sepanjang 176,282 km atau 15,11 persen. 

9. Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis Bersertifikat Kompetensi 

Indikator ini digunakan untuk mengukur kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi 

melalui ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi. 
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Definisi operasional indikator ini adalah perbandingan antara jumlah tenaga 

operator, teknisi, dan analis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan total tenaga 

kerja konstruksi yang terdata. 

Formulasi indikator dihitung dengan membagi jumlah tenaga bersertifikat dengan 

total tenaga kerja konstruksi, kemudian dikalikan 100 persen. 

Target indikator pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 52% dan terealisasi sebesar 

60,70%, sehingga capaian kinerja mencapai 116,73%. Capaian ini menunjukkan 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia jasa konstruksi yang signifikan. 

Pada Tahun 2025, jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat 

kompetensi tercatat sebanyak 258 orang, dari total 425 tenaga kerja konstruksi 

yang terdaftar. Dengan demikian, capaian indikator ini sebesar 60,7 persen, yang 

diperoleh dari hasil perhitungan (258 ÷ 425) × 100%. 

No
  

Uraian  Jumlah
   

(Orang) 

Keterangan 

1  Jumlah Tenaga Kerja   
Konstruksi Terdaftar 

425  Data TKK Kabupaten 
Mojokerto  Tahun 2025 

2  Jumlah Tenaga Kerja   
Konstruksi 
Bersertifikat  Kompete
nsi 

258  Sertifikat kompetensi 
sesuai  standar LPJK 

3  Jumlah Tenaga Kerja   
Konstruksi Belum   
Bersertifikat 

167  Belum 
mengikuti/menyelesaikan  pro

ses sertifikasi 
 

Rasio TKK 
Bersertifikat  Kompete
nsi (%) 

60,70%  (258 ÷ 425) × 100 

10. Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang 

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian pembangunan dan 

peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

Definisi operasional indikator ini adalah persentase pembangunan infrastruktur 

yang telah sesuai dengan RTRW terhadap seluruh pembangunan infrastruktur yang 

dilaksanakan. 

Formulasi indikator dihitung dengan membandingkan jumlah pembangunan yang 

selaras dengan RTRW dengan total pembangunan infrastruktur, kemudian 

dikalikan 100 persen. 
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Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target 100% dan terealisasi 

sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 

Pada Tahun 2025, pengukuran indikator ini dilaksanakan melalui mekanisme 

pengendalian pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan proses perizinan dan 

fasilitasi perencanaan tata ruang. Kesesuaian pembangunan infrastruktur terhadap 

RTRW diverifikasi melalui penerbitan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Keterangan Rencana Kota (KRK), yang menjadi 

dasar penilaian bahwa suatu kegiatan pembangunan telah sesuai dengan 

peruntukan ruang yang ditetapkan. 

Berdasarkan data Bidang Penataan Ruang, sepanjang tahun pelaporan telah 

diterbitkan sebanyak 337 dokumen PKKPR dan 215 dokumen KRK. Seluruh 

dokumen tersebut diterbitkan setelah melalui proses verifikasi teknis kesesuaian 

lokasi dan rencana kegiatan pembangunan terhadap RTRW Kabupaten Mojokerto. 

Dengan diterbitkannya dokumen PKKPR dan KRK tersebut, seluruh kegiatan 

pembangunan infrastruktur yang diajukan pada Tahun 2025 dinyatakan telah 

memenuhi ketentuan tata ruang, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap 

pencapaian indikator Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur dengan 

Rencana Tata Ruang. 

Capaian indikator yang memenuhi target pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa 

mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang telah berjalan efektif, khususnya 

dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan infrastruktur telah melalui 

proses penilaian kesesuaian tata ruang sebelum dilaksanakan. Kondisi ini 

mencerminkan konsistensi antara formulasi indikator, metode pengukuran, dan 

hasil capaian kinerja,  serta menegaskan peran strategis fungsi penataan ruang 

dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang terarah, tertib, dan 

berkelanjutan. 

11. Kinerja Lainnya – Tata Kelola dan Inovasi 

Selain indikator strategis, Perjanjian Kinerja periode 2021–2025 juga memuat 

indikator kinerja lainnya yang mendukung tata kelola pemerintahan dan inovasi 

perangkat daerah, antara lain Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Realisasi 

Anggaran, Indeks Profesionalitas ASN, serta jumlah inovasi yang terinternalisasi 

dan berkelanjutan. Indikator-indikator ini diukur sesuai ketentuan masing-masing 



66 

 

instansi pembina dan menjadi cerminan kualitas tata kelola internal perangkat 

daerah. 

b. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Periode Perencanaan 2025–2029) 

1. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan 

Irigasi 

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberfungsian jaringan irigasi dalam 

melayani daerah irigasi kewenangan kabupaten. Definisi operasional indikator ini 

adalah perbandingan antara luas daerah irigasi yang berfungsi dengan total luas 

daerah irigasi kewenangan kabupaten. 

Formulasi indikator dihitung dengan membagi luas daerah irigasi yang berfungsi 

dengan total luas daerah irigasi, kemudian dikalikan 100 persen. Data bersumber 

dari data teknis irigasi Dinas PUPR. 

Target indikator pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100,00%, dengan realisasi 

sebesar 100,00%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00%. Hal ini 

menunjukkan bahwa seluruh daerah irigasi kewenangan kabupaten telah dapat 

dilayani oleh jaringan irigasi yang berfungsi. 

Dari 365 Daerah irigasi Kewenangan Kabupaten dengan total luas baku sawah 

sebesar 17.757 Ha, keseluruhan telah terlayanani jaringan irigasi. 

2. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum (SPAM) 

Indikator ini mengukur tingkat akses rumah tangga terhadap layanan air minum 

layak melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Definisi operasionalnya 

adalah persentase rumah tangga yang menikmati layanan SPAM standar layak 

dibandingkan dengan total rumah tangga di wilayah kabupaten. 

Formulasi indikator dihitung dengan membagi jumlah rumah tangga yang memiliki 

akses SPAM dengan total jumlah rumah tangga, kemudian dikalikan 100 persen. 

Data diperoleh dari Dinas PUPR melalui pengelolaan data SPAM. 

Target indikator Tahun 2025 ditetapkan sebesar 95,50%, dengan realisasi sebesar 

96,32%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,86%. Capaian ini menunjukkan 

bahwa akses masyarakat terhadap air minum layak telah melampaui target yang 

direncanakan. 

Dari 351.860 Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Mojokerto sebanyak 338.928 

Rumah Tangga sudah memperoleh akses air minum layak. 
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3. Persentase Desa di Wilayah Kabupaten yang Tersedia TPS/TPST/TPS3R 

Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan sarana dan prasarana 

pengelolaan sampah di tingkat desa. Definisi operasional indikator ini adalah 

persentase desa yang memiliki minimal satu fasilitas TPS, TPST, atau TPS3R yang 

aktif dan berfungsi. 

Formulasi indikator dihitung dengan membagi jumlah desa yang memiliki 

TPS/TPST/TPS3R dengan total jumlah desa di wilayah kabupaten, kemudian 

dikalikan 100 persen. Data bersumber dari Dinas PUPR melalui data pembangunan 

sarana pengelolaan sampah. 

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 10,00%, dengan realisasi 

sebesar 10,90%, sehingga capaian kinerja mencapai 109,00%. Hal ini 

menunjukkan adanya percepatan penyediaan sarana pengelolaan sampah di 

tingkat desa. 

Dari 304 Desa dan Kelurahan di kabupaten mojokerto, 33 Desa telah memiliki 

TPS3R. 

4. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air 

Limbah Domestik 

Indikator ini mengukur cakupan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui 

sistem terpusat maupun setempat. Definisi operasional indikator ini adalah 

persentase rumah tangga yang terhubung dengan sistem pengolahan air limbah 

domestik. 

Formulasi indikator dihitung dengan membagi jumlah rumah tangga yang 

memperoleh layanan pengolahan air limbah dengan total jumlah rumah tangga, 

kemudian dikalikan 100 persen. Data diperoleh dari Dinas PUPR bidang air limbah. 

Target indikator Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100,00%, dengan realisasi sebesar 

99,91%, sehingga capaian kinerja mencapai 99,91%. Capaian ini menunjukkan 

bahwa layanan pengolahan air limbah domestik hampir sepenuhnya menjangkau 

seluruh rumah tangga. 

Dari 351.860 Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Mojokerto sebanyak 351.543 

Rumah Tangga sudah memperoleh akses air limbah layak. 
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5. Persentase Perkotaan dan Lingkungan yang Dilengkapi Sistem Drainase dengan 

Kondisi Baik 

Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan banjir di kawasan 

perkotaan dan lingkungan. Definisi operasional indikator ini adalah persentase 

lingkungan perkotaan yang memiliki sistem drainase dengan kondisi baik dan 

berfungsi optimal. 

Formulasi indikator dihitung dengan membagi jumlah lingkungan perkotaan yang 

dilengkapi sistem drainase kondisi baik dengan total lingkungan perkotaan, 

kemudian dikalikan 100 persen. Data diperoleh melalui survei drainase Dinas 

PUPR. 

Target indikator Tahun 2025 ditetapkan sebesar 21,00%, dengan realisasi sebesar 

21,05%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,24%. Capaian ini menunjukkan 

peningkatan kualitas pengelolaan drainase di kawasan perkotaan. 

Berdasarkan hasil inventarisasi prasarana drainase di Kabupaten Mojokerto, 

kebutuhan saluran drainase ideal wilayah yang mencakup kawasan perkotaan dan 

lingkungan permukiman diperkirakan mencapai 3.030,82 km. Kebutuhan ini 

merupakan kebutuhan perencanaan makro yang digunakan sebagai acuan 

pemenuhan layanan drainase secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

Dari total kebutuhan tersebut, panjang saluran drainase yang telah terbangun dan 

berada dalam kondisi baik tercatat sepanjang 607,68 km. Dengan demikian, 

persentase kawasan perkotaan dan lingkungan yang telah dilengkapi sistem 

drainase dalam kondisi baik mencapai sebesar 20,05 %. 

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih memerlukan 

penanganan lanjutan melalui rehabilitasi saluran eksisting maupun pembangunan 

saluran drainase baru, yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan 

kemampuan fiskal daerah dan prioritas wilayah rawan genangan. 

Tabel Perhitungan Capaian Drainase Kabupaten Mojokerto (km) 

Uraian  Panjang (km) 

Drainase eksisting  1.035,05 

• Perdesaan (29 wilayah) 176,68 

• Perkotaan (214 wilayah)  858,38 

Kebutuhan ideal wilayah  3.030,82 

• Perdesaan (44 wilayah)  517,34 

• Perkotaan (260 wilayah)  2.513,48 
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Tambahan kebutuhan baru  1.995,77 

Drainase kondisi baik  607,68 

Capaian kondisi baik terhadap ideal  20,05% 

Panjang belum ideal (rehabilitasi + 
pembangunan)  

2.423,14 

7. Rasio Bangunan Gedung Kondisi Baik dan Laik Fungsi 

Indikator ini mengukur kualitas penataan bangunan gedung pemerintah. Definisi 

operasional indikator ini adalah persentase bangunan gedung pemerintah yang 

berada dalam kondisi baik dan memiliki status laik fungsi. 

Formulasi indikator dihitung dengan membagi jumlah bangunan gedung laik 

fungsi dengan total bangunan gedung pemerintah, kemudian dikalikan 100 persen. 

Data bersumber dari data teknis bangunan gedung Dinas PUPR. 

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 11,00%, dengan realisasi 

sebesar 11,00%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00%. 

Berdasarkan hasil pendataan, verifikasi administratif, serta pemutakhiran data  

bangunan gedung yang dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten  

Mojokerto sesuai kewenangan daerah, jumlah bangunan gedung yang menjadi 

objek  pengukuran indikator kinerja rasio bangunan gedung kondisi baik dan laik 

fungsi tercatat sebanyak 15.361 unit. Penghitungan indikator ini dibatasi pada 

bangunan  gedung yang telah melalui proses identifikasi kondisi fisik dan 

kelengkapan dokumen  administrasi bangunan, khususnya Persetujuan Bangunan 

Gedung (PBG) dan  Sertifikat Laik Fungsi (SLF).  

Dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan telah ditetapkan target rasio bangunan  

gedung kondisi baik dan laik fungsi sebesar 11%. Target tersebut diturunkan ke 

dalam  kebutuhan jumlah bangunan gedung yang secara administratif telah 

dinyatakan laik  fungsi melalui kepemilikan PBG dan SLF, serta secara teknis 

berada dalam kondisi  baik berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau 

dokumen pendukung yang  tersedia.  

Hasil perhitungan target dan realisasi capaian indikator dimaksud disajikan pada 

tabel  berikut.  
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Tabel Perhitungan Target dan Capaian Rasio Bangunan Gedung Kondisi Baik  

dan Laik Fungsi 

Uraian Jumlah 

Total bangunan gedung Kabupaten Mojokerto (objek 
pengukuran) 

15.361 
unit 

Target rasio bangunan gedung kondisi baik dan laik 
fungsi 

11% 

Jumlah bangunan yang dipersyaratkan laik fungsi 
(target) 

1.690 unit 

Jumlah bangunan kondisi baik dan telah memiliki 
PBG dan SLF (hasil verifikasi) 

1.690 unit 

Rasio capaian 11,00% 

Status capaian Tercapai 

Berdasarkan data tersebut, diperoleh rasio bangunan gedung kondisi baik dan laik  

fungsi sebesar 11,00%, sehingga capaian indikator kinerja telah memenuhi target  

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian ini dihitung berdasarkan  

bangunan gedung yang pada saat pengukuran telah memenuhi kriteria laik fungsi  

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh  

dokumen administrasi yang tersedia.  

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyadari bahwa masih 

terdapat  bangunan gedung yang secara fisik berada dalam kondisi baik tetapi 

belum  seluruhnya memenuhi kelengkapan administrasi PBG dan SLF. Oleh karena 

itu,  capaian kinerja ini akan terus dimutakhirkan seiring dengan proses penertiban  

administrasi bangunan gedung dan peningkatan kualitas basis data pada periode  

perencanaan berikutnya. 

8. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten 

Indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten digunakan untuk menggambarkan 

kondisi jaringan jalan kabupaten. Definisi operasional indikator ini adalah 

persentase panjang jalan kabupaten dengan kondisi mantap (baik dan sedang) 

terhadap total panjang jalan kabupaten. 

Formulasi indikator dihitung dengan membagi panjang jalan kondisi mantap 

dengan total panjang jalan kabupaten, kemudian dikalikan 100 persen. Data 

diperoleh dari survei kondisi jalan Dinas PUPR. 
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Target indikator Tahun 2025 ditetapkan sebesar 84,00%, dengan realisasi sebesar 

84,89%, sehingga capaian kinerja mencapai 101,06%. Capaian ini menunjukkan 

peningkatan kondisi kemantapan jalan kabupaten. 

JENIS JALAN  PANJANG             Persentase   

 BETON                           485,286  KM              41,61  % 

 ASPAL                           621,780  KM              53,31  % 

 TELFORD                             59,123  KM                5,07  % 

 TANAH                               0,200  KM                0,02  %  
                     1.166,389  KM           100,00  % 

     

KONDISI  
    

 BAIK                           828,797  KM              71,06  % 

 SEDANG                           161,310  KM              13,83  % 

 RUSAK 

RINGAN  

                         105,290  KM                9,03  % 

 RUSAK 

BERAT  
                           70,992  KM                6,09  % 

 TOTAL                       1.166,389  KM           100,00  % 

Kondisi jalan kabupaten pada Tahun 2025 menggambarkan tingkat pelayanan 

infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 

Berdasarkan hasil survei kondisi jalan, total panjang jalan kabupaten tercatat 

sebesar 1.166,389 km yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori kondisi, 

yaitu baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. 

Dari total panjang jalan tersebut, jalan dengan kondisi baik mencapai 828,797 km 

atau 71,06 persen, sedangkan jalan dengan kondisi sedang sepanjang 161,310 km 

atau 13,83 persen. Adapun jalan dengan kondisi rusak ringan tercatat sepanjang 

105,290 km atau 9,03 persen, dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 

70,992 km atau 6,09 persen. 

Berdasarkan pengelompokan tingkat kemantapan jalan, jalan dengan kondisi 

mantap, yaitu gabungan kondisi baik dan sedang, mencapai panjang 990,107 km 

atau 84,89 persen dari total panjang jalan kabupaten. Sementara itu, jalan dengan 

kondisi tidak mantap, yang terdiri dari kondisi rusak ringan dan rusak berat, masih 

terdapat sepanjang 176,282 km atau 15,11 persen. 

9. Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi 

Indikator ini mengukur kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi melalui 

ketersediaan tenaga kerja bersertifikat kompetensi. Definisi operasional indikator ini 

adalah persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi. 
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Formulasi indikator dihitung dengan membagi jumlah tenaga kerja bersertifikat 

dengan total tenaga kerja jasa konstruksi yang terdaftar, kemudian dikalikan 100 

persen. Data bersumber dari LPJK dan Dinas PUPR. 

Target indikator Tahun 2025 ditetapkan sebesar 52,00%, dengan realisasi sebesar 

60,70%, sehingga capaian kinerja mencapai 116,73%. Capaian ini menunjukkan 

peningkatan signifikan profesionalitas tenaga kerja jasa konstruksi. 

Pada Tahun 2025, jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat 

kompetensi tercatat sebanyak 258 orang, dari total 425 tenaga kerja konstruksi 

yang terdaftar. Dengan demikian, capaian indikator ini sebesar 60,7 persen, yang 

diperoleh dari hasil perhitungan (258 ÷ 425) × 100%. 

No
  

Uraian  Jumlah
   

(Orang) 

Keterangan 

1  Jumlah Tenaga Kerja   
Konstruksi Terdaftar 

425  Data TKK Kabupaten 
Mojokerto  Tahun 2025 

2  Jumlah Tenaga Kerja   
Konstruksi 
Bersertifikat  Kompete
nsi 

258  Sertifikat kompetensi 
sesuai  standar LPJK 

3  Jumlah Tenaga Kerja   
Konstruksi Belum   
Bersertifikat 

167  Belum 
mengikuti/menyelesaikan  pro

ses sertifikasi 
 

Rasio TKK 
Bersertifikat  Kompete
nsi (%) 

60,70%  (258 ÷ 425) × 100 

 

10. Persentase Pembangunan Daerah yang Selaras dengan RTRW dan Cakupan 

RDTR 

Indikator ini digunakan untuk mengukur kesesuaian pembangunan daerah dengan 

rencana tata ruang. Definisi operasional indikator kesesuaian RTRW adalah 

persentase kegiatan pembangunan yang selaras dengan RTRW, sedangkan 

indikator RDTR mengukur cakupan kecamatan yang telah memiliki dokumen 

RDTR. 

Target kesesuaian RTRW pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100,00% dengan 

realisasi 100,00%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00%. 

Pada Tahun 2025, pengukuran indikator ini dilaksanakan melalui mekanisme 

pengendalian pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan proses perizinan dan 
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fasilitasi perencanaan tata ruang. Kesesuaian pembangunan infrastruktur terhadap 

RTRW diverifikasi melalui penerbitan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Keterangan Rencana Kota (KRK), yang menjadi 

dasar penilaian bahwa suatu kegiatan pembangunan telah sesuai dengan 

peruntukan ruang yang ditetapkan. 

Berdasarkan data Bidang Penataan Ruang, sepanjang tahun pelaporan telah 

diterbitkan sebanyak 337 dokumen PKKPR dan 215 dokumen KRK. Seluruh 

dokumen tersebut diterbitkan setelah melalui proses verifikasi teknis kesesuaian 

lokasi dan rencana kegiatan pembangunan terhadap RTRW Kabupaten Mojokerto. 

Dengan diterbitkannya dokumen PKKPR dan KRK tersebut, seluruh kegiatan 

pembangunan infrastruktur yang diajukan pada Tahun 2025 dinyatakan telah 

memenuhi ketentuan tata ruang, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap 

pencapaian indikator Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur dengan 

Rencana Tata Ruang. 

Capaian indikator yang memenuhi target pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa 

mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang telah berjalan efektif, khususnya 

dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan infrastruktur telah melalui 

proses penilaian kesesuaian tata ruang sebelum dilaksanakan. Kondisi ini 

mencerminkan konsistensi antara formulasi indikator, metode pengukuran, dan 

hasil capaian kinerja,  serta menegaskan peran strategis fungsi penataan ruang 

dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang terarah, tertib, dan 

berkelanjutan. 

Target cakupan RDTR ditetapkan sebesar 5,56%, dengan realisasi 5,56%, 

sehingga capaian kinerja mencapai 100,00%. Capaian tersebut didasarkan pada 

kondisi faktual bahwa hingga akhir Tahun 2025, RDTR yang telah ditetapkan dalam 

bentuk Peraturan Daerah masih sebanyak 1 (satu) RDTR, yaitu RDTR Kecamatan 

Gedeg. Persentase cakupan dihitung dengan membandingkan jumlah kecamatan 

yang telah memiliki RDTR yang diperdakan terhadap total jumlah kecamatan di 

Kabupaten Mojokerto. 

Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan 

instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan 

kepastian hukum pembangunan wilayah. Hingga akhir Tahun 2025, kondisi 

penyusunan RDTR di Kabupaten Mojokerto menunjukkan variasi tahapan 
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kemajuan, mulai dari belum tersusun, telah tersusun materi teknis, dalam proses 

reviu dan penyempurnaan, hingga telah memperoleh persetujuan substansi. 

Beberapa RDTR telah disusun materi teknisnya pada tahun-tahun sebelumnya 

namun belum dapat ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah karena belum 

memperoleh persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta belum sepenuhnya mengacu 

pada regulasi terbaru. Kondisi tersebut antara lain terjadi pada RDTR Ngoro dan 

RDTR Pungging yang materi teknisnya disusun pada Tahun 2019. Untuk kedua 

RDTR tersebut, pada Tahun 2025 telah dilakukan kegiatan revisi dan reviu materi 

teknis agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru 

sebelum diajukan kembali untuk persetujuan substansi. 

RDTR Pacet dan Trawas juga telah disusun materi teknisnya pada Tahun 2021, 

namun belum mencakup seluruh desa serta belum memperoleh persetujuan 

substansi. Khusus RDTR Trawas, pada Tahun 2025 dilakukan reviu dan 

penyesuaian materi teknis sebagai bagian dari upaya percepatan penetapan RDTR 

sesuai regulasi terkini. 

Selanjutnya, RDTR Mojosari dan Sooko telah disusun materi teknisnya pada Tahun 

2022. Pada Tahun 2025, kedua RDTR tersebut telah memasuki tahap penyusunan 

rancangan peraturan kepala daerah dan direncanakan untuk diajukan persetujuan 

substansi ke Kementerian ATR/BPN. RDTR Puri, yang materi teknisnya disusun 

pada Tahun 2023, pada Tahun 2025 dilakukan reviu terkait batas wilayah dengan 

Kota Mojokerto serta sedang dalam proses penyusunan rancangan peraturan 

kepala daerah. 

RDTR Kutorejo merupakan salah satu RDTR yang menunjukkan kemajuan 

signifikan. Penyusunannya mendapatkan bantuan teknis (Bantek) dari Kementerian 

ATR/BPN melalui anggaran BA-BUN Tahun 2023 Kementerian Keuangan. Hingga 

Tahun 2025, RDTR Kutorejo telah disusun rancangan peraturan kepala daerahnya 

dan telah memperoleh surat persetujuan substansi. 

Adapun RDTR Gedeg merupakan satu-satunya RDTR yang telah ditetapkan dalam 

bentuk Peraturan Daerah. Namun demikian, keberadaan RDTR ini memerlukan 

penyesuaian kebijakan berupa pencabutan Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 14 

Tahun 2015 tentang RDTR Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kecamatan Gedeg 
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Tahun 2015–2035. Pencabutan tersebut dapat dilakukan melalui penetapan Perda 

RTRW yang baru atau dengan penyusunan Perda pencabutan secara khusus. 

Sementara itu, RDTR untuk kecamatan lainnya, yaitu Bangsal, Mojoanyar, Jetis, 

Kemlagi, Dawarblandong, Trowulan, Dlanggu, Gondang, dan Jatirejo, hingga akhir 

Tahun 2025 belum disusun. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus agenda 

strategis yang akan ditindaklanjuti secara bertahap pada periode perencanaan 

selanjutnya. 

Kondisi penyusunan RDTR di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2025 

menunjukkan adanya proses transisi dan percepatan, khususnya melalui kegiatan 

reviu, penyempurnaan materi teknis, serta penyiapan regulasi. Upaya tersebut 

menjadi dasar penting untuk meningkatkan cakupan RDTR secara bertahap guna 

mendukung tertib tata ruang, kepastian pemanfaatan ruang, dan pembangunan 

daerah yang berkelanjutan. 

11. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur tingkat 

akuntabilitas kinerja perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat. Nilai 

SAKIP mencerminkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi 

kinerja. 

Pada Tahun 2025, target Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditetapkan sebesar 82,50, 

dengan realisasi sebesar 83,54, sehingga capaian kinerja mencapai 101,26%. Hal 

ini menunjukkan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas PUPR Kabupaten 

Mojokerto. 

Peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto 

Tahun 2025 dilaksanakan melalui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi 

akuntabilitas kinerja internal. Tindak lanjut tersebut difokuskan pada empat aspek 

utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta 

evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 

Pada aspek perencanaan kinerja, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan 

diselesaikan sesuai target waktu. Upaya yang dilakukan meliputi penyusunan dan 

finalisasi dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang mengacu pada 

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 

Tahun 2025. Selain itu, telah dilakukan reviu dan sinkronisasi akhir antara dokumen 
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Renstra, Renja, RKA, dan Perjanjian Kinerja guna memastikan keselarasan 

perencanaan. Untuk meningkatkan pemahaman aparatur, dilaksanakan sosialisasi 

dan bimbingan teknis perencanaan kinerja serta cascading kinerja individu bagi 

pejabat struktural dan pelaksana. Seluruh rencana aksi pada aspek ini berstatus 

selesai pada bulan Desember 2025. 

Pada aspek pengukuran kinerja, tindak lanjut difokuskan pada peningkatan 

pemahaman evaluasi dan penilaian kinerja aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan 

meliputi pelatihan dan pendampingan pengisian aplikasi e-Kinerja/SUHITA serta 

pembinaan teknis penyusunan indikator kinerja individu berbasis outcome. 

Pelaksanaan rencana aksi ini telah diselesaikan sesuai jadwal pada Desember 

2025 dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengukuran kinerja 

perangkat daerah. 

Pada aspek pelaporan kinerja, upaya peningkatan ketepatan waktu dan kualitas 

laporan kinerja dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) yang ditargetkan paling lambat bulan Februari tahun berikutnya 

serta publikasi melalui laman resmi dinas. Hingga akhir Tahun 2025, rencana aksi 

ini masih dalam status proses dan dijadwalkan selesai pada Februari 2026. 

Sementara itu, kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala telah 

dilaksanakan secara triwulanan melalui rapat evaluasi bidang dan pelaporan 

kepada Kepala Dinas. Selain itu, hasil evaluasi cascading kinerja individu telah 

disusun dan diintegrasikan ke dalam aplikasi SUHITA. Kedua rencana aksi tersebut 

telah berstatus selesai pada Desember 2025. 

Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, seluruh rencana aksi tindak 

lanjut telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai target. Kegiatan yang dilakukan 

meliputi evaluasi terhadap faktor pendorong dan penghambat pencapaian indikator 

kinerja, penyempurnaan analisis sasaran strategis dalam LKjIP 2025, serta 

penerapan mekanisme perbaikan internal berbasis hasil evaluasi, seperti 

penyesuaian indikator dan penguatan koordinasi antarbidang. Selain itu, hasil 

evaluasi internal juga dimanfaatkan untuk menyusun laporan efisiensi anggaran 

dan sumber daya sebagai dasar perencanaan peningkatan kinerja program, 

kegiatan, dan subkegiatan. 
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III.2.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

a. Level Sasaran 

Analisis perbandingan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi 

indikator sasaran sampai dengan Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD/Renstra 

2021–2026. Perhitungan progres capaian dilakukan dengan rumus: 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai bahkan 

melampaui target akhir Renstra, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih 

memerlukan akselerasi pada tahun terakhir periode perencanaan. 

Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya dan target 

akhir Renstra 2021-2026 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
SASARAN 

REALISASI Targ
et 

Akhir 
Rens

tra 

Progr
es 

Capai
an 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 
8 = 

7/6 * 
100% 

Pemerataan, dan 
perluasan 
infrastruktur jalan, 
jembatan,irigasi, 
sanitasi air minum 
dan bangunan 
gedung 

Persentase 
Infrastruktur 
Kondisi Baik 

74,99
% 

80,00
% 

80,57
% 

80,93
% 

73,88
% 

109,5
4% 

Meningkatkan 
pengelolaan 
infrastruktur 
sumber daya air 

Rasio luas daerah 
irigasi 
kewenangan 
kabupaten yang 
dilayani oleh 
jaringan irigasi 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

Meningkatnya 
akses terhadap air 
minum melalui 
SPAM jaringan 
perpipaan dan 
bukan jaringan 
perpipaan 
terlindungi 

Persentase jumlah 
rumah tangga 
yang 
mendapatkan 
akses terhadap air 
minum melalui 
SPAM jaringan 
perpipaan dan 
bukan jaringan 
perpipaan 
terlindungi 

88,95
% 

94,19
% 

95,48
% 

96,32
% 

89,15
% 

108,0
4% 
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
SASARAN 

REALISASI Targ
et 

Akhir 
Rens

tra 

Progr
es 

Capai
an 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 
8 = 

7/6 * 
100% 

terhadap rumah 
tangga di seluruh 
kabupaten 

Meningkatnya 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 
pengelolaan 
sampah 

Persentase desa 
di wilayah 
kabupaten 
tersedia 
TPS/TPST/TPS3R 

6,58
% 

8,88
% 

9,54
% 

10,90
% 

28,00
% 

38,93
% 

Meningkatnya 
akses layanan 
pengolahan air 
limbah domestik 

Persentase jumlah 
rumah tangga 
yang memperoleh 
layanan 
pengolahan air 
limbah domestik 

94,80
% 

99,50
% 

99,68
% 

99,91
% 

89,34
% 

111,8
3% 

Meningkatnya 
Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Drainase 

Persentase 
perkotaan dan 
lingkungan yang 
dilengkapi sistem 
drainase 

11,39
% 

18,56
% 

20,05
% 

21,05
% 

21,00
% 

100,2
4% 

Meningkatnya 
kualitas penataan 
bangunan gedung 

Rasio kepatuhan 
PBG dan SLF 

10,00
% 

18,81
% 

47,77
% 

48,00
% 

13,00
% 

369,2
3% 

Meningkatnya 
kemantapan jalan 

Tingkat 
Kemantapan Jalan 
Kabupaten 

88,24
% 

89,74
% 

83,18
% 

84,89
% 

84,20
% 

100,8
2% 

Meningkatnya 
kapasitas 
penyelenggaran 
jasa konstruksi 

Rasio tenaga 
operator/teknisi/an
alis yang memiliki 
sertifikat 
kompetensi 

18,73
% 

30,81
% 

51,06
% 

60,70
% 

36,26
% 

167,4
0% 

Mempertahankan 
kesesuaian 
pembangunan/pen
ingkatan kualitas 
infrastruktur 
dengan rencana 
tata ruang 

Persentase 
kesesuaian 
pembangunan/pen
ingkatan kualitas 
infrastruktur 
dengan rencana 
tata ruang 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

KINERJA 
LAINNYA 

            
  

Meningkatnya 
tatakelola birokrasi 
pemerintahan 
yang efektif, 
efisien dan 
akuntabel 

Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

A A A A A 
100,0
0% 
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
SASARAN 

REALISASI Targ
et 

Akhir 
Rens

tra 

Progr
es 

Capai
an 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 
8 = 

7/6 * 
100% 

  
Persentase 
realisasi anggaran 
perangkat daerah  

84,65
% 

84,61
% 

88,25
% 

87,77
% 

87% 
100,8
9% 

  
Indeks 
profesionalitas 
ASN 

42 88,22 83,05 84,15 80 
105,1
9% 

Optimalnya 
kualitas pelayanan 
melalui 
pembangunan 
inovasi yang 
mempunyai nilai 
tambah 

Jumlah inovasi 
yang 
terinternalisasi 
dan tersosialisasi 
serta 
berkelanjutan 

1 1 2 2 1 
200,0
0% 

Penjelasan atas Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja  

1. Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan,irigasi, sanitasi air 

minum dan bangunan gedung 

Realisasi indikator menunjukkan tren peningkatan dari 74,99% (2022) menjadi 

80,93% pada Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target akhir sebesar 73,88%, 

maka progres capaian mencapai 109,54%, yang berarti target akhir Renstra telah 

terlampaui. 

Capaian ini mencerminkan konsistensi intervensi pada sektor jalan, irigasi, 

sanitasi, air minum, dan bangunan gedung. Keberhasilan ini juga menunjukkan 

efektivitas pendekatan preservasi dan pemeliharaan rutin dibandingkan 

pembangunan baru semata. 

2. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air 

Realisasi 2022–2025 konsisten pada angka 100%. Dengan target akhir 100%, 

maka progres capaian sebesar 100%.Hal ini menunjukkan stabilitas pengelolaan 

jaringan irigasi dan tidak adanya backlog layanan pada kewenangan kabupaten. 

3. Meningkatnya Akses terhadap Air Minum (SPAM) 

Capaian meningkat dari 88,95% (2022) menjadi 96,32% (2025). Dengan target 

akhir sebesar 89,15%, progres capaian mencapai 108,04%. 

Hal ini menunjukkan bahwa program jaringan SPAM dan optimalisasi sistem 

eksisting berjalan efektif dan melampaui target jangka menengah. 
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4. Meningkatnya Penyediaan Sarana Pengelolaan Sampah yang Sesuai 

Ketentuan 

Realisasi meningkat dari 6,58% (2022) menjadi 10,90% (2025). Namun 

dibandingkan dengan target akhir 28,00%, progres capaian baru mencapai 

38,93%. Indikator ini menjadi salah satu yang masih memiliki gap signifikan 

terhadap target akhir Renstra. Faktor pembatas utama meliputi keterbatasan 

lahan, kebutuhan pendanaan yang relatif besar, serta penguatan kelembagaan 

pengelola TPS3R. 

5. Meningkatnya Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik 

Realisasi meningkat hingga 99,91% pada Tahun 2025. Dengan target akhir 

89,34%, progres capaian mencapai 111,83%, menunjukkan target telah 

terlampaui. Hal ini dipengaruhi oleh keberhasilan program yang ada. 

6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Banjir di Perkotaan dan Lingkungan 

Realisasi meningkat dari 11,39% (2022) menjadi 21,05% (2025). Dengan target 

akhir 21,00%, progres capaian sebesar 100,24%. 

Capaian ini menunjukkan target akhir Renstra telah tercapai, meskipun margin 

pencapaiannya relatif tipis dan masih memerlukan konsistensi pemeliharaan untuk 

menjaga keberlanjutan layanan. 

7. Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung 

Realisasi melonjak signifikan dari 10,00% (2022) menjadi 48,00% (2025). 

Dibandingkan target akhir 13,00%, progres capaian mencapai 369,23%. 

Lonjakan ini dipengaruhi oleh implementasi digitalisasi PBG serta peningkatan 

pengawasan bangunan gedung. Namun demikian, kenaikan signifikan ini juga 

menunjukkan bahwa baseline awal relatif rendah sehingga peningkatan tampak 

sangat progresif. 

8. Meningkatnya Kemantapan Jalan 

Realisasi menunjukkan fluktuasi dari 88,24% (2022) menjadi 84,89% (2025). 

Dengan target akhir 84,20%, progres capaian sebesar 100,82%, yang berarti target 

akhir telah terpenuhi. 

Meskipun demikian, tren penurunan pada 2024 menunjukkan sensitivitas indikator 

terhadap penambahan ruas jalan, anggaran dan faktor eksternal seperti cuaca dan 

beban lalu lintas. 

9. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

Realisasi meningkat signifikan dari 18,73% (2022) menjadi 60,70% (2025). Dengan 

target akhir 36,26%, progres capaian mencapai 167,40%. 
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Hal ini menunjukkan keberhasilan fasilitasi sertifikasi tenaga konstruksi dan 

peningkatan kapasitas SDM teknis daerah.  

10. Meningkatnya Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur dengan Rencana Tata 

Ruang 

Realisasi konsisten 100% sepanjang periode 2022–2025. Dengan target akhir 

100%, progres capaian sebesar 100%. 

Indikator ini menunjukkan stabilitas pengendalian pemanfaatan ruang dan 

konsistensi rekomendasi teknis berbasis RTRW. 

11. Kinerja lainnya 

 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

Capaian tetap pada kategori A selama periode 2022–2025 dengan progres 100%. 

Hal ini menunjukkan konsistensi tata kelola kinerja. 

 Persentase Realisasi Anggaran 

Realisasi 2025 sebesar 87,77% dibanding target 87% menghasilkan progres 

100,89%, menunjukkan efisiensi dan pengendalian anggaran yang relatif baik. 

 Indeks Profesionalitas ASN 

Realisasi 84,15 dibanding target 80 menghasilkan progres 105,19%, menunjukkan 

peningkatan kapasitas aparatur. 

 Jumlah Inovasi Berkelanjutan 

Realisasi 2 inovasi dibanding target 1 menghasilkan progres 200%, menunjukkan 

penguatan budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah. 

Sedangkan untuk realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 

dan target sesuai periode perencanaan terbaru renstra 2025-2029, cenderung 

mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut: 

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya  

SASARAN 
STRATEGI

S 

INDIKATOR 
SASARAN 

2024 Tingk
at 

Capai
an 

2025 Tingk
at 

Capai
an 

Perbandi
ngan TARG

ET 
REALIS

ASI 
TARG

ET 
REALIS

ASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Meningkatn
ya 
pengelolaan 
infrastruktur 
sumber 
daya air 

Rasio luas 
daerah 
irigasi 
kewenangan 
kabupaten 
yang dilayani 
oleh jaringan 
irigasi 

100,0
0% 

100,00
% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,00
% 

100,0
0% 

Capaian 
tetap 
100%; 
kinerja 
stabil dan 
konsisten. 
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SASARAN 
STRATEGI

S 

INDIKATOR 
SASARAN 

2024 Tingk
at 

Capai
an 

2025 Tingk
at 

Capai
an 

Perbandi
ngan TARG

ET 
REALIS

ASI 
TARG

ET 
REALIS

ASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Meningkatn
ya akses 
terhadap air 
minum 
(SPAM) 

Persentase 
jumlah 
rumah 
tangga yang 
mendapatka
n akses 
terhadap air 
minum 
(SPAM) 

95,50
% 

95,48% 
99,98

% 
95,50

% 
96,32% 

100,8
6% 

Capaian 
naik dari 
99,98% ke 
100,86%; 
realisasi 
meningkat
. 

Meningkatn
ya 
penyediaan 
sarana 
pengelolaan 
sampah 
yang sesuai 
ketentuan 

Persentase 
desa di 
wilayah 
kabupaten 
tersedia 
TPS/TPST/T
PS3R 

10,00
% 

9,54% 
95,40

% 
10,00

% 
10,90% 

109,0
0% 

Capaian 
naik 
signifikan; 
target 
2025 
terlampaui
. 

Meningkatn
ya akses 
layanan 
pengolahan 
air limbah 
domestik 

Persentase 
jumlah 
rumah 
tangga yang 
memperoleh 
layanan 
pengolahan 
air limbah 
domestik 

100,0
0% 

99,68% 
99,68

% 
100,0
0% 

99,91% 
99,91

% 

Capaian 
relatif 
stabil; 
mendekati 
target 
penuh. 

Meningkatn
ya kualitas 
pengelolaan 
banjir di 
perkotaan 
dan 
lingkungan 

Persentase 
perkotaan 
dan 
lingkungan 
yang 
dilengkapi 
sistem 
drainase 
dengan 
kondisi baik 

20,00
% 

20,05% 
100,2
5% 

21,00
% 

21,05% 
100,2
4% 

Capaian 
stabil; 
sedikit 
melampau
i target. 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
bangunan 
gedung 

Rasio 
Bangunan 
Gedung 
kondisi baik 
dan laik 
fungsi 

20,00
% 

47,77% 
238,8
5% 

11,00
% 

11,00% 
100,0
0% 

Capaian 
stabil 
sesuai 
target. 

Meningkatn
ya 
kemantapan 
jalan 

Tingkat 
Kemantapan 
Jalan 
Kabupaten 

93,00
% 

83,18% 
89,44

% 
84,00

% 
84,89% 

101,0
6% 

Capaian 
meningkat 
signifikan; 
target 
2025 
terlampaui
. 
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SASARAN 
STRATEGI

S 

INDIKATOR 
SASARAN 

2024 Tingk
at 

Capai
an 

2025 Tingk
at 

Capai
an 

Perbandi
ngan TARG

ET 
REALIS

ASI 
TARG

ET 
REALIS

ASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Meningkatn
ya 
kapasitas 
penyelengg
araan jasa 
konstruksi 

Rasio tenaga 
operator 
/teknisi 
/analis yang 
memiliki 
sertifikat 
kompetensi 

38,00
% 

51,06% 
134,3
7% 

52,00
% 

60,70% 
116,7
3% 

Capaian 
tetap 
tinggi; 
melampau
i target. 

Meningkatn
ya 
kesesuaian 
pembangun
an 
infrastruktur 
dengan 
rencana 
tata ruang 

Persentase 
pembanguna
n daerah 
yang selaras 
dengan 
RTRW 

100,0
0% 

100,00
% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,00
% 

100,0
0% 

Capaian 
tetap 
100%; 
konsisten. 

  

Persentase 
wilayah 
kecamatan 
yang telah 
dilengkapi 
dengan 
RDTR 

5,56% 5,56% 
100,0
0% 

5,56% 5,56% 
100,0
0% 

Capaian 
stabil 
sesuai 
target. 

Meningkatn
ya Kualitas 
Tata Kelola 
Penunjang 
Pencapaian 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

82 82,15 
100,1
8% 

82,5 83,54 
101,2
6% 

Capaian 
meningkat
; nilai 
melampau
i target. 

 

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025, secara 

umum terdapat kecenderungan peningkatan dan stabilitas kinerja pada sebagian 

besar indikator sasaran strategis Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto. 

Pada sasaran pengelolaan infrastruktur sumber daya air, capaian tetap konsisten 

sebesar 100% pada kedua tahun. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh daerah irigasi 

kewenangan kabupaten telah terlayani jaringan irigasi sesuai target yang ditetapkan. 

Stabilitas capaian ini mencerminkan keberlanjutan fungsi layanan irigasi melalui 

kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi rutin. 

Untuk sasaran akses air minum (SPAM), terjadi peningkatan tingkat capaian dari 

99,98% pada tahun 2024 menjadi 100,86% pada tahun 2025. Realisasi yang 

melampaui target menunjukkan adanya optimalisasi pelayanan dan perluasan akses 
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rumah tangga terhadap air minum, baik melalui jaringan perpipaan maupun non-

perpipaan terlindungi. 

Pada sasaran penyediaan sarana pengelolaan sampah, capaian meningkat 

signifikan dari 95,40% menjadi 109,00%. Kondisi ini menunjukkan percepatan 

penyediaan TPS/TPST/TPS3R di tingkat desa sehingga target tahun 2025 berhasil 

terlampaui. 

Untuk akses layanan pengolahan air limbah domestik, capaian relatif stabil dan 

mendekati target penuh, yakni 99,68% pada tahun 2024 dan 99,91% pada tahun 2025. 

Meskipun belum mencapai 100%, selisih yang sangat kecil menunjukkan bahwa 

cakupan layanan sudah sangat tinggi. 

Pada sasaran kualitas pengelolaan banjir dan drainase perkotaan, capaian tahun 

2024 dan 2025 sama-sama sedikit melampaui target (di atas 100%). Hal ini 

menunjukkan konsistensi dalam pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase 

lingkungan. 

Sebaliknya, pada sasaran kualitas penataan bangunan gedung, terjadi penurunan 

capaian yang signifikan. Tahun 2024 menunjukkan capaian sangat tinggi (238,85%), 

sedangkan pada tahun 2025 terealisasi sebesar (100%). Perbedaan ini 

mengindikasikan adanya faktor administratif dan penyesuaian metode pengukuran 

atau proses verifikasi data yang mempengaruhi pencatatan realisasi tahun berjalan. 

Untuk kemantapan jalan kabupaten, terjadi peningkatan signifikan. Tahun 2024 

capaian masih di bawah target (71,68%), sedangkan pada tahun 2025 meningkat 

menjadi 101,06% sehingga target terlampaui. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan 

intervensi penanganan jalan prioritas. 

Pada sasaran kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi, capaian tetap tinggi dan 

melampaui target pada kedua tahun, yakni 134,37% pada 2024 dan 116,73% pada 

2025. Hal ini menunjukkan keberhasilan program fasilitasi sertifikasi tenaga 

konstruksi. 

Sasaran kesesuaian pembangunan dengan RTRW menunjukkan capaian konsisten 

100% pada kedua indikator (keselarasan RTRW dan cakupan RDTR). Hal ini 

menandakan bahwa seluruh pembangunan infrastruktur telah mengacu pada 

dokumen tata ruang yang berlaku. 

Terakhir, pada sasaran kualitas tata kelola perangkat daerah, nilai SAKIP 

mengalami peningkatan dari 82,15 pada tahun 2024 menjadi 83,54 pada tahun 2025, 

dengan tingkat capaian di atas 100%. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam sistem 

perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. 
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b. Level Program 

Realisasi kinerja Tahun 2025 perlu dianalisis secara komprehensif dengan 

membandingkannya terhadap capaian tahun-tahun sebelumnya guna memperoleh 

gambaran tren, konsistensi, dan arah perkembangan kinerja pada level program. 

Perbandingan ini tidak hanya bertujuan untuk menilai tingkat keberlanjutan hasil 

pembangunan, tetapi juga untuk mengidentifikasi dinamika perubahan kebijakan, 

kapasitas fiskal, serta efektivitas pelaksanaan program dari waktu ke waktu. 

Mengingat Tahun 2025 merupakan tahun awal periode perencanaan Renstra 2025–

2029 sekaligus masa transisi dari periode sebelumnya, maka evaluasi komparatif ini 

menjadi penting sebagai dasar penguatan strategi, penajaman intervensi program, 

serta penetapan langkah perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.  

Perbandingan realisasi kumulatif kinerja program terhadap target akhir renstra 2021-

2026 disajikan pada tabel berikut : 

Tabel III.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Program terhadap renstra 2021-2026 

Sasaran 
Program 

Indikator 
Program 

Sat
uan 

Realisasi Targe
t 

Akhir 
Renst

ra 

Prog
ress 
Capa
ian 

2021 2022 2023 2024 2025 

Meningkatkan 
kualitas 
infrastruktur 
Sumber Daya 
Air 

Persentas
e Panjang 
Jaringan 
Irigasi 
(Primer, 
Sekunder, 
Tersier) 
dalam 
Kondisi 
Baik 

% 43,18 44,09 56,70 65,12 66,67 81,00 82% 

Meningkatkan 
pengelolaan 
dan 
pengembangan 
Sistem 
Penyediaan Air 
Minum 

Jumlah 
kumulatif 
masyaraka
t yang 
rumah 
tangga 
yang 
mendapat
kan akses 
terhadap 
air minum 
melalui 
SPAM 
jaringan 
perpipaan 
dan bukan 
jaringan 
perpipaan 

KK 30896
8 

315.6
47,00 

323.8
52,00 

329.4
26,00 

338.9
27,77 

349.8
72,00 

97% 
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Sasaran 
Program 

Indikator 
Program 

Sat
uan 

Realisasi Targe
t 

Akhir 
Renst

ra 

Prog
ress 
Capa
ian 

2021 2022 2023 2024 2025 

terlindungi 
di dalam 
sebuah 
kabupaten 

Meningkatnya 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 
pengelolaan 
sampah 

Persentas
e 
TPS/TPST
/TPS3R 
yang 
berkualitas 

% 4,61 6,58 8,88 9,54 10,86 18,00 60% 

Meningkatkan 
pengelolaan 
dan 
pengembangan 
Sistem Air 
Limbah 

Jumlah 
rumah dgn 
akses unit 
pengolaha
n 
setempat 
dan jumlah 
rumah dgn 
akses 
sambunga
n rumah 
untuk 
kegiatan 
pemenuha
n 
pelayanan 
dasar 
mengguna
kan 
SPALD-S 
dan 
SPALD-T 

Ru
mah 

317.6
54,00 

318.7
98,00 

322.5
11,00 

342.4
51,00 

343.2
41,00 

283.9
55,00 

121% 

Meningkatkan 
ketersediaan 
Sistem 
pengelolaan 
Drainase 

Persentas
e Drainase 
yang 
Terhubung 
Langsung 
dengan 
Sungai  

% 10,86 11,39 18,56 20,56 21,05 18,00 117% 

Meningkatnya 
bangunan 
gedung instansi 
pemerintah 
yang laik fungsi 

Rasio 
bangunan 
gedung 
instansi 
pemerinta
h yang laik 
fungsi 

% 91,5 92,45 93,50 96,00 96,5 100,0
0 

97% 

Meningkatnya 
bangunan 
gedung sesuai 
RTBL 

Persentas
e 
bangunan 
gedung 
sesuai 
RTBL 

% 0 0,00 0,00 8,00 9,00 10,00 90% 

Meningkatnya 
jalan dan 
jembatan 

Persentas
e Jalan 
Kabupaten 

% 75,92 77,24 78,66 66,60 71,06 61,00 116% 
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Sasaran 
Program 

Indikator 
Program 

Sat
uan 

Realisasi Targe
t 

Akhir 
Renst

ra 

Prog
ress 
Capa
ian 

2021 2022 2023 2024 2025 

kabupaten 
kondisi baik 

Kondisi 
Baik 

  Persentas
e 
Jembatan 
Kondisi 
Baik 

% 55,68 55,85 59,80 60,77 61,85 56,00 110% 

Meningkatnya 
Badan Usaha 
yang memiliki 
tenaga kerja 
konstruksi 
bersertifikat 
terampil 

Persentas
e Badan 
Usaha 
yang 
memiliki 
tenaga 
kerja 
kontruksi 
bersertifika
t terampil 

% 0 4,15 6,23 8,75 10,48 8,00 131% 

Mempertahank
an kesesuaian 
pembangunan/
peningkatan  
kualitas 
infrastruktur 
dengan 
rencana tata 
ruang 

Persentas
e 
kesesuaia
n 
pembangu
nan 
dengan 
rencana 
tata ruang 

% 100 100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

100 100,0
0 

100% 

Meningkatnya 
kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Indeks 
Profesiona
litas ASN 

Nilai - 41,71 88,22 83,05 84,15 80,00 105% 

  Persentas
e Realisasi 
Anggaran 
Perangkat 
Daerah 

% 80,71 84,65 84,61 88,25 87,77 90,00 98% 

  Nilai 
SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

Nilai 81,36 83,92 81,37 82,15 83,54 84,00 99% 

  

Jumlah 
inovasi 
yang 
terinternali
sasi dan 
tersosialis
asi serta 
berkelanjut
an 

inov
asi 

1 1 2 2 2 1,00 200% 

Berdasarkan tabel realisasi kinerja program periode 2021–2025, secara umum 

capaian menunjukkan tren peningkatan yang progresif pada sebagian besar indikator, 

dengan beberapa indikator telah melampaui target akhir Renstra dan sebagian lainnya 

masih memerlukan percepatan. 
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1. Sumber Daya Air/Irigasi 

Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik meningkat signifikan dari 

43,18% pada Tahun 2021 menjadi 66,67% pada Tahun 2025. Capaian ini telah 

mencapai 82% dari target akhir Renstra sebesar 81%. Peningkatan yang konsisten 

sejak Tahun 2023 menunjukkan efektivitas strategi rehabilitasi dan pemeliharaan 

jaringan irigasi secara bertahap. Meskipun belum mencapai target akhir secara 

penuh, tren pertumbuhan menunjukkan arah yang positif dan realistis untuk dicapai 

pada sisa periode perencanaan. 

2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jumlah kumulatif rumah tangga yang memperoleh akses air minum meningkat dari 

308.968 KK pada Tahun 2021 menjadi 338.927,77 KK pada Tahun 2025. Dengan 

target akhir 349.872 KK, progres capaian telah mencapai 97%. Kenaikan yang 

relatif stabil tiap tahun menunjukkan keberlanjutan pengembangan SPAM 

perpipaan maupun non-perpipaan terlindungi. Indikator ini berada pada jalur yang 

sangat baik menuju pencapaian target akhir. 

3. Pengelolaan Sampah 

Persentase TPS/TPST/TPS3R berkualitas meningkat dari 4,61% pada Tahun 2021 

menjadi 10,86% pada Tahun 2025. Namun demikian, dibandingkan target akhir 

18%, progres baru mencapai 60%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat 

peningkatan bertahap, akselerasi masih diperlukan, terutama dalam peningkatan 

kualitas sarana serta penguatan kelembagaan pengelola di tingkat desa/kelurahan. 

4. Sistem Air Limbah 

Jumlah rumah dengan akses layanan SPALD-S dan SPALD-T meningkat dari 

317.654 unit pada Tahun 2021 menjadi 343.241 unit pada Tahun 2025. Capaian ini 

telah melampaui target akhir Renstra sebesar 283.955 rumah, dengan progres 

121%. Hal ini menunjukkan keberhasilan program sanitasi dalam memenuhi 

pelayanan dasar, sekaligus menjadi salah satu indikator dengan performa terbaik. 

5. Sistem Drainase 

Persentase drainase yang terhubung langsung dengan sungai meningkat dari 

10,86% menjadi 21,05% pada Tahun 2025, melampaui target akhir 18% dengan 

progres 117%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan intervensi peningkatan 

konektivitas sistem drainase dalam mendukung pengendalian genangan dan banjir. 
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6. Bangunan Gedung 

Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi meningkat konsisten 

dari 91,5% menjadi 96,5% pada Tahun 2025. Dengan target akhir 100%, progres 

telah mencapai 97%. Hal ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengawasan 

dan pemenuhan standar laik fungsi bangunan pemerintah. 

Sementara itu, persentase bangunan gedung sesuai RTBL menunjukkan 

peningkatan dari 0% (2021–2023) menjadi 9% pada Tahun 2025. Dengan target 

akhir 10%, progres mencapai 90%, menandakan percepatan signifikan sejak Tahun 

2024 setelah tersedianya dokumen dan implementasi kebijakan penataan 

bangunan berbasis RTBL. 

7. Jalan dan Jembatan 

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami fluktuasi, dari 75,92% 

pada Tahun 2021, meningkat hingga 78,66% pada Tahun 2023, kemudian turun 

pada Tahun 2024 menjadi 66,60%, dan kembali meningkat menjadi 71,06% pada 

Tahun 2025. Dibandingkan target akhir 61%, capaian telah mencapai 116%. 

Meskipun sempat terjadi penurunan akibat faktor eksternal dan keterbatasan fiskal, 

secara kumulatif indikator ini telah melampaui target akhir. 

Persentase jembatan kondisi baik meningkat dari 55,68% menjadi 61,85% pada 

Tahun 2025, melampaui target akhir 56% dengan progres 110%. Stabilitas 

peningkatan menunjukkan konsistensi pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan. 

8. Jasa Konstruksi 

Persentase badan usaha yang memiliki tenaga kerja konstruksi bersertifikat 

terampil meningkat dari 0% pada Tahun 2021 menjadi 10,48% pada Tahun 2025. 

Dengan target akhir 8%, progres mencapai 131%. Hal ini menunjukkan 

keberhasilan pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan kepatuhan terhadap 

regulasi kompetensi tenaga kerja. 

9. Kesesuaian Tata Ruang 

Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang konsisten pada 

angka 100% sepanjang periode 2021–2025, sesuai dengan target akhir Renstra. 

Capaian ini menunjukkan konsistensi pengendalian pemanfaatan ruang. 

10. Kinerja Perangkat Daerah 

Indeks Profesionalitas ASN meningkat signifikan sejak 2022 dan pada Tahun 2025 

mencapai 84,15, melampaui target akhir 80 dengan progres 105%. Hal ini 

mencerminkan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur. 
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Persentase realisasi anggaran meningkat dari 80,71% (2021) menjadi 87,77% 

(2025). Dengan target akhir 90%, progres telah mencapai 98%, menunjukkan 

pengelolaan anggaran yang semakin optimal. 

Nilai SAKIP perangkat daerah menunjukkan tren peningkatan dari 81,36 (2021) 

menjadi 83,54 (2025). Dengan target akhir 84,00, progres telah mencapai 99%, 

mencerminkan penguatan tata kelola berbasis kinerja. 

Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan berkelanjutan meningkat dari 1 inovasi 

menjadi 2 inovasi, melampaui target akhir 1 inovasi (200%). Hal ini menunjukkan 

komitmen terhadap pengembangan inovasi layanan publik. 

 

Sedangkan untuk periode perencanaan 2025-2029, berikut kami sajikan tabel 

perbandingannya : 

 

Tabel III.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Program terhadap renstra 2025-2029 

SASARAN 
PROGRAM 

INDIKATOR PROGRAM 
Realisasi Target Akhir 

RENSTRA 
Progres 
Capaian 2024 2025 

Meningkatnya 
ketersediaan dan 
kontinuitas suplai air 
irigasi 

Persentase jaringan 
irigasi dalam kondisi baik 
dan berfungsi 

65% 65,33% 73% 89,49% 

Terpenuhinya 
kebutuhan dasar air 
minum masyarakat 

Persentase rumah 
tangga memperoleh 
akses air minum 

95,48% 96,32% 100% 96,32% 

Lingkungan bersih dan 
berkelanjutan 

Persentase desa yang 
memiliki sarana 
pengelolaan sampah 
sesuai standar 

9,54% 10,90% 15% 72,67% 

Terjaganya kualitas 
lingkungan dan 
kesehatan masyarakat 

Persentase rumah 
tangga yang 
memperoleh layanan 
SPAL yang layak 

99,68% 99,91% 100% 99,91% 

Berkurangnya 
genangan dan banjir 
di kawasan 
permukiman 

Persentase kawasan 
dengan sistem drainase 
yang berfungsi baik 

20,05% 21,05% 26% 80,96% 

Terwujudnya 
bangunan aman dan 
berfungsi sesuai 
peruntukannya 

Persentase bangunan 
gedung yang memiliki 
PBG dan SLF 

48% 48% 16% 300,00% 

Meningkatnya 
persentase jalan 
kabupaten dalam 
kondisi baik 

Persentase peningkatan 
jalan baik terhadap total 
jalan kabupaten 

66,66% 71,06% 89% 79,84% 

Meningkatnya 
profesionalitas SDM 
jasa konstruksi 

Persentase peningkatan 
SDM jasa konstruksi 
bersertifikat 

30,81% 51,06% 57% 89,58% 
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SASARAN 
PROGRAM 

INDIKATOR PROGRAM 
Realisasi Target Akhir 

RENSTRA 
Progres 
Capaian 2024 2025 

Meningkatnya 
kepatuhan 
pembangunan 
terhadap tata ruang 

Persentase kegiatan 
pembangunan yang 
sesuai dengan RTRW 

100% 100% 100% 100,00% 

Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Umum dan 
Kepegawaian serta 
Perencanaan dan 
Keuangan 

 
Persentase Realisasi 
Anggaran PD 

88,25% 87,77% 91,50% 95,92% 

 
Nilai IKM PD 85,4 86 87,7 98,06% 

 

Berdasarkan perbandingan realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 terhadap target 

akhir Renstra, secara umum kinerja program menunjukkan tren yang positif dengan 

sebagian besar indikator berada pada jalur yang sesuai, bahkan beberapa telah 

melampaui target akhir. 

1. Ketersediaan dan Kontinuitas Suplai Air Irigasi 

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi meningkat dari 65% 

pada Tahun 2024 menjadi 65,33% pada Tahun 2025. Dengan target akhir Renstra 

sebesar 73%, progres capaian telah mencapai 89,49%. Kenaikan ini menunjukkan 

keberlanjutan program rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, meskipun 

percepatan masih diperlukan untuk mencapai target optimal pada akhir periode 

perencanaan. 

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Air Minum 

Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum meningkat dari 

95,48% menjadi 96,32% pada Tahun 2025. Dengan target akhir 100%, progres 

telah mencapai 96,32%. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan dasar air minum 

telah mendekati universal access, dengan tantangan utama berada pada wilayah 

dengan keterbatasan geografis atau kepadatan rendah. 

3. Pengelolaan Sampah Berkelanjutan 

Persentase desa yang memiliki sarana pengelolaan sampah sesuai standar 

meningkat dari 9,54% pada Tahun 2024 menjadi 10,90% pada Tahun 2025. 

Dibandingkan target akhir 15%, progres capaian mencapai 72,67%. Meskipun 

menunjukkan peningkatan, indikator ini masih memerlukan percepatan melalui 

penguatan sarana TPS3R dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola di 

tingkat desa. 
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4. Layanan Air Limbah 

Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan SPAL layak meningkat dari 

99,68% menjadi 99,91%. Dengan target akhir 100%, progres telah mencapai 

99,91%. Indikator ini menunjukkan kinerja sangat baik dan hampir mencapai target 

maksimal, mencerminkan keberhasilan program sanitasi dasar. 

5. Sistem Drainase dan Pengendalian Genangan 

Persentase kawasan dengan sistem drainase berfungsi baik meningkat dari 20,05% 

menjadi 21,05%. Dengan target akhir 26%, progres capaian sebesar 80,96%. Hal 

ini menunjukkan bahwa intervensi drainase telah memberikan dampak, namun 

masih diperlukan penguatan integrasi jaringan dan penanganan kawasan rawan 

genangan. 

6. Bangunan Gedung dengan PBG dan SLF 

Persentase bangunan gedung yang memiliki PBG dan SLF tercatat 48% pada 

Tahun 2024 dan tetap 48% pada Tahun 2025. Dengan target akhir Renstra sebesar 

16%, progres mencapai 300%. Capaian ini secara kuantitatif telah melampaui target 

akhir secara signifikan, yang dapat disebabkan oleh penyesuaian baseline awal 

Renstra atau percepatan implementasi regulasi perizinan bangunan berbasis PBG 

dan SLF. 

7. Jalan Kabupaten Kondisi Baik 

Persentase jalan kabupaten kondisi baik meningkat dari 66,66% pada Tahun 2024 

menjadi 71,06% pada Tahun 2025. Dibandingkan target akhir 89%, progres capaian 

sebesar 79,84%. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan 

kualitas jalan, namun tetap memerlukan dukungan anggaran berkelanjutan untuk 

mencapai target akhir. 

8. Profesionalitas SDM Jasa Konstruksi 

Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi bersertifikat naik signifikan dari 

30,81% menjadi 51,06% pada Tahun 2025. Dengan target akhir 57%, progres telah 

mencapai 89,58%. Hal ini menunjukkan efektivitas program pembinaan dan 

fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi. 

9. Kepatuhan terhadap Tata Ruang 

Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW konsisten pada 

angka 100% pada Tahun 2024 dan 2025, sesuai target akhir Renstra. Hal ini 

mencerminkan konsistensi pengendalian pemanfaatan ruang dan kepatuhan 

terhadap dokumen tata ruang yang berlaku. 
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10. Kualitas Pelayanan Umum dan Tata Kelola 

Persentase realisasi anggaran perangkat daerah sedikit menurun dari 88,25% 

menjadi 87,77%. Dengan target akhir 91,50%, progres mencapai 95,92%. 

Meskipun terdapat penurunan tipis, kinerja penyerapan anggaran tetap dalam 

kategori baik. 

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dari 85,4 menjadi 86 pada 

Tahun 2025. Dengan target akhir 87,7, progres telah mencapai 98,06%. Hal ini 

menunjukkan peningkatan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan. 

 

III.2.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi tahun 2025-2029 

 

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Renstra 2025-2029 

No 
Kinerja 

Utama/Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

Tingkat 
Kemajuan 

1 Meningkatnya 
pengelolaan 
infrastruktur sumber 
daya air 

Rasio luas daerah 
irigasi yang dilayani 
jaringan irigasi 

100,00% 100,00% 
100,00% 
(Sesuai 
Target) 

2 Meningkatnya 
akses terhadap air 
minum (SPAM) 

Persentase rumah 
tangga mendapatkan 
akses air minum 

100,00% 96,32% 

96,32% 
(Mendekati 
Target) 

3 Meningkatnya 
penyediaan sarana 
pengelolaan 
sampah 

Persentase desa 
tersedia 
TPS/TPST/TPS3R 

15,00% 10,90% 
72,67% (Perlu 
Akselerasi) 

4 Meningkatnya 
akses layanan 
pengolahan air 
limbah domestik 

Persentase rumah 
tangga memperoleh 
layanan air limbah 

100,00% 99,91% 
99,91% 
(Mendekati 
Target) 

5 Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan banjir 

Persentase wilayah 
dilengkapi sistem 
drainase kondisi baik 

26,00% 21,05% 
80,96% (Perlu 
Peningkatan 
Bertahap) 

6 Meningkatnya 
kualitas penataan 
bangunan gedung 

Rasio bangunan 
kondisi baik dan laik 
fungsi 

16,00% 11,00% 
68,75% (Perlu 
Percepatan) 

7 
Meningkatnya 
kemantapan jalan 

Tingkat Kemantapan 
Jalan Kabupaten 

89,00% 84,89% 
95,38% 
(Mendekati 
Target) 



94 

 

No 
Kinerja 

Utama/Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

Tingkat 
Kemajuan 

8 Meningkatnya 
kapasitas 
penyelenggaraan 
jasa konstruksi 

Rasio tenaga 
bersertifikat 
kompetensi 

57,00% 60,70% 
106,49% 
(Melampaui 
Target) 

9 Meningkatnya 
kesesuaian 
pembangunan 
dengan RTRW 

Persentase 
pembangunan 
selaras RTRW 

100,00% 100,00% 
100,00% 
(Sesuai 
Target) 

  

  
Persentase 
kecamatan 
dilengkapi RDTR 

33,33% 5,56% 

16,68% 
(Masih 
Sangat 
Rendah) 

10 
Meningkatnya 
Kualitas Tata Kelola 

Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

84 83,54 
99,45% 
(Mendekati 
Target) 

 

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir 

Renstra 2025–2029, secara umum posisi capaian menunjukkan kondisi yang relatif 

progresif, dengan sebagian indikator telah sesuai atau mendekati target akhir, 

sementara beberapa indikator lainnya masih memerlukan akselerasi dan intervensi 

strategis. 

Pada sasaran pengelolaan infrastruktur sumber daya air, capaian telah mencapai 

100% dan sesuai dengan target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh 

daerah irigasi kewenangan kabupaten telah terlayani jaringan irigasi secara optimal. 

Dengan kondisi ini, fokus lima tahun ke depan diarahkan pada menjaga kualitas 

layanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi. 

Untuk sasaran akses terhadap air minum (SPAM), realisasi 2025 sebesar 96,32% 

atau 96,32% dari target akhir. Capaian ini tergolong mendekati target dan 

menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga telah memperoleh akses air 

minum. Upaya percepatan masih diperlukan untuk menjangkau sisa wilayah yang 

belum terlayani serta memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan. 

Pada sasaran penyediaan sarana pengelolaan sampah, tingkat kemajuan baru 

mencapai 72,67% dari target akhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi 

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, cakupan desa yang memiliki 

TPS/TPST/TPS3R masih memerlukan percepatan pembangunan sarana dan 

penguatan aspek operasional di tingkat desa. 

Sasaran akses layanan pengolahan air limbah domestik telah mencapai 99,91% 

dari target akhir. Capaian ini menunjukkan kondisi yang sangat mendekati target dan 
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secara substansial telah memenuhi sasaran Renstra. Tantangan ke depan lebih pada 

menjaga kualitas layanan dan konsistensi data. 

Pada sasaran kualitas pengelolaan banjir dan drainase perkotaan, tingkat 

kemajuan mencapai 80,96% dari target akhir. Angka ini menunjukkan progres yang 

cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan bertahap untuk mencapai target 

26% pada akhir periode. Intervensi pembangunan dan rehabilitasi drainase perlu terus 

diprioritaskan. 

Sasaran kualitas penataan bangunan gedung menunjukkan tingkat kemajuan 

sebesar 68,75%. Capaian ini relatif masih rendah dibandingkan target akhir, sehingga 

memerlukan percepatan pendataan, pengawasan, serta implementasi PBG dan SLF 

secara lebih optimal pada periode berjalan. 

Pada sasaran kemantapan jalan kabupaten, capaian telah mencapai 95,38% dari 

target akhir. Posisi ini tergolong mendekati target dan menunjukkan bahwa tingkat 

kemantapan jalan berada pada kondisi yang cukup baik. Upaya preservasi dan 

pemeliharaan rutin menjadi kunci untuk menjaga stabilitas capaian hingga akhir 

periode. 

Untuk sasaran kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi, capaian telah 

melampaui target akhir dengan tingkat kemajuan sebesar 106,49%. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah tenaga bersertifikat kompetensi telah melebihi target yang 

ditetapkan dalam Renstra, sehingga kebijakan ke depan dapat difokuskan pada 

peningkatan kualitas dan spesialisasi kompetensi. 

Pada sasaran kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang, indikator 

keselarasan RTRW telah mencapai 100% dan sesuai target akhir. Namun demikian, 

indikator cakupan RDTR baru mencapai 16,68% dari target akhir, yang menunjukkan 

bahwa penyusunan RDTR masih menjadi pekerjaan rumah strategis dalam periode 

2025–2029 dan memerlukan dukungan anggaran serta percepatan proses 

perencanaan. 

Terakhir, pada sasaran kualitas tata kelola perangkat daerah, nilai SAKIP telah 

mencapai 99,45% dari target akhir. Posisi ini sangat mendekati target dan 

menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja perangkat daerah telah berjalan 

dengan baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai nilai optimal. 

Evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto 

dalam periode perencanaan 2021–2026 menunjukkan capaian yang secara umum 

progresif, khususnya pada indikator layanan dasar infrastruktur. Namun demikian, 
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terdapat variasi capaian antar indikator yang menjadi dasar perumusan strategi pada 

periode Renstra 2025–2029. 

 

III.2.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan 

 

a. Analisis Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja 

Selama periode 2021–2026, beberapa indikator menunjukkan stabilitas bahkan 

peningkatan signifikan. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang 

dilayani jaringan irigasi berhasil dipertahankan pada angka 100%. Keberhasilan ini 

terutama disebabkan oleh konsistensi pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jaringan 

irigasi berbasis prioritas tingkat kerusakan. Pendekatan preservasi terbukti lebih 

efisien dibandingkan pembangunan baru, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih 

terkendali namun tetap menghasilkan capaian optimal. 

Akses terhadap air minum (SPAM) dan layanan pengolahan air limbah domestik juga 

menunjukkan peningkatan hingga mendekati target universal. Faktor keberhasilan 

utamanya meliputi optimalisasi SPAM eksisting, dukungan Dana Alokasi Khusus 

(DAK), serta integrasi data rumah tangga penerima manfaat. Efisiensi dicapai melalui 

kombinasi pembiayaan pusat dan daerah serta pendekatan bertahap dalam ekspansi 

layanan. 

Pada sektor jasa konstruksi, rasio tenaga operator/teknisi/analis bersertifikat 

kompetensi bahkan melampaui target akhir Renstra. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh 

pola fasilitasi sertifikasi berbasis kolaborasi dengan lembaga kompetensi, yang relatif 

lebih hemat dibanding penyelenggaraan pelatihan konvensional penuh. Peningkatan 

regulasi nasional terkait kompetensi tenaga konstruksi juga mendorong percepatan 

capaian indikator ini. 

Dari aspek tata kelola, nilai SAKIP perangkat daerah menunjukkan tren peningkatan, 

mencerminkan perbaikan sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. 

Penguatan cascading kinerja individu serta integrasi perencanaan dan penganggaran 

berbasis kinerja menjadi faktor pendukung utama. 

Memasuki periode 2025–2029, capaian Tahun 2025 menjadi baseline yang relatif kuat 

untuk sebagian besar indikator tersebut. Fokus kebijakan bergeser dari sekadar 

peningkatan kuantitatif menjadi penguatan kualitas layanan, keberlanjutan sistem, dan 

ketahanan infrastruktur terhadap risiko lingkungan. 
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b. Analisis Penurunan atau Belum Optimalnya Capaian 

Meskipun terdapat keberhasilan, beberapa indikator dalam periode 2021–2026 belum 

mencapai target optimal atau mengalami fluktuasi. 

 

Pada sektor kemantapan jalan, capaian sempat mengalami penurunan sebelum 

kembali meningkat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah, 

kenaikan harga material konstruksi, serta kerusakan akibat curah hujan ekstrem dan 

beban kendaraan berat. Program Penyelenggaraan Jalan terdampak oleh dinamika 

ini. Solusi yang dilakukan meliputi penanganan berbasis prioritas ruas kritis, 

penguatan pengawasan mutu pekerjaan, dan pendekatan rehabilitasi bertahap. 

Pada sektor penataan bangunan gedung, perubahan regulasi dari IMB menjadi PBG 

serta implementasi SLF menyebabkan penyesuaian sistem pengukuran dan verifikasi 

administratif. Hal ini berdampak pada fluktuasi capaian indikator rasio bangunan laik 

fungsi. Efisiensi belum optimal karena sistem pendataan belum sepenuhnya 

terintegrasi secara digital. 

Cakupan RDTR merupakan indikator dengan tingkat kemajuan terendah. Penyebab 

utama meliputi proses penyusunan teknis yang panjang, kebutuhan persetujuan 

substansi dari pemerintah pusat, biaya penyusunan yang relatif besar, serta 

keterbatasan tenaga perencana tata ruang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan 

bukan semata pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada kompleksitas regulasi dan 

tata kelola. 

Pada penyediaan TPS/TPST/TPS3R, capaian meningkat namun belum optimal 

terhadap target akhir. Keterbatasan lahan, kapasitas kelembagaan pengelola di 

tingkat desa, serta keberlanjutan operasional menjadi faktor penghambat utama. 

Memasuki periode 2025–2029, indikator-indikator tersebut menjadi fokus akselerasi 

dengan strategi yang lebih terarah dan berbasis roadmap tahunan. 

 

c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Secara umum, periode 2021–2026 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya 

yang cukup baik, terutama pada sektor irigasi, SPAM, dan jasa konstruksi. Pendekatan 

pemeliharaan preventif, prioritisasi kegiatan berbasis tingkat urgensi, serta 

pemanfaatan dana transfer pusat berkontribusi terhadap efisiensi anggaran. 

Namun, pada sektor RDTR dan bangunan gedung, efisiensi relatif belum optimal 

karena ketergantungan pada proses teknis dan administratif eksternal yang 

memerlukan waktu dan biaya tambahan. 



98 

 

Dari sisi sumber daya manusia, penguatan manajemen kinerja melalui sistem SAKIP 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Meski demikian, kebutuhan tenaga 

teknis khusus, terutama pada bidang tata ruang dan pengawasan bangunan, masih 

menjadi tantangan. 

 

Pada periode 2025–2029, efisiensi diarahkan pada digitalisasi sistem perizinan dan 

perencanaan, integrasi data berbasis dashboard kinerja, serta penguatan monitoring 

berbasis teknologi informasi. 

 

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang atau Menghambat 

Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan dan Pengembangan SPAM, 

serta Pengembangan Jasa Konstruksi terbukti menjadi program yang paling konsisten 

menunjang keberhasilan indikator strategis. 

Sebaliknya, Program Penataan Ruang dan Program Penataan Bangunan Gedung 

memerlukan penguatan struktural dan administratif agar dapat mempercepat capaian 

indikator. Program Bina Marga juga memerlukan stabilitas pembiayaan untuk menjaga 

kemantapan jalan secara berkelanjutan. 

 

e. Rencana Tindak Lanjut dan Strategi 2026–2029 

Berdasarkan evaluasi dua periode perencanaan tersebut, arah tindak lanjut 

difokuskan pada: 

1. Strategi Percepatan 

 Penyusunan roadmap RDTR berbasis kawasan prioritas. 

 Digitalisasi sistem PBG dan SLF. 

 Skema kolaboratif pengelolaan TPS3R antar desa. 

 Preservasi jalan berbasis siklus hidup infrastruktur. 

2. Strategi Konsolidasi 

 Pemeliharaan rutin irigasi dan drainase. 

 Penguatan kualitas layanan SPAM dan sanitasi. 

 Monitoring berbasis risiko terhadap dampak perubahan iklim. 

3. Strategi Penguatan Tata Kelola 

 Penyempurnaan cascading kinerja individu. 

 Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis outcome. 

 Pengembangan dashboard monitoring indikator strategis. 
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 Evaluasi kinerja triwulanan yang lebih terukur. 

 

III.3 Prestasi Kinerja Lainnya 

Subbab ini menyajikan perbandingan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dengan capaian kinerja pada tingkat nasional 

maupun standar umum yang berlaku. Perbandingan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui posisi (level) kinerja perangkat daerah dalam konteks yang lebih luas, 

sekaligus memberikan gambaran objektif mengenai daya saing kinerja pelayanan 

infrastruktur dan tata kelola yang telah dicapai. 

Selain capaian indikator sektoral infrastruktur, peningkatan kualitas tata kelola kinerja 

perangkat daerah merupakan salah satu prestasi penting yang dicapai Dinas PUPR 

Kabupaten Mojokerto dalam periode perencanaan 2021–2026 dan menjadi fondasi 

kuat memasuki Renstra 2025–2029. 

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

nilai SAKIP Dinas PUPR menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada akhir 

periode Renstra 2021–2026, nilai SAKIP tercatat sebesar 82,15, dan pada Tahun 

2025 meningkat menjadi 83,54. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025–

2029 sebesar 84,00, maka tingkat kemajuan telah mencapai 99,45%, yang 

menunjukkan posisi sangat mendekati target akhir periode. 

Dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi dan 

tingkat kemajuan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Mojokerto, diperlukan analisis komparatif terhadap capaian indikator yang relevan 

dengan target Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Perbandingan ini penting 

untuk menilai sejauh mana kontribusi kinerja daerah dalam mendukung pencapaian 

sasaran pembangunan nasional dan provinsi, khususnya pada sektor infrastruktur, 

layanan dasar, dan tata kelola pemerintahan. 

Analisis perbandingan dilakukan terhadap indikator-indikator strategis yang memiliki 

keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, serta indikator 

kinerja kementerian teknis terkait. Dengan demikian, capaian perangkat daerah tidak 

hanya dinilai dari perspektif internal Renstra Kabupaten, tetapi juga dalam konteks 

integrasi pembangunan lintas level pemerintahan. 

Secara umum, sebagian besar indikator layanan dasar seperti akses air minum, 

sanitasi, pengelolaan sumber daya air, dan kemantapan jalan merupakan indikator 

yang juga menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, capaian Kabupaten Mojokerto 
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perlu dianalisis dalam kerangka kontribusi terhadap target makro sektor infrastruktur 

pada tingkat provinsi dan nasional. 

Selain itu, perbandingan ini juga bertujuan untuk: 

 Mengidentifikasi kesenjangan (gap) capaian daerah terhadap target yang lebih 

tinggi. 

 Menilai tingkat keselarasan kebijakan dan efektivitas intervensi program. 

 Menentukan area yang memerlukan percepatan atau penguatan kolaborasi 

dengan pemerintah provinsi maupun pusat. 

 Mengukur daya saing dan posisi relatif Kabupaten Mojokerto dalam 

pembangunan infrastruktur regional. 

Hasil analisis komparatif ini diharapkan dapat memberikan dasar yang objektif dalam 

penyusunan strategi peningkatan kinerja pada periode Renstra 2025–2029, serta 

memperkuat argumentasi bahwa kebijakan dan program yang dijalankan telah selaras 

dengan arah pembangunan nasional dan provinsi. 

Berikut disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dengan capaian Provinsi dan Pemerintah 

Pusat pada indikator-indikator yang sejenis. 

Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi/Pusat 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 

Realisasi 
DPUPR 

Kab. 
Mojokerto 

Pembanding 
Provinsi/Pusat 

1 

Meningkatnya 
pengelolaan 
infrastruktur 
sumber daya air 

Rasio luas daerah 
irigasi kewenangan 
kabupaten yang 
dilayani jaringan irigasi 

100,00% 
Data nasional 
tidak terstandar 
kab/kota 

2 

Meningkatnya 
akses terhadap 
air minum 
(SPAM) 

Persentase rumah 
tangga yang 
memperoleh akses air 
minum 

96,32% 
Nasional ± 
91,72% 

3 

Meningkatnya 
penyediaan 
sarana 
pengelolaan 
sampah 

Persentase desa 
tersedia 
TPS/TPST/TPS3R 

10,90% 
Nasional belum 
tersedia indikator 
sejenis 

4 

Meningkatnya 
akses layanan 
pengolahan air 
limbah domestik 

Persentase rumah 
tangga layanan air 
limbah layak 

99,91% 
Nasional ± 80–
90% 
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 

Realisasi 
DPUPR 

Kab. 
Mojokerto 

Pembanding 
Provinsi/Pusat 

5 

Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
banjir 

Persentase kawasan 
dengan drainase 
kondisi baik 

21,05% 
Tidak tersedia 
data nasional 
setara 

6 
Meningkatnya 
kualitas penataan 
bangunan gedung 

Rasio bangunan 
gedung laik fungsi 

11,00% 
Belum ada 
standar nasional 
kuantitatif 

7 
Meningkatnya 
kemantapan jalan 

Tingkat kemantapan 
jalan kabupaten 

84,89% 

Rata-rata 
kabupaten 
nasional ± 75–
80% 

8 
Meningkatnya 
kapasitas jasa 
konstruksi 

Rasio tenaga 
konstruksi bersertifikat 

60,70% 
Nasional masih < 
60% 

9 

Meningkatnya 
Kesesuaian 
pembangunan 
dengan RTRW 

Persentase 
pembangunan selaras 
RTRW 

100,00% 
Nasional belum 
seluruh daerah 
100% 

10 

Meningkatnya 
Kualitas tata 
kelola perangkat 
daerah 

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

83,54 (A-) 
Rata-rata 
nasional PD: 
BB–A 

 

Berdasarkan hasil perbandingan kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara 

umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto 

berada pada level baik hingga sangat baik, bahkan pada beberapa indikator 

melampaui capaian nasional. 

Pada sektor air minum, capaian akses sebesar 96,32% lebih tinggi dibandingkan rata-

rata nasional yang masih berada di kisaran 91–92%. Hal ini menunjukkan keberhasilan 

pemerintah daerah dalam memperluas layanan SPAM melalui optimalisasi sistem 

eksisting serta pembangunan sarana air minum berbasis masyarakat. Kondisi serupa 

juga terlihat pada indikator air limbah domestik, di mana cakupan layanan mencapai 

99,91%, jauh melampaui rerata nasional yang masih berada pada kisaran 80–90%, 

sehingga mencerminkan tingkat pelayanan sanitasi yang sangat baik. 

Pada sektor sumber daya air, capaian rasio daerah irigasi terlayani sebesar 100% 

menunjukkan bahwa seluruh daerah irigasi kewenangan kabupaten telah terlayani 

jaringan irigasi. Meskipun tidak terdapat pembanding nasional yang setara, capaian 

ini mencerminkan kinerja optimal dalam pengelolaan infrastruktur irigasi daerah. 
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Sementara itu, indikator kemantapan jalan kabupaten sebesar 84,89% menunjukkan 

posisi Kabupaten Mojokerto berada di atas rata-rata nasional kabupaten/kota yang 

umumnya masih berada pada kisaran 75–80%. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan 

pembangunan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan telah berjalan efektif dan 

berkelanjutan. 

Dari sisi tata kelola, Nilai SAKIP sebesar 83,54 (kategori A-) menempatkan Dinas 

PUPR Kabupaten Mojokerto pada level kinerja yang lebih baik dibandingkan sebagian 

besar perangkat daerah secara nasional yang masih berada pada kategori BB. 

Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran berbasis 

kinerja, serta pelaporan dan evaluasi yang semakin berkualitas. 

Namun demikian, beberapa indikator seperti pengelolaan sampah, drainase 

lingkungan, dan bangunan gedung laik fungsi masih menunjukkan capaian yang relatif 

rendah apabila dilihat dari kebutuhan ideal pelayanan. Hal ini bukan menunjukkan 

kinerja yang buruk, melainkan dipengaruhi oleh luasnya kebutuhan layanan, 

keterbatasan anggaran, serta kewenangan lintas sektor yang memerlukan kolaborasi 

dengan perangkat daerah lain. 

Perbandingan ini menegaskan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto memiliki 

daya saing kinerja yang kuat, dengan beberapa indikator strategis telah melampaui 

capaian nasional, sekaligus memberikan dasar yang objektif untuk perumusan 

langkah peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. 

Selain perbandingan dengan provinsi/pusat berikut kami sajikan perbandingan kinerja 

SPM (Standar Pelayanan Minimal) Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana tabel 

berikut : 

Tabel III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan SPM 

No 
Jenis layanan 

SPM 
  Indikator Kinerja  Target 

SPM 
Realisasi  Capaian 

1 

Penyediaan 
Kebutuhan 
Pokok Air 
Minum Sehari-
hari 

  

Jumlah Yang Harus Dilayani 

2124 2124 100% 

      

PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. 
KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) 
*tidak masuk dalam hitungan 

2124 2124   

      Jaringan Perpipaaan       

      Kuantitas SPAM       

    

1 Jumlah Rumah Tangga yang 
mendapatkan akses terhadap Air Minum 
melalui SPAM jaringan perpipaan 
terlindungi sesuai dengan kebutuhan 
pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 
liter/orang/hari (4 galon) 

531 531 
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No 
Jenis layanan 

SPM 
  Indikator Kinerja  Target 

SPM 
Realisasi  Capaian 

      Kualitas SPAM       

    

2 Jumlah Rumah Tangga yang 
mendapatkan akses terhadap Air Minum 
tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, 
tidak berbusa, tidak berbau, dst.  
(sesuai dengan Permenkes Nomor 2 
Tahun 2023) 

531 531 

  

      Bukan Jaringan Perpipaan       

      Kuantitas SPAM       

    

1 Jumlah Rumah Tangga yang 
mendapatkan akses terhadap Air Minum 
melalui SPAM bukan jaringan perpipaan 
terlindungi sesuai dengan kebutuhan 
pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 
liter/orang/hari (4 galon) 

0 0 

  

      Kualitas SPAM       

    

2 Jumlah Rumah Tangga yang 
mendapatkan akses terhadap Air Minum 
tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, 
tidak berbusa, tidak berbau, dst. 

0 0 

  

              

2 

Penyediaan 
Pelayanan 
Pengolahan 
Air limbah 
Domestik 

  Jumlah Yang Harus Dilayani 

620 620 100% 

    

  PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. 
KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) 
*tidak masuk dalam hitungan 

620 620 

  

      SPALD Kabupaten/Kota       

    1 KUANTITAS SPALD       

    

  

a. Ukuran kuantitas penyediaan 
pelayanan pengolahan Air Limbah 
Domestik, setiap rumah memiliki minimal 
1 (satu) akses pengolahan Air Limbah 
Domestik 

155 155 

  

    2 KUALITAS SPALD       

    
  

Sistem Pengelolaan Air Limbah 
Domestik Terpusat (SPALD-T)     

  

    

  

a. Ukuran kualitas penyediaan 
pelayanan Akses Aman terhadap 
fasilitas buang air besar individual 
dimana bangunan atas dilengkapi kloset 
leher angsa yang tersambung ke 
SPALD-T Kabupaten/Kota 

155 155 

  

    
  

Sistem Pengelolaan Air Limbah 
Domestik Setempat (SPALD-S)     
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No 
Jenis layanan 

SPM 
  Indikator Kinerja  Target 

SPM 
Realisasi  Capaian 

    

  

b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses 
Aman terhadap fasilitas buang air besar 
bagi masyarakat yang bermukim di 
wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar 
dan/atau di seluruh wilayah perkotaan 
dimana bangunan atas dilengkapi kloset 
leher angsa dan bangunan bawah 
dilengkapi tangki septic sesuai standar 
dengan lumpur tinja disedot secara 
berkala minimal 3 tahun sekali dan 
diolah di IPLT Kabupaten/Kota 

0 0 

  

    

  

c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses 
Layak terhadap fasilitas buang air besar 
bagi masyarakat yang bermukim di 
wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar 
dimana bangunan atas dilengkapi kloset 
leher angsa dan bangunan bawah dapat 
menggunakan tangki septic sesuai 
standar maupun lubang tanah atau 
cubluk kembar 

155 155 

  

 

Perbandingan Kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal) Urusan Pekerjaan 

Umum 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto juga menyajikan 

perbandingan capaian kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan 

Pekerjaan Umum, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan 

terkait penyelenggaraan pelayanan dasar. SPM digunakan sebagai tolok ukur 

minimum yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar 

masyarakat terhadap layanan infrastruktur. 

Berdasarkan data SPM Tahun 2025, capaian pada jenis layanan Penyediaan 

Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari menunjukkan kinerja yang optimal dan 

memenuhi standar sepenuhnya. Dari jumlah target penerima layanan sebanyak 2.124 

rumah tangga, seluruhnya telah berhasil dilayani, sehingga capaian SPM mencapai 

100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas 

PUPR telah mampu memenuhi kewajiban pelayanan dasar air minum bagi 

masyarakat sasaran sesuai standar yang ditetapkan. 

Secara lebih rinci, pada layanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan, baik dari 

aspek kuantitas maupun kualitas, seluruh target rumah tangga sebanyak 531 telah 

memperoleh akses air minum yang memenuhi kebutuhan pokok minimal sebesar 60 

liter/orang/hari serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai Permenkes 

Nomor 2 Tahun 2023, dengan capaian 100%. Sementara itu, untuk layanan air minum 

bukan jaringan perpipaan, tidak terdapat target maupun realisasi pada tahun 
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pelaporan, sehingga tidak mempengaruhi perhitungan capaian SPM secara 

keseluruhan. 

Selanjutnya, pada jenis layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah 

Domestik, kinerja Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto juga menunjukkan capaian yang 

sangat baik. Dari jumlah target penerima layanan sebanyak 620 rumah tangga, 

seluruhnya telah dilayani, sehingga capaian SPM kembali mencapai 100%. Capaian 

ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin akses 

masyarakat terhadap sistem pengolahan air limbah domestik yang aman dan layak. 

Pemenuhan standar tersebut terlihat pada indikator kuantitas SPALD, di mana seluruh 

rumah tangga sasaran telah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah 

domestik. Dari sisi kualitas layanan, baik pada sistem SPALD Terpusat (SPALD-T) 

maupun layanan akses layak di wilayah perdesaan dengan kepadatan rendah, seluruh 

target yang ditetapkan telah tercapai. Adapun indikator SPALD Setempat (SPALD-S) 

dengan kriteria tertentu tidak memiliki target pada tahun pelaporan sehingga tidak 

mempengaruhi capaian keseluruhan. 

Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Mojokerto yang mencapai 100% 

pada seluruh jenis layanan yang ditargetkan menunjukkan bahwa kinerja Dinas PUPR 

tidak hanya memenuhi standar nasional minimum, tetapi juga mencerminkan 

komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan dasar yang berkualitas, 

merata, dan berkelanjutan. Capaian ini sekaligus memperkuat posisi kinerja Dinas 

PUPR Kabupaten Mojokerto apabila dibandingkan dengan daerah lain yang pada 

umumnya masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan SPM secara penuh. 

III.4 Akuntabilitas Anggaran 

Pengelolaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 

dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana 

diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah 

ditetapkan, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 

perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan. 

Realisasi anggaran Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar program 

memiliki tingkat serapan yang tinggi dan proporsional terhadap capaian kinerja. Pada 

beberapa program, realisasi anggaran belum mencapai 100 persen, namun capaian 

kinerja tetap dapat direalisasikan sesuai target atau mendekati target yang ditetapkan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak semata-mata berorientasi 
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pada tingkat penyerapan, melainkan lebih menekankan pada pencapaian hasil (result 

oriented), sejalan dengan arah kebijakan SAKIP. 

Keterkaitan Akuntabilitas Anggaran dengan Komponen Penilaian SAKIP 

Ditinjau dari komponen penilaian SAKIP, pengelolaan anggaran Tahun 2025 telah 

mendukung beberapa aspek utama, yaitu: 

1. Perencanaan Kinerja 

Anggaran disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target 

yang jelas, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan langsung 

dengan tujuan organisasi. Hal ini memperkuat konsistensi antara dokumen 

perencanaan dan penganggaran. 

2. Pengukuran Kinerja 

Capaian kinerja diukur secara periodik dan dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Perbandingan antara realisasi anggaran dan 

capaian kinerja menjadi dasar untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. 

3. Pelaporan Kinerja 

Informasi realisasi anggaran dan capaian kinerja disajikan secara transparan dan 

dapat ditelusuri, sehingga memudahkan proses reviu dan evaluasi oleh APIP 

maupun pihak eksternal. 

 

4. Evaluasi Kinerja 

Selisih antara pagu dan realisasi anggaran dianalisis sebagai bagian dari evaluasi 

kinerja, dengan menekankan pada penyebab yang bersifat teknis dan efisiensi 

pelaksanaan, tanpa mengurangi pencapaian output dan outcome. 

Keterkaitan yang kuat antara keempat komponen tersebut menjadi faktor pendukung 

dalam pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 83,54, yang menunjukkan 

tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berkelanjutan. 

Penerapan Prinsip Value for Money 

Pelaksanaan anggaran Tahun 2025 juga mencerminkan penerapan prinsip value for 

money, yang meliputi: 

 Economy, melalui pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan harga lebih 

efisien dibandingkan pagu anggaran; 
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 Efficiency, melalui optimalisasi volume dan metode pelaksanaan kegiatan 

sehingga output tetap tercapai dengan biaya yang lebih rendah; 

 Effectiveness, melalui tercapainya sasaran kinerja sesuai target yang 

ditetapkan. 

Dengan demikian, selisih antara pagu dan realisasi anggaran tidak serta-merta 

menunjukkan rendahnya kinerja, tetapi justru menjadi indikasi adanya efisiensi belanja 

sepanjang output dan outcome kegiatan tetap tercapai. Pendekatan ini sejalan dengan 

prinsip pengelolaan keuangan negara yang menekankan manfaat dan hasil nyata bagi 

masyarakat. 

Tahun anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat 

alokasi anggaran sebesar Rp. 252.902.576.872,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 

221.980.403.363,36 atau 87,77% dengan rincian sebagaimana tabel berikut : 

Tabel III.7 Realisasi Anggaran Tahun 2025 

PROGRAM ANGGARAN REALISASI CAPAIAN 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

25.418.573.960,00 24.270.854.234,00 95,48% 

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER 
DAYA AIR (SDA) 

18.517.314.350,00 11.603.192.076,00 62,66% 

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 
PENYEDIAAN AIR MINUM 

1.120.042.593,00 1.084.179.029,00 96,80% 

PROGRAM PENGEMBANGAN 
SISTEM DAN PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN REGIONAL 

2.198.515.000,00 2.130.968.783,00 96,93% 

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN SISTEM AIR 
LIMBAH 

2.319.692.525,00 2.280.096.063,00 98,29% 

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 
DRAINASE 

25.035.722.000,00 22.591.202.895,00 90,24% 

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN 
GEDUNG 

23.057.180.100,00 19.517.802.973,80 84,65% 

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN 
DAN LINGKUNGANNYA 

240.804.000,00 214.223.473,00 88,96% 

PROGRAM PENYELENGGARAAN 
JALAN 

151.197.264.244,00 134.635.811.278,36 89,05% 

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA 
KONSTRUKSI 

1.195.369.100,00 1.142.121.907,20 95,55% 
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PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

2.602.099.000,00 2.509.950.651,00 96,46% 

TOTAL 252.902.576.872,00 221.980.403.363,36 87,77% 

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan antara capaian 

kinerja dengan realisasi keuangan sebagaimana disajikan pada tabel berikut. 

Perbandingan ini dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah 

dialokasikan dan direalisasikan mampu mendukung pencapaian target kinerja yang 

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja tahun berjalan. 
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Tabel III.8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

Program Penunjang 

KINERJA ANGGARAN 
Efisien

si TARGE
T 

REALISA
SI 

CAPAIA
N 

ALOKASI REALISASI 
CAPAIA

N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Meningkatnya 
pengelolaan 
infrastruktur 
sumber daya 
air 

Rasio luas 
daerah irigasi 
kewenangan 
kabupaten yang 
dilayani oleh 
jaringan irigasi 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA AIR 
(SDA) 

100,00
% 

100,00% 100,00% 
    
18.517.314.350,00  

      
11.603.192.076,00  

62,66% 37,34% 

Meningkatnya 
akses terhadap 
air minum 
(SPAM) 

Persentase 
jumlah rumah 
tangga yang 
mendapatkan 
akses terhadap 
air minum 
(SPAM) 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM 
PENYEDIAAN AIR 
MINUM 

95,50% 96,32% 100,86% 
      
1.120.042.593,00  

         
1.084.179.029,00  

96,80% 4,06% 

Meningkatnya 
penyediaan 
sarana 
pengelolaan 
sampah yang 
sesuai 
ketentuan 

Persentase desa 
di wilayah 
kabupaten 
tersedia 
TPS/TPST/TPS3
R 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SISTEM DAN 
PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 
REGIONAL 

10,00% 10,90% 109,00% 
      
2.198.515.000,00  

         
2.130.968.783,00  

96,93% 12,07% 

Meningkatnya 
akses layanan 
pengolahan air 
limbah 
domestik 

Persentase 
jumlah rumah 
tangga yang 
memperoleh 
layanan 
pengolahan air 
limbah domestik 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM AIR 
LIMBAH 

100,00
% 

99,91% 99,91% 
      
2.319.692.525,00  

         
2.280.096.063,00  

98,29% 1,62% 
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

Program Penunjang 

KINERJA ANGGARAN 
Efisien

si TARGE
T 

REALISA
SI 

CAPAIA
N 

ALOKASI REALISASI 
CAPAIA

N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
banjir di 
perkotaan dan 
lingkungan 

Persentase 
perkotaan dan 
lingkungan yang 
dilengkapi 
sistem drainase 
dengan kondisi 
baik 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM DRAINASE 

21,00% 21,05% 100,24% 
    
25.035.722.000,00  

       
22.591.202.895,00  

90,24% 10,00% 

Meningkatnya 
kualitas 
penataan 
bangunan 
gedung 

Rasio Bangunan 
Gedung kondisi 
baik dan laik 
fungsi 

1. PROGRAM 
PENATAAN 
BANGUNAN 
GEDUNG 
2. PROGRAM 
PENATAAN 
BANGUNAN DAN 
LINGKUNGANNYA 

11,00% 11,00% 100,00% 
    
23.297.984.100,00  

       
19.732.026.446,80  

84,69% 15,31% 

Meningkatnya 
kemantapan 
jalan 

Tingkat 
Kemantapan 
Jalan Kabupaten 

PROGRAM 
PENYELENGGARA
AN JALAN 

84,00% 84,89% 101,06% 
  
151.197.264.244,0
0  

     
134.635.811.278,36  

89,05% 12,01% 

Meningkatnya 
kapasitas 
penyelenggara
an jasa 
konstruksi 

Rasio tenaga 
operator /teknisi 
/analis yang 
memiliki sertifikat 
kompetensi 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
JASA KONSTRUKSI 

52,00% 60,70% 116,73% 
      
1.195.369.100,00  

         
1.142.121.907,20  

95,55% 21,19% 

Meningkatnya 
kesesuaian 
pembangunan 
infrastruktur 
dengan 
rencana tata 
ruang 

Persentase 
pembangunan 
daerah yang 
selaras dengan 
RTRW 

PROGRAM 
PENYELENGGARA
AN PENATAAN 
RUANG 

100,00
% 

100,00% 100,00% 
      
2.602.099.000,00  

         
2.509.950.651,00  

96,46% 3,54% 
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

Program Penunjang 

KINERJA ANGGARAN 
Efisien

si TARGE
T 

REALISA
SI 

CAPAIA
N 

ALOKASI REALISASI 
CAPAIA

N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Persentase 
wilayah 
kecamatan yang 
telah dilengkapi 
dengan RDTR 

5,56% 5,56% 100,00% 

Meningkatnya 
Kualitas Tata 
Kelola 
Penunjang 
Pencapaian 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

82,5 83,54 101,26% 
    
25.418.573.960,00  

       
24.270.854.234,00  

95,48% 21,77% 

      
RATA - RATA 
CAPAIAN 

102,78% TOTAL CAPAIAN 87,77% 15,01% 
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Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja dengan anggaran, dapat dilihat 

bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Mojokerto mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan tingkat efisiensi 

anggaran yang relatif baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis mencapai 

102,78 persen, sementara total realisasi keuangan berada pada 87,77 persen dari 

total alokasi anggaran, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi anggaran rata-rata 

sebesar 15,01 persen. 

Pada Sasaran Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air, indikator 

rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi berhasil 

dipertahankan pada capaian 100 persen, meskipun realisasi anggaran hanya sebesar 

62,66 persen dari alokasi Rp18,52 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan 

kegiatan irigasi dilakukan secara efektif melalui optimalisasi jaringan eksisting dan 

prioritas kegiatan pemeliharaan, sehingga target kinerja dapat dicapai dengan efisiensi 

anggaran sebesar 37,34 persen. 

Selanjutnya, pada sasaran peningkatan akses air minum (SPAM) dan 

pengelolaan persampahan, capaian kinerja masing-masing mencapai 100,86 persen 

dan 109 persen, dengan realisasi anggaran di bawah 97 persen. Kondisi ini 

mencerminkan bahwa program pengembangan sistem penyediaan air minum serta 

persampahan regional mampu menghasilkan output dan outcome yang melebihi 

target, meskipun terdapat penghematan anggaran sebagai hasil dari perencanaan 

teknis yang lebih presisi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. 

Pada sasaran pengelolaan air limbah domestik, capaian kinerja tercatat sebesar 

99,91 persen dengan tingkat serapan anggaran 98,29 persen. Kesesuaian antara 

capaian kinerja dan realisasi anggaran ini menunjukkan bahwa program pengelolaan 

dan pengembangan sistem air limbah dilaksanakan secara proporsional sesuai 

kebutuhan riil di lapangan, dengan efisiensi anggaran yang tetap terjaga. 

Sasaran peningkatan kualitas drainase perkotaan, penataan bangunan gedung, 

serta kemantapan jalan kabupaten juga menunjukkan kinerja yang melampaui atau 

mendekati target, dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 100,24 persen, 100 

persen, dan 101,06 persen. Di sisi lain, realisasi anggaran berada pada kisaran 84,69 

persen hingga 90,24 persen, yang mengindikasikan adanya efisiensi pelaksanaan 

kegiatan tanpa mengurangi kualitas hasil pembangunan infrastruktur. 

Capaian paling signifikan terlihat pada sasaran peningkatan kapasitas 

penyelenggaraan jasa konstruksi, di mana rasio tenaga kerja bersertifikat mencapai 

116,73 persen dari target, sementara realisasi anggaran sebesar 95,55 persen. Hal ini 
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menunjukkan bahwa program pengembangan jasa konstruksi mampu memberikan 

dampak kinerja yang tinggi dengan pemanfaatan anggaran yang optimal. 

Pada sasaran kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang, indikator 

keselarasan pembangunan terhadap RTRW tercapai 100 persen dengan realisasi 

anggaran 96,46 persen, mencerminkan konsistensi antara kebijakan tata ruang dan 

implementasi pembangunan daerah. Sementara itu, indikator RDTR masih 

menunjukkan capaian terbatas secara kuantitatif, namun telah memenuhi target 

tahunan yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja. 

Terakhir, pada sasaran peningkatan kualitas tata kelola penunjang kinerja 

perangkat daerah, nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 83,54, atau 101,26 

persen dari target, dengan realisasi anggaran 95,48 persen. Capaian ini menegaskan 

bahwa pengelolaan anggaran penunjang telah memberikan kontribusi nyata terhadap 

peningkatan akuntabilitas kinerja, sejalan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan 

akuntabilitas (value for money). 

Perbandingan capaian kinerja dan anggaran ini menunjukkan bahwa DPUPR 

Kabupaten Mojokerto telah mampu mengelola sumber daya keuangan secara efisien 

untuk menghasilkan capaian kinerja yang optimal, serta mendukung penguatan 

implementasi SAKIP dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. 
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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, evaluasi capaian indikator strategis, serta 

analisis keterkaitan antara kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025, dapat 

disimpulkan bahwa penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto telah 

menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja dan penerapan prinsip value for money 

secara konsisten, sebagaimana tercermin dalam capaian SAKIP dan efisiensi 

penggunaan anggaran. 

1. Capaian SAKIP dan Akuntabilitas Kinerja 

 Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2025 mencapai 83,54, atau 101,26% dari target Renstra, yang 

menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan 

evaluasi kinerja telah berjalan efektif dan terintegrasi. 

 Capaian tersebut mencerminkan semakin kuatnya keterkaitan antara sasaran 

strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan, sehingga kinerja yang 

dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi berorientasi pada hasil 

(outcome). 

2. Capaian Kinerja dan Efektivitas Program 

 Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis mencapai 102,78%, menunjukkan 

bahwa sebagian besar indikator kinerja berhasil memenuhi bahkan melampaui 

target yang ditetapkan. 

 Capaian tersebut antara lain terlihat pada indikator Tingkat Kemantapan Jalan 

Kabupaten, Rasio Tenaga Jasa Konstruksi Bersertifikat, serta penyediaan 

sarana sanitasi dan air minum, yang secara langsung mendukung peningkatan 

pelayanan dasar dan kualitas infrastruktur daerah. 

3. Efisiensi Anggaran dan Penerapan Value for Money 

 Realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai 87,77%, dengan capaian kinerja 

yang relatif lebih tinggi dibandingkan serapan anggaran. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah memenuhi prinsip ekonomis, 

efisien, dan efektif. 

 Efisiensi anggaran yang terjadi pada beberapa program tidak mengurangi 

capaian kinerja, melainkan mencerminkan optimalisasi perencanaan, 
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pengendalian biaya, serta ketepatan sasaran kegiatan. Dengan demikian, 

setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan mampu memberikan nilai manfaat 

(value) yang sepadan bagi masyarakat. 

4. Keberhasilan dan Tantangan 

 Keberhasilan kinerja didukung oleh penguatan perencanaan berbasis kinerja, 

konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan koordinasi 

lintas bidang. 

 Adapun tantangan yang masih dihadapi meliputi kompleksitas teknis pekerjaan 

infrastruktur, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta kebutuhan penyesuaian 

target pada beberapa indikator agar semakin adaptif terhadap kondisi riil di 

lapangan. 

 

B. Langkah Perbaikan 

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian SAKIP serta memperkuat 

penerapan prinsip value for money pada tahun-tahun berikutnya, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto akan melaksanakan langkah-

langkah perbaikan sebagai berikut: 

1. Penguatan Implementasi SAKIP Berbasis Outcome 

 Menajamkan indikator kinerja agar lebih berorientasi pada manfaat dan dampak 

pembangunan, bukan hanya output fisik. 

 Memastikan keterkaitan yang kuat antara sasaran strategis, program, kegiatan, 

dan anggaran dalam seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran. 

2. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran 

 Meningkatkan ketepatan alokasi anggaran pada program prioritas yang 

memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat. 

 Mengarahkan efisiensi anggaran untuk mendukung kegiatan strategis tanpa 

menurunkan kualitas capaian kinerja. 

3. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja 

 Memperkuat pengawasan internal dan evaluasi berbasis hasil untuk 

memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. 

 Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan perencanaan 

pada tahun berikutnya. 
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4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

 Melanjutkan peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur, khususnya 

pada bidang teknis dan jasa konstruksi, guna mendukung kualitas pelaksanaan 

program secara berkelanjutan. 

5. Penguatan Sinergi dan Koordinasi 

 Meningkatkan koordinasi antar bidang dan dengan perangkat daerah terkait 

agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan selaras, efisien, dan 

sesuai dengan rencana tata ruang. 

 

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban perangkat 

daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025. Laporan ini 

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif bagi pemangku kepentingan, 

serta menjadi dasar dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di masa yang akan datang. 

Komitmen terhadap penerapan SAKIP yang berkualitas dan pengelolaan anggaran 

berbasis value for money akan terus dijaga dan ditingkatkan guna mendukung 

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 
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LAMPIRAN 

1. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025. 

2. Perjanjian Kinerja P APBD Tahun 2025. 

3. Data dukung lainnya sesuai kebutuhan (piagam penghargaan, dokumentasi 

kegiatan, tabel data pendukung, dll) 















Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas

# # 24

K R K R K R K R K R K R K R K R K R K R K R K R K R K R K R K R K R K R K R K R K R K R K R K R Keterangan K R K R Keterangan K R K R Keterangan K R K R Keterangan

1

Meningkatnya akses terhadap air minum melalui 

SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan terlindungi

 

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan 

akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan 

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi 

terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten(%)

89,15
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)

2
[PROGRAM] 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga 

yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui 

SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten(KK)

39.746.795.223,00 22.320.078.823,00 354.442,00 1.019.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.234,00 26.916.000,00 0,00 7.063.632,00 0,00 0,00  0  0 331.234,00 33.979.632,00 22.354.058.455,00 56,24
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.234,00 26.916.000,00 331.234,00 33.979.632,00 331.234,00 33.979.632,00 331.234,00 33.979.632,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3

[KEGIATAN] 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses 

terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan 

SPAM(KK)

39.746.795.223,00 22.320.078.823,00 2.500,00 1.019.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  26916000 0,00  7063632 0,00  0 0,00  0 0,00 33.979.632,00 22.354.058.455,00 56,24
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.916.000,00 0,00 33.979.632,00 0,00 33.979.632,00 0,00 33.979.632,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan 

Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM)

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang 

disusun(Dokumen)

5,00 569.100.000,00 0,25 26.916.000,00 0,00 4.483.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 31.399.632,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 26.916.000,00 0,25 31.399.632,00 0,25 31.399.632,00 0,25 31.399.632,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh 

perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan(SR)

10,00 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.580.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.580.000,00 0,00 2.580.000,00 0,00 2.580.000,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

1
Optimalnya kualitas pelayanan melalui 

pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah
 

Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi 

serta berkelanjutan()
1,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)

1
Meningkatnya kapasitas penyelenggaran jasa 

konstruksi
 

Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki 

sertifikat kompetensi(%)
36,26

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)

2
[PROGRAM] 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN 

JASA KONSTRUKSI

Persentase Badan Usaha yang memiliki tenaga kerja 

kontruksi bersertifikat terampil(%)
3.519.960.576,00 1.881.464.700,00 40,00 1.110.434.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 69.678.000,00 0,00 126.669.680,00 0,00 0,00  0  0 8,00 196.347.680,00 2.077.812.380,00 59,03

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 69.678.000,00 8,00 196.347.680,00 8,00 196.347.680,00 8,00 196.347.680,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3
[KEGIATAN] 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan 

Tenaga Terampil Konstruksi
Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis(kali) 1.651.833.600,00 1.098.454.930,00 5,00 457.058.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00  30845000 0,00  21390000 0,00  0 0,00  0 1,00 52.235.000,00 1.150.689.930,00 69,66

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 69.678.000,00 1,00 196.347.680,00 1,00 196.347.680,00 1,00 196.347.680,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi 

Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan 

Operator dan Teknisi atau Analis

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan 

Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi 

Sertifikasi(Orang)

50,00 176.961.900,00 4,00 13.035.000,00 0,00 8.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 21.265.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 13.035.000,00 4,00 21.265.000,00 4,00 21.265.000,00 4,00 21.265.000,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan 

Ditingkatkan Kapasitasnya(Lembaga)
5,00 106.421.450,00 1,00 4.060.000,00 0,00 3.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7.290.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4.060.000,00 1,00 7.290.000,00 1,00 7.290.000,00 1,00 7.290.000,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga 

Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi 

atau Analis

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan 

Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih(Orang)
50,00 173.675.000,00 5,00 13.750.000,00 0,00 9.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 23.680.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 13.750.000,00 5,00 23.680.000,00 5,00 23.680.000,00 5,00 23.680.000,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3

[KEGIATAN] 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Informasi jasa kontruksi tersedia(informasi) 1.351.833.600,00 310.546.260,00 10,00 216.450.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00  14700000 0,00  11486420 0,00  0 0,00  0 1,00 26.186.420,00 336.732.680,00 24,91
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 69.678.000,00 1,00 196.347.680,00 1,00 196.347.680,00 1,00 196.347.680,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data 

dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi 

Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan(Dokumen)
1,00 142.400.000,00 0,05 7.240.000,00 0,00 4.905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 12.145.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 7.240.000,00 0,05 12.145.000,00 0,05 12.145.000,00 0,05 12.145.000,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi 

Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang 

Dioperasikan(Layanan Informasi)
2,00 74.050.750,00 0,20 7.460.000,00 0,00 6.581.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 14.041.420,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 7.460.000,00 0,20 14.041.420,00 0,20 14.041.420,00 0,20 14.041.420,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3

[KEGIATAN] 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, 

Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa 

Konstruksi

Persentase kegiatan jasa konstruksi yang terawasi dan 

tertib(%)
2.456.205.200,00 472.463.510,00 20,00 436.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00  24133000 0,00  93793260 0,00  0 0,00  0 2,00 117.926.260,00 590.389.770,00 24,04

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 69.678.000,00 2,00 196.347.680,00 2,00 196.347.680,00 2,00 196.347.680,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan 

Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

Kabupaten/Kota

Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi 

Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib 

Penyelenggaraan(Paket Pekerjaan)

80,00 126.250.000,00 10,00 15.018.000,00 0,00 30.258.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 45.276.310,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15.018.000,00 10,00 45.276.310,00 10,00 45.276.310,00 10,00 45.276.310,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib 

Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib 

Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib 

Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib 

Pemanfaatan Produk(Lembaga)

50,00 310.675.000,00 2,00 9.115.000,00 0,00 63.534.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 72.649.950,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 9.115.000,00 2,00 72.649.950,00 2,00 72.649.950,00 2,00 72.649.950,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

1
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Drainase
 

Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi 

sistem drainase(%)
21,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)

2
[PROGRAM] 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Persentase Drainase yang Terhubung Langsung 

dengan Sungai (%)
218.824.215.808,00 15.136.473.711,00 28,00 23.746.922.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 617.971.320,00 0,00 540.238.940,00 0,00 0,00  0  0 15,00 1.158.210.260,00 16.294.683.971,00 7,45

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 617.971.320,00 15,00 1.158.210.260,00 15,00 1.158.210.260,00 15,00 1.158.210.260,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3

[KEGIATAN] 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung 

Langsung dengan Sungai dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan 

Sungai (km)
218.824.215.808,00 15.136.473.711,00 1.032,00 23.746.922.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00  617971320 0,00  540238940 0,00  0 0,00  0 127,00 1.158.210.260,00 16.294.683.971,00 7,45

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00 617.971.320,00 127,00 1.158.210.260,00 127,00 1.158.210.260,00 127,00 1.158.210.260,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan 

Sistem Drainase Lingkungan

Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang 

Dibangun(M)
700,00 3.533.865.000,00 0,00 120.402.400,00 0,00 58.146.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.548.616,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.402.400,00 0,00 178.548.616,00 0,00 178.548.616,00 0,00 178.548.616,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan 

Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan

Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi 

dan Terpelihara(Meter)
300,00 973.857.600,00 50,00 63.696.720,00 0,00 46.492.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 110.188.724,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 63.696.720,00 50,00 110.188.724,00 50,00 110.188.724,00 50,00 110.188.724,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan 

Sistem Drainase Lingkungan

Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang 

Ditingkatkan(Sistem Drainase Lingkungan)
2,00 9.203.709.400,00 0,00 244.103.600,00 0,00 166.764.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.868.336,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.103.600,00 0,00 410.868.336,00 0,00 410.868.336,00 0,00 410.868.336,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan 

Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem 

Drainase Lingkungan

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang 

disusun(Dokumen)

4,00 423.600.000,00 0,00 5.350.000,00 0,00 3.210.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.560.346,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350.000,00 0,00 8.560.346,00 0,00 8.560.346,00 0,00 8.560.346,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan 

Sistem Drainase Perkotaan

Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang 

Ditingkatkan(Sistem Drainase Perkotaan)
1,00 5.383.782.000,00 0,00 66.942.600,00 0,00 197.318.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.261.012,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.942.600,00 0,00 264.261.012,00 0,00 264.261.012,00 0,00 264.261.012,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi 

Sistem Drainase Perkotaan

Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang 

Direhabilitasi(Sistem Drainase Perkotaan)
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan 

Sistem Drainase Perkotaan

Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang 

Dibangun(Sistem Drainase Perkotaan)
1,00 4.228.108.000,00 0,00 117.476.000,00 0,00 68.307.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.783.226,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.476.000,00 0,00 185.783.226,00 0,00 185.783.226,00 0,00 185.783.226,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

1
Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah 

domestik
 

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh 

layanan pengolahan air limbah domestik(%)
89,34

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)

2
[PROGRAM] 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Jumlah rumah dgn akses unit pengolahan setempat 

dan jumlah rumah dgn akses sambungan rumah untuk 

kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan 

SPALD-S dan SPALD-T(rumah)

16.426.482.688,00 13.045.407.953,00 325.489,00 2.239.228.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 36.686.700,00 0,00 38.063.468,00 0,00 0,00  0  0 320.000,00 74.750.168,00 13.120.158.121,00 79,87
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 36.686.700,00 320.000,00 74.750.168,00 320.000,00 74.750.168,00 320.000,00 74.750.168,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3

[KEGIATAN] 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

Kinerja pelayanan SPALD S akses dasar(%) 16.426.482.688,00 13.045.407.953,00 100,00 2.239.228.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00  36686700 0,00  38063468 0,00  0 0,00  0 4,00 74.750.168,00 13.120.158.121,00 79,87
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 36.686.700,00 4,00 74.750.168,00 4,00 74.750.168,00 4,00 74.750.168,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 

Terpusat Skala Permukiman

Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

(SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang 

dibangun(M³/Hari)

40,00 2.035.914.925,00 0,00 26.926.700,00 0,00 24.585.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.512.346,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.926.700,00 0,00 51.512.346,00 0,00 51.512.346,00 0,00 51.512.346,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan 

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan 

dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (SPALD)(Orang)

465,00 203.314.000,00 25,00 9.760.000,00 0,00 13.477.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 23.237.822,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 9.760.000,00 25,00 23.237.822,00 25,00 23.237.822,00 25,00 23.237.822,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

1
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan 

yang efektif, efisien dan akuntabel
 Indeks profesionalitas ASN() 80,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)

1
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan 

yang efektif, efisien dan akuntabel
 Nilai SAKIP OPD() A

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)

1
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan 

yang efektif, efisien dan akuntabel
 Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%) 87,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)

1

Mempertahankan kesesuaian 

pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur 

dengan rencana tata ruang

 
Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan 

kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang(%)
100,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)

2
[PROGRAM] 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG

Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana 

tata ruang(%)
12.613.192.064,00 4.479.065.293,00 100,00 2.627.549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 148.928.240,00 0,00 110.415.177,00 0,00 0,00  0  0 25,00 259.343.417,00 4.738.408.710,00 37,57

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 148.928.240,00 25,00 259.343.417,00 25,00 259.343.417,00 25,00 259.343.417,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3

[KEGIATAN] 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang 

(RRTR) Kabupaten/Kota

Persentase dokumen tata ruang yang tersusun(%) 8.799.901.440,00 1.758.213.859,00 35,00 1.474.081.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00  58526000 0,00  45992561 0,00  0 0,00  0 3,00 104.518.561,00 1.862.732.420,00 21,17
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 148.928.240,00 3,00 259.343.417,00 3,00 259.343.417,00 3,00 259.343.417,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.01.0003 Penetapan 

Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain 

RTRW Kabupaten/Kota(Dokumen)
1,00 150.000.000,00 0,05 6.890.000,00 0,00 3.240.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 10.130.078,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 6.890.000,00 0,05 10.130.078,00 0,05 10.130.078,00 0,05 10.130.078,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan 

Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi 

RDTR Kabupaten/Kota(Dokumen)
2,00 468.789.000,00 0,10 12.306.000,00 0,00 11.550.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 23.856.480,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 12.306.000,00 0,10 23.856.480,00 0,10 23.856.480,00 0,10 23.856.480,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan 

Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota

dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat 

Gubernur hasil fasilitasi(Dokumen)
1,00 394.188.000,00 0,08 14.130.000,00 0,00 16.248.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 30.378.175,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 14.130.000,00 0,08 30.378.175,00 0,08 30.378.175,00 0,08 30.378.175,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR 

Kabupaten/Kota
Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota(Dokumen) 2,00 266.504.000,00 0,10 13.310.000,00 0,00 6.693.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 20.003.750,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 13.310.000,00 0,10 20.003.750,00 0,10 20.003.750,00 0,10 20.003.750,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi 

Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang 

Penataan Ruang

Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan bidang penataan 

ruang.(Laporan)

18,00 194.600.000,00 2,00 11.890.000,00 0,00 8.260.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 20.150.078,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 11.890.000,00 2,00 20.150.078,00 2,00 20.150.078,00 2,00 20.150.078,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3
[KEGIATAN] 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan 

dokumen tata ruang(%)
1.000.000.000,00 969.192.744,00 100,00 617.918.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00  17900000 0,00  8510557 0,00  0 0,00  0 8,00 26.410.557,00 995.603.301,00 99,56

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 148.928.240,00 8,00 259.343.417,00 8,00 259.343.417,00 8,00 259.343.417,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta 

Dasar
Jumlah data SHP Peta Dasar(Peta) 2,00 148.100.000,00 0,00 6.690.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.940.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.690.000,00 0,00 9.940.000,00 0,00 9.940.000,00 0,00 9.940.000,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR 

Kabupaten/Kota

Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR 

Kabupaten/Kota(Dokumen)
2,00 469.818.000,00 0,10 11.210.000,00 0,00 5.260.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 16.470.557,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 11.210.000,00 0,10 16.470.557,00 0,10 16.470.557,00 0,10 16.470.557,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3
[KEGIATAN] 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan 

dokumen tata ruang(%)
2.053.310.336,00 819.894.211,00 100,00 140.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00  44710000 0,00  34924758 0,00  0 0,00  0 24,00 79.634.758,00 899.528.969,00 43,81

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 148.928.240,00 24,00 259.343.417,00 24,00 259.343.417,00 24,00 259.343.417,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan 

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan 

ketentuan waktu yang berlaku(Layanan)
50,00 140.700.000,00 12,00 44.710.000,00 0,00 34.924.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 79.634.758,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 44.710.000,00 12,00 79.634.758,00 12,00 79.634.758,00 12,00 79.634.758,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3

[KEGIATAN] 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota

Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan 

dokumen tata ruang(%)
1.759.980.288,00 931.764.479,00 100,00 394.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00  27792240 0,00  20987301 0,00  0 0,00  0 7,00 48.779.541,00 980.544.020,00 55,71

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 148.928.240,00 7,00 259.343.417,00 7,00 259.343.417,00 7,00 259.343.417,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi 

Pelaksanaan Penataan Ruang

Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan 

Ruang(Dokumen)
50,00 245.800.000,00 6,00 21.102.240,00 0,00 17.747.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 38.849.463,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 21.102.240,00 6,00 38.849.463,00 6,00 38.849.463,00 6,00 38.849.463,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.04.0008 Penilaian 

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK

Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian 

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang(Dokumen)

30,00 149.050.000,00 2,00 6.690.000,00 0,00 3.240.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 9.930.078,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 6.690.000,00 2,00 9.930.078,00 2,00 9.930.078,00 2,00 9.930.078,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi 

Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang

Jumlah Laporan  Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum 

Penataan Ruang(Laporan)
50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

1 Meningkatnya kemantapan jalan  Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten(%) 84,20
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)

2
[PROGRAM] 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN 

JALAN
Persentase Jembatan Kondisi Baik(%) ################# 595.590.225.670,07 62,00 ################ 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 ############## 0,00 10.798.681.123,00 0,00 0,00  0  0 55,00 ############### 611.781.183.824,07 31,88

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 5.392.277.031,00 55,00 16.190.958.154,00 55,00 16.190.958.154,00 55,00 16.190.958.154,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3
[KEGIATAN] 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota
Jumlah Jembatan Kabupaten Kondisi Baik(jembatan) ################# 595.590.225.670,07 372,00 ################ 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00  5392277031 0,00  10798681123 0,00  0 0,00  0 300,00 ############### 611.781.183.824,07 31,88

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 5.392.277.031,00 300,00 16.190.958.154,00 300,00 16.190.958.154,00 300,00 16.190.958.154,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan 

Leger Jalan
Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola(Dokumen) 2,00 99.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan 

Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan 

Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta 

Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan 

Jembatan yang Disusun(Dokumen)

1,00 497.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4 [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi(KM) 5,09 17.206.349.133,00 0,50 ############## 0,00 68.147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1.843.421.500,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1.775.274.500,00 0,50 1.843.421.500,00 0,50 1.843.421.500,00 0,50 1.843.421.500,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan 

Berkala Jalan
Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala(KM) 2,88 4.920.943.517,00 0,00 0,00 0,00 197.007.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.007.464,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.007.464,00 0,00 197.007.464,00 0,00 197.007.464,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan 

Menuju Standar
Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar(KM) 4,59 26.950.644.190,00 0,50 ############## 0,00 1.206.645.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 4.118.675.787,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 2.912.030.287,00 0,50 4.118.675.787,00 0,50 4.118.675.787,00 0,50 4.118.675.787,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan 

Rutin Jembatan

Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara 

Rutin(Jembatan)
4,00 1.457.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi 

Jembatan
Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi(Jembatan) 2,00 2.798.400.000,00 0,00 0,00 0,00 110.556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.556.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.556.000,00 0,00 110.556.000,00 0,00 110.556.000,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan 

Jembatan
Jumlah Jembatan yang Dibangun(Jembatan) 4,00 33.395.329.000,00 0,00 36.045.165,00 0,00 4.117.877.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.153.923.115,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.045.165,00 0,00 4.153.923.115,00 0,00 4.153.923.115,00 0,00 4.153.923.115,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi 

Jalan/Jembatan

Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey 

Kondisinya(KM)
1.166,39 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4 [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi(KM) 0,75 5.896.606.965,00 0,00 0,00 0,00 411.929.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.929.460,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.929.460,00 0,00 411.929.460,00 0,00 411.929.460,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -
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4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan 

Rutin Jalan
Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin(KM) 15,00 14.068.403.000,00 1,00 668.927.079,00 0,00 4.686.517.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5.355.444.828,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 668.927.079,00 1,00 5.355.444.828,00 1,00 5.355.444.828,00 1,00 5.355.444.828,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran 

Jembatan
Jumlah Jembatan yang Dilebarkan(Jembatan) 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3
[KEGIATAN] 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota
Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik(km) ################# 595.590.225.670,07 735,00 ################ 0,00 0,00 0,00 0,00 776,00  5392277031 0,00  10798681123 0,00  0 0,00  0 776,00 ############### 611.781.183.824,07 31,88

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776,00 5.392.277.031,00 776,00 16.190.958.154,00 776,00 16.190.958.154,00 776,00 16.190.958.154,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan 

Leger Jalan
Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola(Dokumen) 2,00 99.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan 

Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan 

Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta 

Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan 

Jembatan yang Disusun(Dokumen)

1,00 497.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4 [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi(KM) 5,09 17.206.349.133,00 0,50 ############## 0,00 68.147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1.843.421.500,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1.775.274.500,00 0,50 1.843.421.500,00 0,50 1.843.421.500,00 0,50 1.843.421.500,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan 

Berkala Jalan
Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala(KM) 2,88 4.920.943.517,00 0,00 0,00 0,00 197.007.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.007.464,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.007.464,00 0,00 197.007.464,00 0,00 197.007.464,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan 

Menuju Standar
Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar(KM) 4,59 26.950.644.190,00 0,50 ############## 0,00 1.206.645.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 4.118.675.787,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 2.912.030.287,00 0,50 4.118.675.787,00 0,50 4.118.675.787,00 0,50 4.118.675.787,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan 

Rutin Jembatan

Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara 

Rutin(Jembatan)
4,00 1.457.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi 

Jembatan
Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi(Jembatan) 2,00 2.798.400.000,00 0,00 0,00 0,00 110.556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.556.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.556.000,00 0,00 110.556.000,00 0,00 110.556.000,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan 

Jembatan
Jumlah Jembatan yang Dibangun(Jembatan) 4,00 33.395.329.000,00 0,00 36.045.165,00 0,00 4.117.877.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.153.923.115,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.045.165,00 0,00 4.153.923.115,00 0,00 4.153.923.115,00 0,00 4.153.923.115,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi 

Jalan/Jembatan

Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey 

Kondisinya(KM)
1.166,39 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4 [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi(KM) 0,75 5.896.606.965,00 0,00 0,00 0,00 411.929.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.929.460,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.929.460,00 0,00 411.929.460,00 0,00 411.929.460,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan 

Rutin Jalan
Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin(KM) 15,00 14.068.403.000,00 1,00 668.927.079,00 0,00 4.686.517.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5.355.444.828,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 668.927.079,00 1,00 5.355.444.828,00 1,00 5.355.444.828,00 1,00 5.355.444.828,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran 

Jembatan
Jumlah Jembatan yang Dilebarkan(Jembatan) 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

   Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik(%) 72,00 ?  66.6 0,00 0,00  0  

3
[KEGIATAN] 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota
Jumlah Jembatan Kabupaten Kondisi Baik(jembatan) ################# 595.590.225.670,07 372,00 ################ 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00  5392277031 0,00  10798681123 0,00  0 0,00  0 300,00 ############### 611.781.183.824,07 31,88

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 5.392.277.031,00 300,00 16.190.958.154,00 300,00 16.190.958.154,00 300,00 16.190.958.154,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan 

Leger Jalan
Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola(Dokumen) 2,00 99.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan 

Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan 

Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta 

Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan 

Jembatan yang Disusun(Dokumen)

1,00 497.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4 [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi(KM) 5,09 17.206.349.133,00 0,50 ############## 0,00 68.147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1.843.421.500,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1.775.274.500,00 0,50 1.843.421.500,00 0,50 1.843.421.500,00 0,50 1.843.421.500,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan 

Berkala Jalan
Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala(KM) 2,88 4.920.943.517,00 0,00 0,00 0,00 197.007.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.007.464,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.007.464,00 0,00 197.007.464,00 0,00 197.007.464,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan 

Menuju Standar
Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar(KM) 4,59 26.950.644.190,00 0,50 ############## 0,00 1.206.645.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 4.118.675.787,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 2.912.030.287,00 0,50 4.118.675.787,00 0,50 4.118.675.787,00 0,50 4.118.675.787,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan 

Rutin Jembatan

Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara 

Rutin(Jembatan)
4,00 1.457.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi 

Jembatan
Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi(Jembatan) 2,00 2.798.400.000,00 0,00 0,00 0,00 110.556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.556.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.556.000,00 0,00 110.556.000,00 0,00 110.556.000,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan 

Jembatan
Jumlah Jembatan yang Dibangun(Jembatan) 4,00 33.395.329.000,00 0,00 36.045.165,00 0,00 4.117.877.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.153.923.115,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.045.165,00 0,00 4.153.923.115,00 0,00 4.153.923.115,00 0,00 4.153.923.115,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi 

Jalan/Jembatan

Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey 

Kondisinya(KM)
1.166,39 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4 [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi(KM) 0,75 5.896.606.965,00 0,00 0,00 0,00 411.929.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.929.460,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.929.460,00 0,00 411.929.460,00 0,00 411.929.460,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan 

Rutin Jalan
Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin(KM) 15,00 14.068.403.000,00 1,00 668.927.079,00 0,00 4.686.517.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5.355.444.828,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 668.927.079,00 1,00 5.355.444.828,00 1,00 5.355.444.828,00 1,00 5.355.444.828,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran 

Jembatan
Jumlah Jembatan yang Dilebarkan(Jembatan) 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3
[KEGIATAN] 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota
Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik(km) ################# 595.590.225.670,07 735,00 ################ 0,00 0,00 0,00 0,00 776,00  5392277031 0,00  10798681123 0,00  0 0,00  0 776,00 ############### 611.781.183.824,07 31,88

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776,00 5.392.277.031,00 776,00 16.190.958.154,00 776,00 16.190.958.154,00 776,00 16.190.958.154,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan 

Leger Jalan
Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola(Dokumen) 2,00 99.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan 

Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan 

Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta 

Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan 

Jembatan yang Disusun(Dokumen)

1,00 497.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4 [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi(KM) 5,09 17.206.349.133,00 0,50 ############## 0,00 68.147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1.843.421.500,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1.775.274.500,00 0,50 1.843.421.500,00 0,50 1.843.421.500,00 0,50 1.843.421.500,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan 

Berkala Jalan
Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala(KM) 2,88 4.920.943.517,00 0,00 0,00 0,00 197.007.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.007.464,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.007.464,00 0,00 197.007.464,00 0,00 197.007.464,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan 

Menuju Standar
Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar(KM) 4,59 26.950.644.190,00 0,50 ############## 0,00 1.206.645.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 4.118.675.787,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 2.912.030.287,00 0,50 4.118.675.787,00 0,50 4.118.675.787,00 0,50 4.118.675.787,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan 

Rutin Jembatan

Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara 

Rutin(Jembatan)
4,00 1.457.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi 

Jembatan
Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi(Jembatan) 2,00 2.798.400.000,00 0,00 0,00 0,00 110.556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.556.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.556.000,00 0,00 110.556.000,00 0,00 110.556.000,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan 

Jembatan
Jumlah Jembatan yang Dibangun(Jembatan) 4,00 33.395.329.000,00 0,00 36.045.165,00 0,00 4.117.877.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.153.923.115,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.045.165,00 0,00 4.153.923.115,00 0,00 4.153.923.115,00 0,00 4.153.923.115,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi 

Jalan/Jembatan

Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey 

Kondisinya(KM)
1.166,39 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4 [SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi(KM) 0,75 5.896.606.965,00 0,00 0,00 0,00 411.929.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.929.460,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.929.460,00 0,00 411.929.460,00 0,00 411.929.460,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan 

Rutin Jalan
Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin(KM) 15,00 14.068.403.000,00 1,00 668.927.079,00 0,00 4.686.517.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5.355.444.828,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 668.927.079,00 1,00 5.355.444.828,00 1,00 5.355.444.828,00 1,00 5.355.444.828,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran 

Jembatan
Jumlah Jembatan yang Dilebarkan(Jembatan) 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

1
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana 

pengelolaan sampah
 

Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia 

TPS/TPST/TPS3R(%)
28,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)

2

[PROGRAM] 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN 

SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 

REGIONAL

Persentase TPS/TPST/TPS3R yang berkualitas(%) 43.412.847.104,00 8.973.864.952,00 80,00 2.198.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 26.330.000,00 0,00 28.166.384,00 0,00 0,00  0  0 10,00 54.496.384,00 9.028.361.336,00 20,80
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 26.330.000,00 10,00 54.496.384,00 10,00 54.496.384,00 10,00 54.496.384,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3
[KEGIATAN] 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan 

Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3R	(Desa) 43.412.847.104,00 8.973.864.952,00 5,00 2.198.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  26330000 0,00  28166384 0,00  0 0,00  0 0,00 54.496.384,00 9.028.361.336,00 20,80

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.330.000,00 0,00 54.496.384,00 0,00 54.496.384,00 0,00 54.496.384,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan 

TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang 

dibangun(Ton/hari)
0,50 2.198.515.000,00 0,00 26.330.000,00 0,00 28.166.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.496.384,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.330.000,00 0,00 54.496.384,00 0,00 54.496.384,00 0,00 54.496.384,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

1
Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber 

daya air
 

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang 

dilayani oleh jaringan irigasi(%)
100,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)

2
[PROGRAM] 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA AIR (SDA)

Persentase Panjang Jaringan Irigasi (Primer, Sekunder, 

Tersier) dalam Kondisi Baik(%)
210.087.726.458,00 38.265.046.256,00 80,00 17.380.870.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 650.961.560,00 0,00 478.892.821,00 0,00 0,00  0  0 15,00 1.129.854.381,00 39.394.900.637,00 18,75

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 650.961.560,00 15,00 1.129.854.381,00 15,00 1.129.854.381,00 15,00 1.129.854.381,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3

[KEGIATAN] 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan 

Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 

(WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Persentase SDA terkelola(%) 5.983.932.979,00 2.132.438.034,00 84,00 1.817.055.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00  70478000 0,00  31176145 0,00  0 0,00  0 7,00 101.654.145,00 2.234.092.179,00 37,33
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 650.961.560,00 7,00 1.129.854.381,00 7,00 1.129.854.381,00 7,00 1.129.854.381,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu 

Air/Bendung Pengendali Banjir

Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang 

Direhabilitasi(Unit)
2,00 1.200.000.000,00 0,00 46.756.000,00 0,00 4.954.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.710.272,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.756.000,00 0,00 51.710.272,00 0,00 51.710.272,00 0,00 51.710.272,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.02.2.01.0072 Evaluasi dan 

Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan 

Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis 

(Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan 

Kabupaten/Kota(Dokumen)

1,00 124.755.000,00 0,10 14.832.000,00 0,00 15.506.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 30.338.062,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 14.832.000,00 0,10 30.338.062,00 0,10 30.338.062,00 0,10 30.338.062,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.02.2.01.0089 Operasi dan 

Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya

Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang 

Dioperasikan dan Dipelihara(Unit)
2,00 373.700.000,00 0,00 8.890.000,00 0,00 9.270.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.160.480,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.890.000,00 0,00 18.160.480,00 0,00 18.160.480,00 0,00 18.160.480,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan 

Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup 

untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan 

Penampung Air Lainnya

Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen 

Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau 

dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang 

Disusun(Dokumen)

1,00 118.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.445.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.445.331,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.445.331,00 0,00 1.445.331,00 0,00 1.445.331,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

1 Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung  Rasio kepatuhan IMB(%) 13,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)

2
[PROGRAM] 1.03.08 PROGRAM PENATAAN 

BANGUNAN GEDUNG

Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik 

fungsi(%)
282.476.836.224,00 25.004.574.220,00 92,00 13.560.772.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,50 141.572.850,00 0,00 481.960.423,00 0,00 0,00  0  0 91,50 623.533.273,00 25.628.107.493,00 9,07

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,50 141.572.850,00 91,50 623.533.273,00 91,50 623.533.273,00 91,50 623.533.273,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3

[KEGIATAN] 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan 

Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, 

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan 

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Persentase bangunan gedung instansi pemerintah 

kondisi baik(%)
282.476.836.224,00 25.004.574.220,00 92,00 13.560.772.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,50  141572850 0,00  481960423 0,00  0 0,00  0 91,50 623.533.273,00 25.628.107.493,00 9,07

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,50 141.572.850,00 91,50 623.533.273,00 91,50 623.533.273,00 91,50 623.533.273,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk 

Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota

Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis 

Kabupaten/Kota(Bantuan Teknis)

3,00 39.350.000,00 1,00 6.052.160,00 0,00 14.038.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20.091.109,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6.052.160,00 1,00 20.091.109,00 1,00 20.091.109,00 1,00 20.091.109,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, 

Pemanfaatan,  Pelestariaan dan Pembongkaran 

Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan,  

Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung 

untuk Kepentingan Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota(Dokumen)

5,00 13.212.322.600,00 0,10 76.058.450,00 0,00 384.616.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 460.674.976,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 76.058.450,00 0,10 460.674.976,00 0,10 460.674.976,00 0,10 460.674.976,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan 

pengawasan dalam Penyelenggaraannya(Orang)
90,00 79.100.000,00 20,00 21.230.000,00 0,00 14.132.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 35.362.350,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 21.230.000,00 20,00 35.362.350,00 20,00 35.362.350,00 20,00 35.362.350,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4

[SUB KEGIATAN] 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan 

Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan 

Bangunan Gedung (SBKBG),  Rencana Teknis 

Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),  Tim Profesi 

Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan 

Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung 

(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti 

Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),  Rencana 

Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim 

Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, 

dan Pendataan Bangunan Gedung melalui 

SIMBG(Dokumen)

200,00 230.000.000,00 48,00 38.232.240,00 0,00 69.172.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 107.404.838,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 38.232.240,00 48,00 107.404.838,00 48,00 107.404.838,00 48,00 107.404.838,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

2
[PROGRAM] 1.03.09 PROGRAM PENATAAN 

BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Persentase bangunan gedung sesuai RTBL(%) 586.660.096,00 754.414.537,00 2,00 240.804.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.440.000,00 0,00 28.306.123,00 0,00 0,00  0  0 0,00 43.746.123,00 798.160.660,00 #####

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.440.000,00 0,00 43.746.123,00 0,00 43.746.123,00 0,00 43.746.123,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

3

[KEGIATAN] 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan 

Bangunan dan Lingkungannya di Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah pengajuan dan survey lokasi sempadan jalan 

dan bangunan(pengajuan)
586.660.096,00 754.414.537,00 50,00 240.804.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00  15440000 0,00  28306123 0,00  0 0,00  0 5,00 43.746.123,00 798.160.660,00 #####

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 15.440.000,00 5,00 43.746.123,00 5,00 43.746.123,00 5,00 43.746.123,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

4
[SUB KEGIATAN] 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan 

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan 

dan Lingkungan(Dokumen)
1,00 240.804.000,00 0,10 15.440.000,00 0,00 28.306.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 43.746.123,00

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(dpupr)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 15.440.000,00 0,10 43.746.123,00 0,10 43.746.123,00 0,10 43.746.123,00 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH - 0,00 0,00 SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH -

[Target Capaian Sub Kegiatan]   7.90 %

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]  Paket pekerjaan fisik yang sudah berjalan (tender dini)

[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]
 Beberapa paket pekerjaan yang anggarannya 

bersumber dari pemerintah pusat terkena efisiensi

[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan 

Berikutnya ]

 Mempercepat progres perencanaan fisik sehingga 

dapat segera dilakukan proses tender/e-katalog

[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja 

Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan 

Berikutnya ]

 Melakukan evaluasi secara berkala


		2026-02-27T19:51:30+0700




